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BAB 1
RUANG LINGKUP EKONOMI
PEMBANGUNAN

Oleh Zul Fadli

1.1 Definisi Ekonomi Menurut Para Ahli
Berikut beberapa definisi tentang Ekonomi menurut para ahli:

a.

b.

Menurut Adam Smith, ekonomi adalah tentang bagaimana
memproduksi dan membagikan barang dan jasa.

Menurut Lionel Robbins, ekonomi adalah studi aktivitas
manusia dalam memilih bagaimana memanfaatkan sumber
daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak
terbatas.

Menurut John Maynard Keynes, ekonomi merupakan studi
tentang bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya
produktif untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat mereka.
Menurut Milton Friedman, ekonomi adalah bagaimana
individu dan bisnis membuat keputusan mengenai
penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang dan
jasa dan bagaimana mereka membelanjakan pendapatan
yang diperoleh (Machfudz, 2016).

1.2 Definisi Pembangunan Menurut Para Ahli

Berikut beberapa definisi tentang Pembangunan menurut

para ahli:

a.

Menurut W. W. Rostow, pembangunan merupakan proses
perkembangan yang membawa suatu negara dari tingkat
ekonomi yang rendah dan tidak modern ke tingkat ekonomi
yang lebih tinggi dan modern.



. Menurut Mahbub ul Haq, pembangunan adalah proses

meningkatkan kualitas hidup manusia secara holistik,
termasuk kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya.
Menurut Amartya Sen, pembangunan adalah proses
memperluas pilihan individu untuk menentukan nasib
mereka sendiri dan memperbaiki kondisi hidup mereka.
Menurut The Brundtland Commission, pembangunan
merupakan proses yang memungkinkan masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka sekarang dan
dimasa depan tanpa mengurangi kapasitas generasi
berikutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka (Suryono,
2010).

1.3 Definisi Ekonomi Pembangunan Menurut Para

Ahli

Berikut beberapa definisi tentang Ekonomi Pembangunan

menurut para ahli:

a.

2

Menurut Gunnar Myrdal, ekonomi pembangunan
merupakan studi tentang proses pembangunan ekonomi dan
upaya untuk mengatasi masalah yang terkait dengan
pembangunan.

. Menurut Paul Rosenstein-Rodan, ekonomi pembangunan

merupakan studi tentang bagaimana suatu negara dapat
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas
pembangunan sosial dan ekonomi.

Menurut Albert O. Hirschman, ekonomi pembangunan
merupakan studi tentang proses transformasi ekonomi yang
membawa suatu negara dari tingkat ekonomi yang rendah
ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih maju.

Menurut Simon Kuznets, ekonomi pembangunan merupakan
studi tentang perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial
yang memungkinkan negara untuk mempercepat
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pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup
masyarakat (Hasan et al, 2020).

1.4 Sejarah Ekonomi Pembangunan Di Dunia

Sejarah ekonomi pembangunan dimulai pada tahun 1940-
an dan 1950-an, saat pemerintah di berbagai negara memulai
usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui
peningkatan pembangunan ekonomi. Pada saat itu, pemerintah
berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing
ekonomi dengan meningkatkan investasi, meningkatkan
infrastruktur, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun 1950-an, pemerintah diberbagai negara mulai
mengimplementasikan kebijakan ekonom yang dikenal sebagai
"pembangunan import-substitusi” untuk mengurangi
ketergantungan pada impor. Kebijakan ini meliputi peningkatan
tarif, subsidi, dan pembatasan impor produksi domestik.

Pada tahun 1960-an, pemerintah diberbagai negara mulai
mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai
"pembangunan ekspor”. Kebijakan ini meliputi peningkatan
investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan
peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan ekspor.

Pada tahun 1970-an dan 1980-an, pemerintah diberbagai
negara mulai mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang
dikenal sebagai "pembangunan berkelanjutan” untuk menjamin
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak
lingkungan.

Pada tahun 1990-an dan 2000-an, pemerintah diberbagai
negara mulai mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang
dikenal sebagai “pembangunan kompetitif® untuk meningkatkan
daya saing ekonomi negara dan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat (Pangestuty & Prasetyia, 2021).

Sejarah ekonomi pembangunan berlangsung terus hingga
saat ini, di mana pemerintah di berbagai negara terus mencari cara

Ekonomi Pembangunan 3



untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui
peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inovatif
dan berkeadilan sosial.

1.5 Sejarah Ekonomi Pembangunan Di Indonesia

Sejarah ekonomi pembangunan di Indonesia dimulai pada
masa pemerintahan Orde Lama (1945-1965), saat pemerintah
memulai usaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi
melalui kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai “pembangunan
import-substitusi”. Kebijakan ini meliputi peningkatan tarif,
subsidi, dan pembatasan impor untuk meningkatkan produksi
domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintah Indonesia
juga memperkenalkan kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai
"pembangunan ekspor”, yang meliputi peningkatan investasi,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan
infrastruktur untuk meningkatkan ekspor.

Pada masa pemerintahan Orde Baru (1965-1998),
pemerintah  Indonesia  melanjutkan  kebijakan = ekonomi
"pembangunan import-substitusi” dan “pembangunan ekspor”,
tetapi juga mulai mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang
dikenal sebagai "pembangunan berkelanjutan” untuk menjamin
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak
lingkungan.

Setelah Reformasi 1998, pemerintah Indonesia mulai
mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai
"pembangunan kompetitif’ untuk meningkatkan daya saing
ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Indonesia
juga mulai meningkatkan kebijakan privatisasi dan liberalisasi
ekonomi, serta meningkatkan peran sektor swasta dalam
pembangunan ekonomi (Pangestuty & Prasetyia, 2021).

Sejarah ekonomi pembangunan di Indonesia terus
berlangsung hingga saat ini, dengan pemerintah terus mencari cara
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untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,
inklusif dan berkeadilan sosial.

Selanjutnya, keadaan ekonomi pembangunan di Indonesia
saat ini cukup stabil, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan
tingkat inflasi yang terkendali. Pemerintah saat ini mengejar target
pertumbuhan ekonomi sekitar 5-5,5% per tahun.

Indonesia juga memiliki tingkat pengangguran yang rendah
dan tingkat pendapatan per kapita yang meningkat. Selain itu,
pemerintah saat ini juga sedang berupaya untuk meningkatkan
infrastruktur dan meningkatkan kualitas akses terhadap layanan
dasar seperti listrik, air bersih dan transportasi untuk masyarakat.

Namun, masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi
dalam pembangunan ekonomi Indonesia, seperti masalah
ketimpangan ekonomi, korupsi, dan masalah lingkungan.
Pemerintah saat ini sedang berusaha untuk mengatasi masalah-
masalah tersebut melalui berbagai kebijakan ekonomi dan
pembangunan.

1.6 Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap

Ekonomi Pembangunan di Indonesia

Pandemia COVID-19 telah memiliki dampak yang cukup
besar pada keadaan ekonomi pembangunan di Indonesia. Pertama,
pandemi ini menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang
cukup besar karena pembatasan sosial dan perintah lock down
yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi
penyebaran virus. Ini menyebabkan banyak perusahaan dan
industri yang mengalami kebangkrutan dan pekerja yang
menganggur.

Kedua, pandemi ini juga menyebabkan defisit anggaran
yang cukup besar karena pemerintah harus mengeluarkan dana
yang cukup besar untuk mengatasi pandemi dan menyokong
sektor-sektor yang terdampak.
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Ketiga, pandemi ini juga menyebabkan kesulitan dalam hal
perdagangan dan investasi internasional karena pembatasan
perjalanan dan penghentian aktivitas ekonomi diberbagai negara.

Namun, Pemerintah dan Bank Indonesia telah
mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak
pandemi ini, seperti program pemulihan ekonomi, stimulus fiskal
dan moneter, dan dukungan untuk sektor-sektor yang terdampak.
Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan
negara-negara lain dalam wupaya untuk mengatasi dampak
pandemi.

1.7 Konsep Ekonomi Pembangunan di Dunia dan

di Indonesia

Konsep ekonomi pembangunan dunia merujuk pada proses
peningkatan  kesejahteraan @ ekonomi  masyarakat  dan
pembangunan negara-negara di dunia. Konsep ini mencakup
berbagai aspek ekonomi, seperti peningkatan produktivitas,
pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup,
peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan
kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam konsep
ekonomi pembangunan dunia, diantaranya:

a. Pembangunan Klasik, pendekatan ini menitikberatkan pada
pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas
sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat.

b. Pembangunan Humanis, pendekatan ini menitikberatkan
pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan
pengentasan kemiskinan sebagai cara untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat.

c. Pembangunan Sustain, pendekatan ini menitikberatkan pada
pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang
mengutamakan peningkatan kualitas hidup masyarakat
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tanpa merusak lingkungan dan sumber daya alam (Rapanna
& Sukarno, 2017).

Secara umum, konsep ekonomi pembangunan dunia
berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
dan pembangunan negara-negara di dunia dengan memperhatikan
aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selanjutnya, konsep ekonomi pembangunan di Indonesia
memiliki beberapa komponen utama, diantaranya:

a. Pertumbuhan ekonomi, dimana pemerintah berusaha untuk
meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi
dengan meningkatkan investasi, meningkatkan
infrastruktur, dan meningkatkan kualitas sumber daya
manusia.

b. Pemerataan pembangunan, di mana pemerintah berusaha
untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan sosial
dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti
pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan kualitas
hidup masyarakat di daerah-daerah tertinggal.

c. Pembangunan berkelanjutan, di mana pemerintah berusaha
untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dengan
meningkatkan efisiensi sumber daya alam, mengurangi
dampak lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat.

d. Pembangunan kekuatan ekonomi, di mana pemerintah
berusaha untuk meningkatkan kekuatan ekonomi Indonesia
dengan meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor, dan
meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar
global (Rapanna & Sukarno, 2017).

Secara umum, konsep ekonomi pembangunan di Indoensia
berfokus pada penginkatan produktivitas dan daya saing ekonomi,
pemerataan pembangunan, stabilitas makroekonomi,

Ekonomi Pembangunan 7



pembangunan berkelanjutan dan pembangunan kekuatan
ekonomi.

1.8 Ruang Lingkup Ekonomi Pembangunan

Ruang lingkup ekonomi pembangunan meliputi berbagai

aspek yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan
ekonomi masyarakat dan pembangunan negara. Beberapa aspek
tersebut diantaranya:

a.

b.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan,
bandara, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya.
Pembangunan sektor industri, termasuk pembangunan
industri manufaktur, pertambangan dan pariwisata.
Pembangunan sektor pertanian dan perikanan, termasuk
peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian
dan perikanan.

Pembangunan sektor keuangan dan perbankan, termasuk
peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan
dan perbankan.

. Pembangunan sektor pariwisata dan jasa-jasa lainnya,

termasuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan
pariwisata dan jasa-jasa lainnya.

Pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan, termasuk
peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan
dan pendidikan yang berkualitas.

Pembangunan sektor energi dan sumber daya alam,
termasuk peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam
pemanfaatan sumber daya alam dan energi.

Pembangunan sektor perumahan dan pemukiman, termasuk
peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan yang
layak dan berkualitas.

Pembangunan sektor lingkungan hidup, termasuk
peningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan
lingkungan (Pangestuty & Prasetyia, 2021).
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Secara umum ruang lingkup ekonomi pembangunan

meliputi berbagai sektor yang berpengaruh terhadap peningkatan
kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pembangunan negara.
Tujuan ekonomi pembangunan adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara umum melalui peningkatan
produktivitas dan pendapatan nasional. Beberapa tujuan ekonomi
pembangunan yang umum dikembangkan meliputi:

a.

Peningkatan produktivitas, berfokus pada perbaikan
kualitas dan efisiensi dalam produksi barang dan jasa, serta
peningkatan kapasitas produksi.

. Peningkatan  pendapatan nasional, berfokus pada

peningkatan pendapatan nasional yang akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Pemerataan pendapatan, berfokus pada pemerataan
pendapatan antara segmen masyarakat yang berbeda,
seperti antara kota dan desa, atau antara golongan
masyarakat yang berbeda.

Pengurangan kemiskinan, berfokus pada pengurangan
jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Peningkatan kualitas hidup, berfokus pada peningkatan
kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan akses terhadap
pendidikan, kesehatan dan layanan umum lainnya.
Pengembangan lingkungan hidup dan pengurangan emisi
COo2.

Pengembangan ekonomi digital dan inovasi.

Sosial ekonomi inklusif dengan meningkatkan kesempatan
kerja dan kesejahteraan masyarakat termasuk golongan
marginal (Rapanna & Sukarno, 2017).

Terdapat beberapa masalah ekonomi pembangunan di

Indonesia, diantaranya:

a.

Infrastruktur di Indonesia masih kurang baik seperti jalan,
jembatan, pelabuhan dan bandara yang kurang memadai,
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yang membuat biaya transportasi tinggi dan menghambat
arus barang dan jasa.

. Kualitas SDM di Indonesia masih kurang baik, seperti

rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang
dimiliki oleh masyarakat, yang menghambat produktivitas
dan kompetitifitas.

Indonesia sangat tergantung pada sektor pertambangan dan
migas sebagai sumber devisa utama. Hal ini menyebabkan
perekonomian sangat rentan terhadap fluktuasi harga
komoditas global.

Inflasi di Indonesia cenderung tinggi dibandingkan negara-
negara di Asia Tenggara lainnya, yang menyebabkan
kesulitan bagi masyarakat dalam mengelola keuangan
pribadi.

. Masih ada kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan

pendapatan yang cukup besar dalam masyarakat Indonesia.

Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi

masalah ekonomi pembangunan di Indonesia, meliputi:

a.

Pemerintah harus meningkatkan pembangunan
infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan
bandara untuk menurunkan biaya transportasi dan
meningkatkan arus barang dan jasa.

. Pemerintah harus meningkatkan kualitas SDM melalui

peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang
sesuai dengan kebutuhan industri.

Pemerintah harus meningkatkan diversifikasi ekonomi
dengan meningkatkan sektor-sektor lain seperti pariwisata,
manufaktur, dan pertanian.

Pemerintah  harus menstabilkan ekonomi  melalui
pengendalian inflasi dan pengelolaan kebijakan moneter
yang tepat.
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Pemerintah harus meningkatkan pemerataan pendapatan
dengan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan
masyarakat termasuk golongan marginal.

Pembangunan lingkungan hidup dan pengurangan emisi
CO2 (Hasan et al,, 2020).

Berikut Ekonomi Pembangunan yang ideal menurut para

ahli yang dianggap penting, yaitu:

a.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, dapat
meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi
kemiskinan.

. Ekonomi pembangunan yang ideal harus meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan
mengurangi ketidaksetaraan sosial.

Masyarakat  harus  diikutsertakan  dalam  proses
pembangunan dan memiliki akses yang sama terhadap
peluang ekonomi.

Ekonomi pembangunan yang ideal harus didukung oleh
stabilitas politik dan hukum yang kuat.

Ekonomi pembangunan yang ideal harus mendorong
pembangunan  berkelanjutan yang  memperhatikan
perlindungan lingkungan.

Ekonomi pembangunan yang ideal harus memiliki sektor
ekonomi yang beragam dan tidak tergantung pada satu
sektor saja.

Ekonomi pembangunan yang ideal harus memiliki
infrastruktur yang baik, seperti jalan, transportasi dan
jaringan listrik yang dapat mendukung pembangunan
ekonomi.

Mempelajari ekonomi pembangunan penting karena dapat

membantu dalam memahami proses dan masalah yang terkait
dengan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah.
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Beberapa alasan lain mengapa harus mempelajari ekonomi
pembangunan, adalah:

a.

Membantu kita dalam memahami perkembangan ekonomi
suatu negara atau daerah, seperti tingkat pertumbuhan
ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi.

. Membantu dalam memahami masalah ekonomi yang

dihadapi suatu negara atau daerah, seperti ketidaksetaraan
sosial dan kemiskinan.

Membantu dalam memahami solusi yang dapat diterapkan
untuk mengatasi masalah ekonomi, seperti program
pemerintah dan kebijakan ekonomi.

Membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dan
mengurangi ketidaksetaraan sosial.

. Membantu dalam memahami peran pemerintah dalam

pembangunan ekonomi seperti peran dalam pengaturan
pasar dan pengelolaan sumber daya ekonomi.

Membantu dalam memahami peran sektor swasta dalam
pembangunan ekonomi, seperti peran dalam menciptakan
lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

Membantu dalam memahami masalah global yang
mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara, seperti
perdagangan global dan perubahan iklim.
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BAB 2
TUJUAN DAN MANFAAT EKONOMI
PEMBANGUNAN

Oleh Fitri S. Kasim

2.1 Pendahuluan

Sebuah sub bidang ekonomi yang disebut “ekonomi
pembangunan” berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh
pemerintah untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan warga
negara mereka. Ekonomi pembangunan melihat isu-isu ekonomi
yang dihadapi oleh negara-negara maju dan negara berkembang
untuk mencapai pembangunan ekonomi dang memberikan solusi
dan pendekatan untuk mengatasinya. Sebagai contoh, ketimpangan
pembangunan merupakan masalah yang terus berlanjut dan
menjadi penghalang utama bagi pembangunan ekonomi di negara-
negara berkembang seperti Indonesia. Ini adalah masalah yang
terus berlanjut yang terus menghambat pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan ekonomi diimplementasikan dengan menggunakan
temuan-temuan dari bidang ilmu ekonomi pembangunan.

Karena pentingnya peran ekonomi pembangunan sebagai
tolok ukur keberhasilan kegiatan ekonomi, ekonomi pembangunan
telah lama menjadi bidang yang menarik untuk dipelajari, baik dari
sisi  keilmuan maupun implementasi Kkebijakan. Setiap
pertumbuhan  ekonomi diantisipasi untuk  mendorong
pembangunan ekonomi, yang didefinisikan sebagai peningkatan
pendapatan negara atau pendapatan per kapita masyarakat
(Sudarmanto et al,, 2022).

Menurut (Todaro and Stephen C Smith, 2014)
pembangunan ekonomi adalah proses beragam yang mencakup
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pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, penurunan ketimpangan
pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan, serta perubahan
struktural, sikap dan kelembagaan.

2.2 Paradigma Pembangunan Ekonomi

Dalam pemahaman ekonomi tradisional tentang
pembangunan ekonomi bahwa peningkatan pendapatan
dipandang sebagai kemajuan ekonomi dalam suatu negara. Ini
adalah jebakan paradigma karena pembangunan ekonomi tidak
akan berjalan seperti diharapkan jika pendapatan satu-satunya
indicator ~ yang  dipertimbangkan. @ Karena  peningkatan
pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang tidak diikuti
dengan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Hal ini umum
terjadi di banyak negara miskin.

Pembangunan ekonomi tidak melulu perihal meningkatkan
penambahan output atau memperbaiki system dalam ekonomi,
tetapi juga dapat memberi keleluasaan bagi masyarakat untuk
mengambil keputusan yang lebih baik dengan menyediakan lebih
banyak pilihan. Hal ini menyiratkan bahwa akan ada lebih banyak
pilihan untuk memenuhi kebutuhan dan peluang untuk memilih
kesenangan sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat
membantu menutup kesenjangan antara negara berkembang dan
negara maju.

2.2.1 Paradigma Tradisional

Pada awalnya, konsep pembangunan identik sebagai
pertumbuhan atau “development with growth”. Namun, setelah itu
istilah ini tidak lagi sebanding karena penambahan “development
with change” mengubah konsep aslinya. Arthur Lewis membuat
perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan dalam
bukunya teori pertumbuhan ekonomi (The Theory of Economic
Growth). Mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang
melibatkan akumulasi modal, adalah tujuan utama pembangunan
ekonomi. Nilai tambah yang lebih besar akan menghasilkan usaha-
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usaha baru seiring dengan akumulasi modal. Sulit untuk
menerapkan konsep ini di negara berkembang karena mayoritas
dari mereka adalah negara miskin dan sulit mengumpulkan modal.
Negara-negara berkembang dapat mencari investasi luar negeri
atau pinjaman luar negeri untuk memenuhi kebutuhan modal
mereka (Amalia et al,, 2022).

Terbukti dengan meningkatnya polutan, polusi, dan
kerusakan hutan, paradigma pembangunan yang berorientasi pada
pertumbuhan telah berkontribusi pada sejumlah masalah
termasuk degradasi lingkungan. Ketika model pembangunan lebih
mengutamakan usaha padat modal daripada padat karya, maka
pengangguran akan meningkat dan masyarakat miskin akan
semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ada juga dampak
lainnya, seperti meningkatnya kesenjangan (ketimpangan)
pendapatan. Kesenjangan ini disebabkan oleh “kue pembangunan”
yang tidak merata, atau dengan kata lain memiskinkan orang
miskin karena yang hanya menikmati pembangunan hanyalah oleh
pemilik modal atau orang kaya.

Hingga saat ini, pembangunan belum mampu memberikan
tricke down effect, tetapi justru memunculkan isu-isu baru yang
serius seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Teori
tricke down effect diyakini tidak efektif. Hanya beberapa lokasi atau
kelompok saja yang menjadi focus pembangunan, sehingga lapisan
masyarakat lainnya tidak dapat merasakan manfaatnya.

2.2.2 Paradigma Baru

Pada akhir tahun 1960-an, beberapa negara berkembang
menemukan bahwa pembangunan dan pertumbuhan bukanlah hal
yang bertentangan. Pertumbuhan ekonomi memang diperlukan,
tetapi tidak cukup untuk pembangunan. Pertumbuhan hanya
mencerminkan kenaikan output barang dan jasa suatu negara,
sedangkan pembangunan mencakup lebih dari sekedar
mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
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sekarang lebih menekankan pada kualitas proses pembangunan
daripada pertumbuhan sebagai tujuan utama. Proses
pembangunan ekonomi dipandang memiliki berbagai aspek,
kebijakan ekonomi dan non-ekonomi yang menyeluruh.

Pembangunan adalah istilah yang digunakan wuntuk
menggambarkan gerakan ke atas dari dari keseluruhan sistem
social (Myrdal, 1974). Ada beberapa perspektif yang menekankan
pada pertumbuhan dan perubahan, khususnya perubahan dalam
institusi dan nilai-nilai. Hal ini didukung oleh argument bahwa
pertimbangan kualitatif jauh lebih penting daripada kemajuan
ekonomi. Tidak hanya pendapatan per kapita yang harus
meningkat dari waktu ke waktu di negara-negara berkembang,
tetapi kesetaraan pendapatan dan pengurangan kemiskinan juga
merupakan factor yang sangat penting.

Myrdal, Dudley dan Seers mengamati bahwa isu-isu social
seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan
pendapatan sering kali mendapat perhatian dalam konteks
pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa wupaya untuk
mendorong pembangunan harus berfokus pada perluasan
kesempatan kerja dan peningkatan kesetaraan penghasilan.

Aspek kualitatif dari pembangunan ekonomi memerlukan
penyesuaian structural dasar seperti menurunkan kemiskinan,
pengangguran, dan ketimpangan serta meningkatkan standar
hidup dan berinvestasi dalam Pendidikan dan Kesehatan. Ekonomi
yang lemah, Sebagian besar terfokus pada sektor pertanian dapat
diubah menjadi ekonomi yang berbasis pada kehidupan perkotaan
yang berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi. Pembangunan
ekonomi yang berhasil ditandai dengan pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi yang merata. Jadi, sangat mungkin untuk
membedakan dengan jelas antara konsep pertumbuhan ekonomi
dan pembangunan (Blackman, Mathis and Nelson, 2001).
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2.2.3 Pembangunan dengan Pendekatan Kapabilitas
(kemampuan)

Amartya Sen, yang memenangkan Hadiah Nobel Ekonomi
pada tahun 1998, melakukan pendekatan terhadap pembangunan
dari perspektif kemampuan. la menyatakan bahwa seseorang
dapat mengetahui apakah seseorang miskin atau tidak dengan
melihat capability to function. Pendapatan saja tidak
mendefinisikan orang tersebut miskin; namun deprivasi
kapabilitas atau hilangnya kemampuanlah yang menentukan.
Hilangnya kemampuan tidak diragukan lagi berkontribusi pada
kualitas hidup yang lebih buruk dari yang diharapkan. Oleh karena
itu, pembangunan haruslah menghasilkan realisasi dari
kemampuan-kemampuan tersebut. Sen menyarankan
menggunakan metode ini untuk memahami kualitas hidup dengan
cara yang lebih manusiawi (Sen, 1993).

Menurut Sen, tujuan utama pembangunan bukanlah
pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama pembangunan seharusnya
adalah meningkatkan kebebasan dan kualitas hidup. Definisi
kemiskinan tidak bergantung pada utilitas atau uang seperti yang
selama ini berlaku. Kesejahteraan mencakup barang yang
dikonsumsi dan keuntungan yang didapat oleh konsumen.

Kebijakan pembangunan memaksimalkan kesejahteraan
sering kali lebih diutamakan daripada prinsip-prinsip penting
lainnya seperti hak dan kebebasan. Dalam hal pembangunan,
menjaga hak dan kebebasan harus didahulukan daripada
kesejahteraan ekonomi. Jaminan kebebasan akan menguntungkan
bagi perekonomian. Dibandingkan dengan negara-negara
demokratis menurut Sen negara-negara otoriter kurang mampu
menjamin kesejahteraan penduduknya (Sen, 1993).

Sen mendefinisikan kapabilitas sebagai kemampuan
seseorang untuk memutuskan suatu tindakan berdasarkan sifat-
sifat pribadi dan kendali atas sumber daya. Teori Sen berdampak
pada para ekonom yang meneliti pembangunan, yang
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mengarahkan mereka untuk menekankan nilai inklusi social,
pemberdayaan, Kesehatan dan Pendidikan. Menurut para ahli,
negara-negara berpenghasilan tinggi dengan standar Kesehatan
dan Pendidikan rendah diklasifikasikan sebagai negara yang
tumbuh tapi tidak berkembang. Factor-faktor ini mengarah pada
kesimpulan bahwa pembangunan akan lebih bermakna jika
mengadopsi perspektif kapabilitas yang mengukur dari sisi kualitas
hidup manusia (Sen, 1993).

2.3 Ekonomi Pembangunan, Pembangunan
Ekonomi, dan Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi pembangunan adalah subbidang ekonomi yang
berfokus pada tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk
memajukan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Ekonomi
pembangunan juga membahas tentang masalah-masalah yang
terjadi di negara berkembang serta membuat rekomendasi untuk
solusi dan kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah
tersebut dan mencapai yang namanya pembangunan ekonomi.
Jadi, ekonomi pembangunan adalah studi yang mempelajari
tentang pembangunan ekonomi.

Disiplin ilmu ekonomi pembangunan berbeda dengan ilmu
ekonomi lainnya seperti ekonomi mikro dan makro. Perbedaan
utamanya adalah bahwa sebagian besar ekonom saat ini tidak
menggunakan pola analisis yang mapan untuk ekonomi
pembangunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,
seperti (Mulyani, 2017):

1. Kompleksitas  masalah  yang  berkaitan  dengan
pembangunan ;

2. Baik faktor yang mempengaruhi pembangunan maupun
yang dipengaruhi oleh pembangunan sangatlah banyak.
Oleh karena itu, ekonomi pembangunan mencakup
berbagai subjek yang luas, migrasi, pertanian, industri,

20 Ekonomi Pembangunan



pembentukan modal, distribusi pendapatan, kemiskinan,
pertumbuhan ekonomi dan isu-isu lainnya ;

3. Kurangnya teori-teori pembangunan yang dapat
membangun kerangka kerja mendasar untuk menguraikan
arah pembangunan ekonomi.

Istilah ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi
sering kali digunakan secara bergantian. Kedua istilah tersebut
sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Pembangunan ekonomi
atau secara sederhana perkembangan ekonomi, adalah proses di
mana pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka
panjang dan juga mengubah prinsip-prinsip dasar masyarakat.
Pembangunan ekonomi, menurut (Irawan and Suparmoko, 2014)
adalah upaya untuk meningkatkan standar hidup suatu negara,
yang sering diukur dari tinggi rendahnya pendapatan riil per
kapita.

Penting pula untuk kita memahami perbedaan antara
pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi, agar tidak
mengalami kekeliruan dalam mengartikannya. Pertumbuhan
ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan pendapatan nasional,
terlepas dari apakah kenaikan ini melebihi atau kurang dari tingkat
pertumbuhan penduduk atau apakah struktur ekonomi telah
berubah. Sedangkan pembangunan ekonomi digambarkan sebagai
kenaikan pendapatan per kapita dalam suatu masyarakat serta
transformasi sistem ekonomi dari sistem tradisional menjadi
sistem modern. ketika sebuah negara memproduksi lebih banyak,
maka negara tersebut dianggap mengalami pertumbuhan ekonomi,
dan Kketika modernisasi (perubahan dalam institusi dan
pengetahuan teknologi) dan peningkatan output secara
bersamaan. Selain itu, pembangunan ekonomi dianggap terjadi
ketika pertambahan populasi pada tahun tertentu melebihi
pertumbuhan pendapatan nasional. Oleh karena itu, dapat
dikatakan bahwa pembangunan ekonomi biasanya diikuti dengan
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pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai
dengan pembangunan ekonomi.

2.4 Tujuan Pembangunan EKkonomi

Pembangunan ekonomi adalah salah satu bidang kehidupan
yang selalu dikembangkan dalam di tingkat seluruh dunia. Hal ini
disebabkan karena kemajuan ekonomi berdampak pada
kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan seluruh warga negara
suatu bangsa merupakan tujuan utama dari pembangunan
ekonomi. Negara akan menginvestasikan sumber daya yang
signifikan untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang
mendukung perekonomian untuk memenubhi tujuan ini. Sedangkan
menurut (Irawan and Suparmoko, 2014) tujuan pembangunan
ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga
untuk meningkatkan produktivitas.

Sejak meraih kemerdekaannya, Indonesia telah berusaha
untuk mengembangkan ekonominya. Kebijakan pembangunan
ekonomi selalu berubah setiap kali pemerintahan berganti. Tujuan
nasional negara Kita, seperti yang tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan
tujuan nasional tersebut pembangunan nasional dilaksanakan
secara terencana, terarah, menyeluruh, terpadu, dan
berkesinambungan.

Selain itu, tujuan pembangunan nasional dapat dibagi
menjadi dua kategori, yaitu:

1. Tujuan jangka pendek. Dalam rangka memberikan dasar
yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya,
pembangunan nasional jangka pendek bertujuan untuk
meningkatkan standar hidup, sumber daya manusia, dan
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kesejahteraan masyarakat dengan cara yang adil dan
merata.

2. Tujuan jangka panjang adalah terwujudnya masyarakat
adil dan makmur berlandaskan Pancasila yang merata
material dan spiritual, dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, bersatu, dan
berdaulat, dalam suasana pergaulan dunia yang merdeka,
bersahabat, tertib, dan damai.

Tujuan pembangunan ekonomi menurut (Todaro and

Stephen C Smith., 2014) yaitu:

a. Berbagai pilihan ekonomi dan sosial harus tersedia bagi
masyarakat sehingga mereka dapat hidup bebas dari
perbudakan dan mandiri;

b. Meningkatkan standar hidup, kualitas pendidikan dan
kesehatan;

c. Meningkatkan jumlah ketersediaan dan jalur distribusi
komoditas penting yang beragam.

2.5 Manfaat Pembangunan Ekonomi

Output atau kekayaan masyarakat atau ekonomi
meningkat dengan adanya pembangunan ekonomi. Selain itu,
kebahagian dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat
sebagai hasil dari pembangunan ekonomi. Ketika ekonomi
berkembang, lebih banyak pilihan tersedia bagi masyarakat.
Sangatlah sulit untuk menghubungkan antara kebahagian dan
kekayaan, tetapi kesejahteraan bergantung pada prespektif
seseorang tentang keberadaan manusia (Irawan and
Suparmoko, 2014).

Orang yang kaya tidak selalu lebih bahagia daripada
mereka yang kurang beruntung. Jika kekayaan seseorang
meningkat, orang tersebut belum tentu merasa lebih
beruntung. Kekayaan akan menambah kebahagian jika
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kekayaan itu menambah alat-alat pemuas kebutuhan dan

bukannya menambah jumalah kebutuhan. kekayaan juga dapat

menurunkan kebahagian jika kekayaan tersebut membuatnya
khawatir tentang kekayaan mereka saat ini dan juga bagaimana
mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka di masa depan.

Misalnya, mereka harus mempertimbangkan kebutuhan untuk

menghemat energi, pemeliharaan lingkungan, menghemat

sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan isu-isu lainnya

(Irawan and Suparmoko, 2014).

Pembangunan ekonomi memungkinkan manusia untuk
memiliki lebih banyak kendali atas lingkungan mereka dan lebih
banyak fleksibilitas untuk terlibat dalam perilaku tertentu.
Kemajuan ekonomi memungkinkan kebebasan untuk memilih dari
pilihan kesenangan yang lebih luas.

Menurut (Mulyani, 2017) pembangunan ekonomi suatu
negara memiliki sejumlah manfaat bagi masyarakat dan negara.
Berikut ini adalah beberapa manfaat dari pembangunan ekonomi:
1. Kekayaan output ekonomi atau masyarakat akan

meningkat;

2. Memberi lebih banyak kesempatan untuk memaksimalkan
keuntungan dari sumber daya yang tersedia;

3. Pembangunan ekonomi dapat memberikan lebih banyak
pilihan kepada masyarakat;

4. Ketika pembangunan ekonomi terjadi, lebih banyak
layanan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan
tersedia;

5. Pertumbuhan ekonomi akan mempersempit kesenjangan
antara negara terbelakang dan negara maju.
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BAB 3
HAKIKAT DAN MAKNA
PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh Suharno

3.1 Pendahuluan

Pembangunan Ekonomi adalah program, kebijakan atau
kegiatan yang berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan
kualitas hidup masyarakat. Apa arti pembangunan ekonomi secara
umum akan bergantung pada komunitas tempat masyarakat
tersebut berada. Setiap komunitas memiliki peluang, tantangan,
dan prioritasnya sendiri. Perencanaan pembangunan ekonomi
masyarakat harus menyertakan orang-orang yang tinggal dan
bekerja di masyarakat.

Hakikat dan makna pembangunan ekonomi telah dilanda
serangkaian perdebatan. Pertama, ada perdebatan antara
menghasilkan pengetahuan yang dapat diterapkan secara luas,
memformulasikan kebijakan, menghasilkan pengetahuan tentang
keberhasilan dan kegagalan pembangunan tertentu. Kedua, ada
perdebatan antara menghasilkan pengetahuan pembangunan
sebagai proses struktural transformasi (beberapa cara mereplikasi
transisi ke modernitas) dan menghasilkan pengetahuan tentang
masalah-masalah tertentu dan isu-isu yang terkait dengan
kurangnya pembangunan (akses air bersih, kematian ibu
melahirkan, stunting dan sebagainya). Ketiga, ada perdebatan
antara ekonomi sebagai disiplin utama di mana pembangunan
dipelajari, dan kontribusi disiplin ilmu lainnya. Bab ini diakhiri
dengan menyarankan bahwa baru-baru ini bertahun-tahun
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beberapa dari perdebatan ini telah dikenali dan hal ini membuka
kemungkinan untuk mengarahkan jalan menyelesaikannya.

Studi yang sekarang kita sebut studi pembangunan, secara
simbolis dalam karya Adam Smith. Sebagai lembaga dan bidang
studi akademik khusus, yang muncul pada periode setelah Perang
Dunia II di bawah naungan hegemoni Amerika Serikat dan
berkembang secara dramatis dengan jumlah negara-negara
berkembang meningkat, terutama dari tahun 1960-an. Dalam
banyak hal studi pembangunan telah sukses luar biasa. Ini telah
menjadi komponen vital dari pekerjaan bilateral dan badan-badan
pembangunan multilateral, dipimpin oleh badan penelitian Bank
Dunia (World Bank, 2010). Sejumlah besar pusat penelitian
spesialis telah ditetapkan untuk mempelajari proses dan masalah
pembangunan, dan telah menjadi bidang studi akademik yang
mapan, dengan jurnal profesional, konferensi, dan Asosiasi
profesional. Ini juga menjadi bidang studi yang semakin populer,
siswa dengan banyak program gelar, terutama di tingkat
pascasarjana. Studi tentang pembangunan juga secara dramatis
memperluas cakupannya bersamaan dengan perluasan agenda
lembaga pembangunan itu sendiri. Pada periode kontemporer itu
mencakup berbagai macam hal-hal dari kebijakan perdagangan
hingga konservasi laut, dan dari regulasi perbankan hingga
kesehatan.

Besarnya ukuran dan variasi studi pembangunan membuat
segala jenis ringkasan sederhana menjadi hal yang mustahil. Ada
terlalu banyak masalah, terlalu banyak institusi yang terlibat, dan
terlalu banyak pendekatan bagi mereka untuk dibuat sketsa. Tetapi
harus mengamati secara keseluruhan dan bahkan penilaian studi
pembangunan dimungkinkan dengan melihatnya pada tingkat
abstraksi yang agak lebih tinggi. Pendekatan yang diambil di sini
adalah bahwa studi pembangunan telah ditandai dengan tiga
perdebatan langsung dari asal-usulnya pada periode pasca-perang.
Pertama, ada perdebatan antara menghasilkan pengetahuan yang
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dapat diterapkan secara luas dan formula kebijakan, dan
menghasilkan pengetahuan tentang keberhasilan dan kegagalan
pembangunan tertentu. Kedua, ada perdebatan antara
menghasilkan pengetahuan pembangunan sebagai proses
struktural transformasi (yang dalam beberapa cara mereplikasi
transisi ke modernitas dengan semua yang tersirat industrialisasi,
urbanisasi, dan seterusnya) dan menghasilkan pengetahuan
masalah khusus dan masalah yang terkait dengan kurangnya
pembangunan (akses ke air bersih, malnutrisi, kematian ibu,
stunting dan sebagainya). Ketiga, ada perdebatan antara ekonomi
sebagai disiplin utama dimana perkembangan dipelajari, dan
kontribusi disiplin akademik lainnya (politik, studi wilayah,
antropologi). Dalam banyak hal perdebatan ini terjadi sangat
produktif, tetapi juga sangat sulit untuk diatasi, beserta tantangan
yang dihadapi.

3.2 Riwayat Ekonomi Pembangunan

Ekonomi pembangunan adalah cabang ekonomi yang
membahas aspek ekonomi dari proses pembangunan di negara-
negara berpenghasilan rendah dan menengah. Fokusnya tidak
hanya pada metode mempromosikan pembangunan ekonomi,
pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural tetapi juga pada
peningkatan potensi massa penduduk, misalnya melalui kesehatan,
pendidikan dan kondisi tempat kerja, baik melalui jalur publik
maupun swasta (Bell, 1987).

Ekonomi pembangunan melibatkan penciptaan teori dan
metode yang membantu dalam penentuan kebijakan dan praktik
dan dapat diterapkan baik di tingkat domestik maupun
internasional. Ini mungkin melibatkan restrukturisasi insentif
pasar atau menggunakan metode matematis seperti optimasi antar
waktu untuk analisis proyek, atau mungkin melibatkan campuran
metode kuantitatif dan kualitatif. Topik umum meliputi teori
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pertumbuhan, kemiskinan dan ketimpangan, modal manusia, dan
institusi (McKenzie dan Paffhausen, 2017).

Tidak seperti di banyak bidang ekonomi lainnya,
pendekatan dalam ekonomi pembangunan dapat menggabungkan
faktor sosial dan politik untuk menyusun rencana tertentu. Juga
tidak seperti banyak bidang ekonomi lainnya, tidak ada konsensus
tentang apa yang harus dipahami siswa. Pendekatan yang berbeda
dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi
terhadap konvergensi atau non-konvergensi ekonomi di seluruh
rumah tangga, wilayah, dan negara (Todaro, 2006).

Menurut Adam Smith dalam buku berjudul, An Inquiry into
the Nature and Causes of the Wealth of Nations, memberikan
pertanyaan mendasar dari studi tentang apa yang sekarang kita
sebut pengembangan (Smith cenderung menggunakan istilah
perbaikan): seperti apa tampilan dikembangkan, apa yang
membuatnya berbeda dari kebalikannya, dan bagaimana negara
mencapainya?. Kondisi itu sebagai ambisi intelektual dari
pencerahan Skotlandia membentuk narasi besar dari abad ke-19
dan awal abad ke-20, baik dalam bentuk catatan Marx tentang
perkembangan kapitalisme atau sosiologi Weber dan lain-lain yang
bersangkutan sendiri dengan asal-usul dan karakteristik
modernitas. Tapi kajian pembangunan saja muncul sebagai bidang
studi yang dilembagakan dan diprofesionalkan pada periode
setelah Dunia Perang II. Kajian pembangunan di periode ini
ditentukan oleh upaya untuk memahami proses perkembangan
dunia yang maju dalam waktu yang lebih singkat, dan yang
terpenting untuk memberikan pengetahuan yang dapat
menghasilkan formula kebijakan untuk digunakan oleh pemerintah
negara berkembang dan lembaga pembangunan.

Kondisi ini menempatkan asal-usul studi modern
pembangunan di level internasional tertentu dan konteks
kelembagaan. Secara internasional ia muncul bersamaan dengan
pelembagaan proyek pembangunan internasional itu sendiri dalam
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politik internasional, pendirian badan pembangunan bilateral dan
multilateral dan pemberian bantuan luar negeri (Williams, 2011).
Pada gilirannya ini secara signifikan merupakan hasil dari
munculnya Amerika Serikat sebagai hegemonik negara dalam
politik internasional. Pembangunan memainkan peran penting
dalam tatanan hegemonik didirikan oleh Amerika Serikat dalam
tiga cara terkait (Gilman, 2003). Pertama, pembuat kebijakan
Amerika Serikat mengakui keutuhan untuk mengintegrasikan
negara-negara berkembang ke dalam politik multilateral dan
tatanan ekonomi yang mereka ciptakan. Dari empat puluh empat
negara yang hadir di Konferensi Bretton Woods tahun 1944,
sembilan belas orang berasal dari Amerika Latin, dan mereka
umumnya antusias mendukung kesepakatan yang dicapai di
konferensi (Helleiner, 2006). Kedua, tujuan yang luas hegemoni
Amerika Serikat dimajukan melalui pembangunan negara-negara
berkembang. Truman memasukkannya ke dalam pidatonya yang
terkenal four point. Semua negara akan sangat mendapat manfaat
dari program konstruktif untuk penggunaan yang lebih baik dari
sumber daya manusia dan dunia sumber daya alam. Pembangunan
ekonomi memperluas peluang ekonomi bagi Amerika Serikat dan
mengurangi kemungkinan perang. Seperti yang dikatakan Cordell
Hull, jika negara-negara mendapatkan aliran perdagangan bebas,
sehingga satu negara tidak akan cemburu terhadap yang lain dan
standar hidup semua negara mungkin bangkit sehingga
menghilangkan ketidakpuasan ekonomi yang melahirkan perang,
maka akan memungkinkan memiliki peluang yang masuk akal
untuk perdamaian abadi (Hull, 1948). Ketiga, pembangunan
semakin memainkan peran penting dalam kompetisi Perang
Dingin. Janji dari pembangunan adalah alternatif Amerika Serikat
untuk menghalau komunisme dan praktik pemberian bantuan
adalah dibentuk oleh logika kompetisi Perang Dingin. Dalam hal
studi pembangunan ini berarti, seperti dicatat oleh Lucian Pye,
bahwa meningkatnya minat akademis terhadap masalah-masalah
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baru negara bagian lebih terinspirasi oleh peristiwa-peristiwa
dunia daripada kemajuan lokal negara manapun (Pye, 1966).
Dengan kata lain, studi pembangunan didorong sebanyak mungkin
dari pihak Amerika Serikat untuk mengelola hubungannya dengan
negara-negara berkembang secara murni minat akademik.
Sebagian negara berkembang tumbuh pesat dengan proses
dekolonisasi, sehingga kebutuhan ini meningkat, dan seiring
berjalannya waktu studi pembangunan diperluas di negara-negara
lain, seperti Inggris, Prancis, dan Belanda yang juga perlu
menemukan cara untuk mengatur hubungan mereka dengan bekas
koloni mereka.

Kemunculan kajian pembangunan modern juga dibentuk
oleh faktor-faktor terkait lainnya. Ini dapat melacak sebagian dari
garis keturunannya pada munculnya keahlian kebijakan publik
secara lebih umum dan perkembangan lebih khusus lagi dalam
disiplin ilmu ekonomi. Di akhir abad kesembilan belas dan awal
abad ke-20 para ahli memainkan peran yang semakin penting
dalam kebijakan publik perdebatan, dan new deal, misalnya, dijiwai
dengan pandangan sosial dan masalah ekonomi harus diselesaikan
melalui penerapan ahli, pengetahuan ilmiah, dan sikap itu terbawa
ke dalam studi pembangunan (Maier, 1978). Munculnya ekonomi
sebagai disiplin akademis yang terpisah dan terspesialisasi juga
dikaitkan dengan kenaikan keahlian kebijakan publik. Seperti
disebutkan di atas, dalam banyak hal studi pembangunan telah
sangat berhasil. Tetapi juga telah dilanda setidaknya tiga
perdebatan, yang sementara mereka produktif di banyak hal dan
cara, dan juga telah menciptakan serangkaian masalah intelektual
dan praktis.
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3.3 Perdebatan dan Hakikat Pembangunan

Ekonomi

Perdebatan yang pertama adalah antara menghasilkan
pengetahuan dan formula kebijakan umumnya berlaku untuk kelas
negara maju, negara berkembang dan menghasilkan pengetahuan
tentang keberhasilan dan kegagalan negara tertentu pada waktu
tertentu. Ada sesuatu dari paradoks ini. Revolusi Keynesian dalam
teori ekonomi memberikan suatu hal berisi prasyarat penting
untuk munculnya ekonomi khusus yang didedikasikan untuk studi
tentang pembangunan dengan menunjukkan bahwa keadaan
ekonomi yang berbeda mungkin memerlukan berbagai macam
kebijakan ekonomi. Keputusan ini terkait dengan apa yang dimiliki
oleh Albert Hirschman (1981). Disebut klaim ekonomi mono
sangat penting dalam mengukir ruang intelektual yang
didedikasikan untuk kajian pembangunan secara khusus.
Pembagian negara menjadi negara-negara yang berdasar pada
ekonomi klasik yang tepat dan beberapa jenis lain dari teori
ekonomi dan kebijakan yang sesuai juga dapat ditemukan. Lihat
pemikiran seperti Rosenstain-Rodan, Gershenkron dan Harriss
(Rosenstein-Rodan 1943; Gershenkron 1962; dan Harriss, 2002).
Warisan ini menghasilkan dua masalah yang memunculkan
perdebatan antara umum dan khusus. Pertanyaan pertama adalah
tentang: mungkinkah negara-negara berkembang memiliki
keadaan yang berbeda sehingga mereka membutuhkan jenis
ekonomi yang berbeda, tetapi apakah mereka memiliki cukup
banyak kesamaan sehingga generalisasi yang bermakna dapat
ditarik tentang mereka, atau apakah semuanya sangat berbeda dari
satu dengan lainnya bahwa generalisasi seperti itu mungkin sangat
sulit?. Kedua, selalu ada klaim yang menolak bahwa negara
berkembang itu relevan berbeda sehingga mereka memerlukan
jenis ekonomi yang berbeda (Bauer, 1976, Bauer, 1984; dan
Johnson, 1964). Meskipun pandangan ini marjinal selama tahun
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1950-an dan 1960-an, pandangan ini muncul sangat kuat pada
akhir 1970-an dan 1980-an.

Generasi pertama ekonom pembangunan menerima bahwa
negara berkembang memang demikian berbeda dan kemudian
mencoba menggeneralisasi tentang mereka, berfokus terutama
pada masalah dan kemungkinan industrialisasi. Seperti yang
dikatakan Hollis Chenery, pengembangan yang sukses di hampir
semua negara telah ditandai dengan peningkatan pangsa
manufaktur di total output (Chenery, 1979). Studi klasik semacam
ini termasuk yang dilakukan oleh W. Arthur Lewis dan Albert
Hirschman, dan dengan nada yang sedikit berbeda oleh Raul
Prebisch. Bahwa dalam pertanian subsisten (atau tradisional) ada
tingkat kekurangan yang tinggi penggunaan sumber daya dan
produktivitas rendah, dan dengan demikian sangat sedikit surplus
yang dihasilkan.

Mengingat hal ini, ada potensi besar pasokan tenaga kerja di
sektor pertanian yang bisa pindah ke sektor industri (kapitalis)
tanpa ada penurunan produksi pertanian (ada persediaan tenaga
kerja yang tidak terbatas untuk sektor kapitalis). Upah di sektor
industri akan tetap rendah (tertekan oleh pasokan tenaga kerja
yang tidak terbatas) dan dengan demikian keuntungan akan
bertambah dengan cepat di dalam sektor kapitalis, memberikan
surplus yang dapat dikenakan pajak dan diinvestasikan. Dalam
model dualis ini sektor industri akan menjadi elemen yang dinamis,
menyedot tenaga kerja dari sektor pertanian subsisten yang
stagnan (Lewis, 1954). Lewis menjelaskan model ini dirancang
untuk membantu memahami masalah kontemporer di wilayah
yang luas. Sementara catatan Hirshman berbeda, menekankan
peran keterkaitan ke depan dan ke belakang dalam mendorong
industrialisasi melalui proses kumulatif, itu juga jelas merupakan
teori umum (Hirschman, 1958).

Pada akhir 1970-an jenis formula kebijakan yang mengikuti
aliran ini, diserang sebagai akibat dari krisis ekonomi yang
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berkembang yang mempengaruhi banyak negara berkembang,
perlambatan ekonomi global yang lebih umum dan kebangkitan
ekonomi neoklasik (Toye, 1987; dan Williams, 2011). Sebagai
gantinya muncul jenis lain generalisasi berasal dari apa yang dilihat
sebagai penerapan universal neoklasik teori ekonomi. Deepak Lal,
salah satu pendukung paling terkenal dari posisi ini, berpendapat
demikian. Saat ini ada banyak bukti empiris dari berbagai budaya
dan iklim yang berbeda menunjukkan bahwa petani yang tidak
berpendidikan bertindak secara ekonomi sebagai produsen dan
konsumen (Lal, 1983). Dengan kata lain, ekonomi berkembang
tidak berbeda dalam fundamentalnya ekonomi maju: mereka tentu
saja lebih miskin, tetapi jenis teori ekonomi yang sama dan jenis
kebijakan ekonomi yang sama diterapkan pada mereka seperti
pada semua ekonomi.

Posisi ini mencirikan apa yang kemudian dikenal sebagai
Konsensus Washington dan telah terus membentuk studi
pembangunan dengan cara yang penting (Williamson, 1989).
Asumsi rasionalitas ekonomi telah diperluas dan dielaborasi baik
dalam New Ekonomi Politik dan Pendekatan Ekonomi
Kelembagaan Baru untuk pembangunan. Perluasan model aktor
rasional ke politisi, birokrat, dan kelompok sosial lebih banyak
secara umum, dan dalam melakukan hal itu mengacu pada catatan
teoretis tentang proses pengambilan keputusan dan peran
kelompok kepentingan dalam politik negara-negara barat
(Krueger, 1974; Bates 1981; Olson, 1982). Yang terakhir
menekankan peran yang mungkin dimainkan oleh institusi, yang
dipahami secara luas, dalam membentuk keputusan pelaku
ekonomi rasional, dan menunjukkan bahwa struktur kelembagaan
bisa memainkan peran penting dalam menentukan jalur
pembangunan suatu negara, terutama dengan mengubah biaya
transaksi yang dihadapi agen ekonomi (North, 1990; Williamson,
1979).
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Kedua pendekatan ini dilebur menjadi perhatian dengan
tata pemerintahan yang baik yang muncul sampai akhir 1980-an
dan memasuki 1990-an (Williams, 2008). Di Sini sekali lagi,
pendekatan yang diambil adalah konsekuensi dari pemerintahan
yang baik dan buruk digeneralisasikan, dan karenanya formula
kebijakan dapat dirancang yang berlaku untuk sejumlah besar
negara. Pembahasan lain yang sangat penting dalam studi
pembangunan yang mengambil tujuan memproduksi pengetahuan
yang dapat diterapkan secara umum adalah teori pertumbuhan
ekonomi. Dorongan umum di balik ini adalah untuk
mengembangkan dan kemudian menguji model teoretis yang
dapat menjelaskan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Dalam tradisi analitis yang luas ini telah ada beberapa model yang
berbeda. Model Harrod-Domar merupakan model yang penting
pengaruh pada ekonom pembangunan awal, dan sampai batas
tertentu Bank Dunia juga (Harrod, 1948; Domar, 1957). Berasal
dari ekonomi Keynesian, pembahasan ini dimaksudkan untuk
menunjukkan hubungan antara perubahan investasi dan
perubahan pendapatan nasional. Pada gilirannya model ini diubah
dan dikritik oleh model pertumbuhan lainnya, termasuk
Pertumbuhan Solow (neoklasik).

Model baru oleh Teori Pertumbuhan Endogen. Terkait
dengan ini juga sejumlah besar pekerjaan statistik memiliki
korelasi pertumbuhan ekonomi. Di sini sekali lagi, I[denya adalah
untuk menentukan Kkontribusi faktor-faktor tertentu terhadap
pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data set yang
mencakup sejumlah besar negara (Kenny dan Williams, 2001;
Purnomo et al, 2021). Asumsi yang mendasari teori pertumbuhan
dan pekerjaan statistik semacam ini adalah bahwa ekonomi
bekerja pada dasarnya dengan cara yang sama dan dengan
demikian hal itu mungkin untuk ditemukan penyebab umum
pertumbuhan yang berlaku untuk sejumlah besar negara bagian.
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Bentuk-bentuk generalisasi ini selalu ditentang oleh studi-
studi khusus keberhasilan dan kegagalan pembangunan yang telah
menempatkan alasan keberhasilan dan kegagalan dalam kondisi
dan keadaan khusus negara tertentu pada waktu tertentu. Yang
paling contoh nyata di sini adalah kisah sukses Asia Timur. Banyak
upaya telah dilakukan menangkap pengalaman negara-negara ini
di bawah teori yang lebih umum. Misalnya, Bank Dunia dalam
laporan Keajaiban Asia Timur, berpendapat bahwa pemerintah
dalam hal ini negara melakukan intervensi selektif dalam ekonomi,
sebagian besar keberhasilan negara-negara ini dapat diletakkan
pada kebijakan ekonomi makro yang sehat, investasi swasta
tingkat tinggi dan ekspor pertumbuhan (World Bank, 1993). Agak
paradoks, beberapa tahun kemudian ada pendapat bahwa
beberapa negara tersebut mengalami krisis keuangan karena
mereka tidak adanya regulasi yang memadai atau hubungan yang
tepat antara pemerintah dan sektor swasta (kroni kapitalisme)
(Johnson, 1998). Tetapi ada juga studi tentang negara-negara ini
yang menantang generalisasi semacam ini. Misalnya, studi tentang
faktor penyebab keberhasilan perkembangan Korea Selatan telah
mengidentifikasi: kolonialisme Jepang, reformasi tanah, tingkat
melek huruf yang tinggi, nasionalisme, geografi, budaya
Konfusianisme, dukungan Amerika Serikat dan perlindungan,
investasi regional dan arus perdagangan, penindasan perpecahan
sosial, keadaan tertentu dari ekonomi global, dan munculnya pada
waktu tertentu di bawah rezim tertentu dari negara berkembang
(Leftwich, 1995; Amsden, 1994; Belassa, 1988; Kholi, 1994; dan
Wade, 1996). Semua negara berkembang memiliki spesifik mereka
sendiri, berasal dari sejarah spesifik mereka sendiri, termasuk
bentuk kolonialisme, susunan masyarakat (kekuatan sosial),
bentuk spesialisasi ekonomi, tingkat kapasitas manusia, dan
bentuk pemerintahan, untuk menyebutkan beberapa saja.

Masalahnya bukanlah bahwa beberapa negara tidak cocok
dengan teori umum (tidak ada teori umum dan tidak ada
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kesimpulan statistik yang dapat bekerja untuk semua negara dan
para pendukungnya tidak memperdebatkannya). Kondisi ini
adalah keberhasilan pembangunan (atau kegagalan) masing-
masing negara bagian sebagai faktor kontingen tertentu, spesifik
negara. Semakin kita tahu tentang individu negara dan faktor
kontingen khusus mereka, semakin tidak masuk akal menjadi teori
umum. Perubahan terakhir di sini adalah semakin banyak yang kita
ketahui tentang kasus tertentu, semakin kecil kemungkinannya
tampaknya pelajaran umum dapat diambil untuk negara bagian
lain. Kegunaan dari perkembangan negara tidak dapat diragukan,
tetapi pasti dapat diragukan apakah negara seperti itu mungkin
masuk akal dibuat di negara-negara dengan sejarah dan
karakteristik yang sangat berbeda. Jadi kita dibiarkan dengan
perdebatan. Di satu sisi, kondisi terbelakang nampaknya seperti
yang umum (banyak negara pernah mengalami ini) dengan ciri-ciri
umum tertentu (kemiskinan, dominasi pertanian dan sebagainya),
sehingga tampaknya memerlukan teori dan penjelasan umum
untuk menjelaskannya dan untuk memberikan formula kebijakan
untuk mengatasinya. Pada sisi lain, semakin banyak yang kita
ketahui tentang masing-masing negara, semakin banyak kita
menemukan kekhasan yang signifikan dan kontingensi yang
membuat teori umum tampak tidak sesuai.

Perdebatan kedua adalah pada apa yang harus dihasilkan
oleh pengetahuan tentang pembangunan ekonomi dan tujuan dari
pembangunan ekonomi. Dalam diskusi tentang pembangunan,
situasi keterbelakangan atau kurangnya pengembangan biasanya
dipahami melibatkan dua komponen terkait. Pertama adalah
pembangunan dalam pengertian yang luas: proses transformasi
ekonomi dan sosial untuk sesuatu seperti modernitas Barat dengan
semua yang diperlukan, atau setidaknya pada tingkat
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua adalah
serangkaian masalah khusus yang terkait dengan kekurangan, dari
kekurangan gizi, kurangnya akses ke air bersih, stunting dan
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tingkat kematian ibu yang tinggi, infrastruktur yang buruk, sistem
keuangan yang dangkal dan belum seimbang, rendahnya literasi
keuangan, dan ketimpangan akses ke jasa keuangan yang
terjangkau. Hal inilah yang menghasilkan keragaman yang sangat
besar dalam studi pembangunan, tetapi hubungan antara
mengetahui sesuatu tentang proses pembangunan skala besar
(atau bahkan penyebab ekonomi berkelanjutan tumbuh kembang)
belum tentu sama dengan mengetahui cara mengatasi contoh gizi
buruk pada anak, dan tentu saja kebalikannya juga demikian.
Pembangunan ekonomi sebagaimana diperhatikan
mengalami transformasi besar-besaran, baik dalam bentuk
industrialisasi maupun pertumbuhan ekonomi jangka panjang
yang berkelanjutan. Usaha yang paling ambisius adalah teori
modernisasi. Untuk teori modernisasi, pembangunan adalah
transisi ke sesuatu seperti modernitas sebagaimana dibuktikan di
negara-negara industri Barat dan tidak hanya disertai oleh
perubahan ekonomi tetapi juga oleh sejumlah pergeseran terkait
lainnya dalam karakter dan organisasi politik, penyebaran
rasionalisasi, pertumbuhan teknologi, dan difusi norma-norma
tertentu, kebiasaan dan sikap. Tekanan semacam ini pada
transformasi skala besar yang menyertai transisi ke modernitas,
dan yang dalam pandangan ini mendefinisikan proses
pembangunan itu sendiri kontras dengan fokus pada masalah
tertentu yang terkait dengan kurangnya pembangunan. Adanya
perdebatan bahwa perubahan skala besar mungkin diperlukan,
tetapi tidak cukup kondisi untuk perbaikan dari beberapa masalah
lain. Klasik pada tahun 1970-an di sana adalah pengakuan yang
semakin meningkat bahwa pertumbuhan ekonomi belum cukup
untuk meredakan kemiskinan, khususnya kemiskinan pedesaan.
Data menunjukkan bahwa pertumbuhan pesat beberapa
dekade telah terjadi disertai dengan maldistribusi pendapatan
yang lebih besar di banyak negara berkembang, dan masalah
paling parah terjadi di pedesaan (McNamara, 1973). Hal ini
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menimbulkan kekhawatiran, antara lain, kebutuhan dasar manusia
sebagai cara berpikir tentang masalah dan kemungkinan
pengembangan (Streeton, 1981). Dalam beberapa tahun terakhir
lebih banyak tekanan telah diletakkan pada pengentasan masalah
yang terkait dengan kurangnya pembangunan, pada umumnya
terinspirasi bagian dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)
(Fukado-Parr, 2004).

Perdebatan ketiga, dalam rangka membahas arah masa
depan penelitian pada pembangunan ekonomi, juga telah membuat
beberapa poin penting tentang studi ekonomi pembangunan.
Beberapa berpendapat bahwa banyak ekonom riset tidak memulai
dengan kesenjangan pengetahuan utama yang dihadapi praktisi
pembangunan melainkan mencari pertanyaan yang dapat mereka
jawab dalam bidang atau tools yang saat ini disukai. Penekanan
yang cukup besar diberikan pada validitas internal, tetapi validitas
eksternal tidak ditangani dengan ketelitian yang sama (World
Bank, 2010). Dengan kata lain, pendekatan pengembangan ekonom
melalui teori dan disiplin metodologi yang mendominasi, dan nilai
dari pekerjaan ini didefinisikan dalam hal istilah-istilah tertentu
daripada apa yang dapat disumbangkan pada penyelesaian
pembuatan kebijakan pembangunan. Kondisi ini merujuk ke arah
mengenali suatu pekerjaan yang terkadang agak abstrak untuk
dilakukan dalam disiplin ilmu ekonomi sehingga memerlukan
pondasi yang kuat dan lebih banyak dalam apresiasi terhadap
kompleksitas proses pembangunan.
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BAB 4
KERUGIAN PEMBANGUNAN
EKONOMI

Oleh Sri Nawatmi

4.1 Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi
plus. Kalau pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan dari
pendapatan (GNP=Gross National Product), maka pembangunan
ekonomi bukan hanya dilihat dari kenaikan GNP tetapi juga diikuti
dengan adanya pemerataan sehingga adanya pembangunan
ekonomi di suatu negara diharapkan akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi pembangunan (development economics) sendiri
menurut Todaro (2011) adalah studi tentang upaya
mentransformasi perekonomian dari keadaan stagnan ke
pertumbuhan, dan dari status penghasilan rendah ke penghasilan
tinggi, serta upaya menanggulangi masalah kemiskinan absolut.
Komponen ekonomi pembangunan yang penting adalah peran
pemerintah yang lebih besar untuk mentransformasi
perekonomian. Studi ekonomi pembangunan harus bersifat
eklektik, berupaya mengkombinasikan berbagai konsep dan teori
yang relevan dari sejumlah model baru dan pendekatan
multidisiplin yang lebih luas. Tujuan akhir dari studi ekonomi
pembangunan adalah membantu kita memahami perekonomian
negara sedang berkembang dalam mengupayakan peningkatan
kesejahteraan mayoritas dari penduduk dunia. Definisi Seidman
dalam Ahmad (2023) tentang ekonomi pembangunan tidak jauh
beda, pembangunan diartikan dengan sebuah proses menciptakan
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serta memanfaatkan asset fisik, keuangan, manusia serta sosial
untuk dapat menghasilkan kesejahteraan ekonomi serta kualitas
hidup yang lebih baik dan juga dibagi secara luas untuk suatu
komunitas atau wilayah.

Ekonomi Pembangunan merupakan suatu cabang dari ilmu
ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi NSB
(Negara sedang Berkembang) serta cara-cara untuk mengatasi
masalah tersebut sehingga negara tersebut mampu membangun
ekonominya dengan cepat (Sadono, 2010). Jadi ekonomi
pembangunan adalah ilmu yang mempelajari tentang
pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi atau
perkembangan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan
pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang
disertai adanya perubahan ciri-ciri penting dalam suatu
masyarakat.

Inti dari pembangunan ekonomi yang sesungguhnya adalah
kecukupan (sustenance) yaitu kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal
yang diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia pada
tingkat yang minimal. Yang kedua, Harga diri (self esteem), yaitu
perasaan berharga yang dinikmati suatu masyarakat jika sistem
dan lembaga sosial, politik dan ekonominya menjunjung tinggi
nilai-nilai kemanusiaan seperti kehormatan, martabat, integritas
serta kemandirian. Ketiga, kebebasan (freedom) merupakan situasi
yang menunjukkan dimana suatu masyarakat memiliki berbagai
alternatif untuk memuaskan keinginannya dan setiap orang dapat
mengambil pilihan riil sesuai keinginannya (Todaro, 2011 ).

Dengan demikian adanya pembangunan ekonomi di suatu
negara diharapkan akan memajukan perekonomian negara
tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Oleh
karena itu, setiap negara akan selalu berusaha untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan berbagai kebijakan
yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hanya saja,
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tidak setiap aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan
membawa dampak positif, ada juga dampak negatifnya dari
pembangunan ekonomi.

4.2 Masalah-Masalah Pembangunan Ekonomi

Masalah pembangunan ekonomi di negara maju adalah
kurangnya permintaan sehingga menghambat produksi,
sedangkan masalah yang dihadapi negara sedang berkembang
(NSB) lebih kompleks dengan adanya vicious circle of poverty
(lingkaran setan kemiskinan). Produktifitas NSB yang rendah
ditunjukkan oleh PDB per kapita yang kecil. PDB per kapita yang
kecil disebabkan rendahnya tingkat kehidupan sehingga
kesempatan kerja sedikit. Rendahnya tingkat kehidupan karena
Pendidikan yang rendah. Pendapatan rendah menyebabkan
tabungan dan investasi rendah, sehingga akumulasi modal lambat
dan berujung pada produktivitas yang rendah. Produktivitas
rendah mengakibatkan pendapatan rata-rata rendah.

Masalah kedua, tingginya tingkat pengangguran di NSB
disebabkan salah satunya oleh laju pertumbuhan Angkatan kerja
yang sangat tinggi melebihi daya tampung perekonomian nasional.
Hal tersebut diperparah dengan rendahnya pertumbuhan
kesempatan kerja karena rendahnya penanaman modal terutama
sektor industri dan jasa modern (Subhan, 2018).

Masalah lainnya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi
dan distribusi penduduk yang tidak merata di NSB (Hasan, 2018).
Penyebaran penduduk yang tidak merata akan menghambat
proses pembangunan ekonomi. Hal tersebut akan menyebabkan
distribusi pendapatan yang tidak merata atau timpang. Ditambah
lagi di NSB ada ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian
dan pertambangan primer sehingga ekspor mereka adalah produk-
produk primer yang nilai tambahnya (value added) sangat kecil.
Akan berbeda jika produk di sektor tersebut diolah lebih dulu
sebelum di ekspor agar menjadi barang akhir sehingga memiliki
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nilai tambah yang tinggi. Bahkan ada negara yang tergantung

hanya pada sektor pertanian (monokutural).

Presiden World Bank David Malpass menyatakan terdapat
kesenjangan ekonomi di negara berkembang dengan negara
berpendapatan rendah, dan jumlah orang miskin ekstrem telah
meningkat akibat Pandemi Covid-19. Pendapatan per kapita
negara berkembang diperkirakan 5 persen pada tahun 2021 tetapi
negara miskin hanya 0,5 persen. Hal ini diperparah dengan inflasi
tinggi, minimnya lapangan pekerjaan dan krisis listrik di beberapa
negara dan meningkatnya utang 12 persen pada negara
berpendapatan rendah.

Arsyad (2004) menyatakana ada tiga permasalahan dasar
yang dihadapi NSB: distribusi pendapatan yang tidak merata,
kemiskinan dan gap yang semakin melebar antara negara maju
dengan NSB. Yang menjadi perhatian utama adalah distribusi
pendapatan yang tidak merata. Penyebab dari distribusi
pendapatan yang tidak merata menurut Irma dan Cynthia (1973):
1. Menurunnya pendapatan per kapita
2. Inflasi
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
4. Investasi yang sangat banyak pada proyek-proyek yang

padat modal sehingga persentase pendapatan dari modal
lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan
dari kerja sehingga pengangguran bertambah.

5. Rendahnya mobilitas sosial

6. Kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan
kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk
melindungi usaha-usaha para kapitalis.

7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) NSB dalam
perdagangan dengan negara maju sebagai akibat dari
ketidakelastisannya permintaan negara-negara maju
terhadap barang-barang ekspor NSB.
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8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan,
industri rumah tangga.

4.3 Tujuan dan Manfaat Pembangunan EKonomi
Pembangunan ekonomi dilakukan oleh setiap negara
dengan harapan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Dengan adanya pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi

akan meningkat, lapangan pekerjaan bertambah banyak sehingga

kemampuan menyerap tenaga kerja menjadi semakin besar. Di

samping itu, masyarakat mudah mencari pekerjaan, pengangguran

berkurang, pendapatan per kapita akan meningkat sehingga
kesejahteraan juga akan meningkat.

Todaro (2011) menyebutkan bahwa tujuan dari
pembangunan ekonomi di suatu negara adalah:

1. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-
barang kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal,
kesehatan dan perlindungan.

2. Peningkatan standar hidup. Bukan hanya peningkatan
pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan pekerjaan
yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, dan
perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan
kemanusiaan. Tidak hanya menyanggkut material tetapi juga
meningkatkan harga diri individu dan bangsa.

3. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi
individu dan bangsa secara keseluruhan. Tidak hanya
membebaskan mereka dari kungkungan sikap menghamba
dan dan perasaan bergantung pada orang dan negara-
negara lain tetapi juga dari berbagai faktor yang
menyebabkan berbagai kebodohan dan kesengsaraan.

Ekonomi Pembangunan 49



Manfaat pembangunan ekonomi bagi masyarakat dan negara :

1. Adanya pembangunan ekonomi menyebabkan kegiatan
dalam perekonomian berjalan lebih lancar serta
mempercepat proses pertumbuhan ekonomi

2. Pembangunan ekonomi membuat terbukanya lapangan
pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat sehingga bisa
mengurangi pengangguran

3. Adanya lapangan pekerjaan akan memperbaiki tingkat
pendapatan nasional

4. Melalui pembangunan ekonomi memungkinkan terjadinya
perubahan struktural dari perekonomian agraris menjadi
perekonomian yang mengandalkan sektor industri yang
memiliki nilai tambah yang jauh lebih besar dari pada sektor
agraris.

5. Pembangunan ekonomi menuntut kualitas sumber daya
manusia yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan ilmu
pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat. Hal
tersebut akan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

4.4 Kerugian Pembangunan Ekonomi

Dalam menjalankan pembangunan ekonomi, pemerintah
akan menghadapi berbagai kendala baik kendala dari pemerintah
sendiri (perbedaan cara pandang dalam membuat kebijakan
pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah, ataupun kebijakan pembengunan yang tidak pro rakyat)
maupun Kkendala yang berasal dari masyarakat sendiri yang
mungkin kurang menyadari pentingnya pembangunan ekonomi.
Kendala yang dihadapi dalam melakukan pembangunan ekonomi
bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Di samping
adanya keuntungan atau manfaat pembangunan ekonomi, ada juga
kerugian pembangunan ekonomi yang harus ditanggung negara
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dan masyarakat, yang bisa jadi kerugian yang ditimbulkan tidak
sedikit.

Kerugian pembangunan ekonomi bisa berwujud materi
maupun non materi yang dihitung sebagai biaya. Kerugian
pembangunan ekonomi dalam bentuk materi mudah untuk
dihitung besarnya biaya, akan tetapi kalau kerugiannya dalam
bentuk non materi sangat sulit untuk dihitung dan bisa jadi sangat
besar. Misalnya akibat pembangunan ekonomi menyebabkan
terjadinya pencemaran lingkungan, dari sisi materi bisa dihitung
dari biaya yang dikeluarkan untuk mengembalikan lingkungan ke
keadaan semula, maupun biaya pengobatan masyarakat yang
terkena pencemaran. Akan tetapi menjadi sangat sulit untuk
dihitung biayanya bila dikaitkan dengan kerugian akibat
masyarakat tidak bisa lagi menikmati indahnya lingkungan sekitar,
ketenangan batin yang hilang, keceriaan anak-anak yang hilang
akibat pencemaran lingkungan, hati yang merasa gundah
merasakan efek pencemaran lingkungan dan seterusnya. Kerugian
itu mau tidak mau harus ditanggung oleh pemerintah maupun
masyarakat.

Adapun kerugian dari adanya pembangunan ekonomi di
suatu negara antara lain adalah:

Kerusakan dan pencemaran Lingkungan

Pembangunan ekonomi di NSB identik dengan
industrialisasi. Hal ini mengacu pada perkembangan ekonomi yang
terjadi di negara maju, dimana mereka menjadi negara maju
karena industrialisasi. Banyak NSB yang mengubah
ketergantungan dari sektor pertanian ke sector industry, baik
industry berat, industri menengah maupun industri kecil.

Adanya industrialisasi berarti akan menambah produksi
diberbagai sektor. Perkembangan produksi membutuhkan
berbagai sumber daya baik SDM (sumber daya Manusia), SDA
(sumber daya alam) meliputi sumber daya air, tanah, mineral,
tambang maupun kekayaan alam lainnya. Kalau tidak hati-hati
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dalam mengeksploitasi sumber daya akan berakibat buruk bagi
perekonomian yaitu adanya kerusakan lingkungan. Bagi NSB yang
penting adalah bagaimana meningkatkan pendapatan, sehingga
sering tidak mempedulikan efeknya terhadap kerusakan
lingkungan. Hutan dibabat habis sehingga hutan menjadi gundul,
pengubahan hutan alami menjadi hutan buatan, keanekaragaman
hayati maupun hewani yang berkurang atau bahkan hilang dan
seterunya. Efek negatif dari industrialisasi besar-besaran akan
menjadikan kerusakan lingkungan yang semakin parah bila
pemerintah tidak segera bertindak untuk mengatasi masalah
tersebut.

Industrialisasi  juga akan menimbulkan masalah
pencemaran lingkungan. Pembuangan limbah oleh sektor industri
yang belum diatur atau sudah ada undang-undang tentang
pencemaran lingkungan tetapi karena tidak ada penegakan hukum
menjadikan para pengusaha membuang limbah seenaknya. Adanya
pencemaran lingkungan baik pencemaran air, udara maupun tanah
akan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar kawasan
industri. Pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat luas.
Adanya industrialisasi berarti mengubah peruntukan lahan dari
lahan pertanian menjadi lahan industry atau hutan menjadi lahan
industri. Kalau hal itu tidak diatur dengan bijak akan menimbulkan
berkurangnya produksi pangan. Orang bisa hidup tanpa industri
tetapi tidak mungkin bisa hidup tanpa pangan. Fenomena
kekurangan pangan di berbagai belahan dunia menjadi
pemandangan yang umum.

Rusaknya tatanan nilai-nilai sosial budaya

Pembangunan ekonomi menjadikan suatu negara harus
membuka diri dengan negara lainnya yang berakibat pada
masuknya nilai-nilai asing, kemudian terserap dalam masyarakat
atau terjadi akulturasi budaya. Kalau itu tidak diseleksi dengan baik
akan merusak tatanan nilai-nilai sosial budaya yang ada.
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Pergeseran budaya ini sering terjadi  dan menimbulkan
permasalahan tersendiri dalm masyarakat. Padahal nilai - nilai dari
luar yang masuk ke masyarakat belum tentu sesuai dengan nilai-
nilai sosial yang dimiliki masyarakat setempat. Hal itu
menimbulkan benturan budaya, yang pada akhirnya berdampak
negatif bagi masyarakat. Contohnya adalah sikap hidup yang
prakmatis, pandangan masyarakat yang cenderung materialistis,
individualis, dan gaya hidup yang hedonis. Yang paling
memprihatinkan adalah kerusakan moral yang semakin parah
dalam masyarakat. Malu sebagian dari iman tidak lagi banyak
diterapkan dalam kehidupan masyarakat setempat sehingga sering
terjadi hal-hal yang memalukan dan itu sudah dianggap biasa oleh
masyarakat. Sekulerisasi sudah meresap di sebagian besar
kehidupan masyarakat.

Ketimpangan di berbagai bidang

Pembangunan ekonomi yang idela adalah pertumbuhan
ekonomi diikuti dengan pemerataan pendapatan sehingga
berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi
kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan
pemerataan pendapatan sehingga menimbulkan ketimpangan di
berbagai sektor. Ketimpangan terjadi karena keterbatasan dana
dan manajemen yang dimiliki NSB. Banyak negara yang
merupakan negara miskin  maupun NSB  sama-sama
memperebutkan modal asing dari berbagai negara maju. Belum
lagi kecenderungan dari negara-negara maju di Eropa yang lebih
suka menggelontorkan dana di negara sesama Eropa. Ditambah
lagi dengan kondisi global yang tidak lagi memungkinkan untuk
mendapatkan kucuran dana dalam jumlah besar karena kelesuan
ekonomi global. Di samping itu juga budaya korup dari pejabat di
negara sedang berkembang, karena rata-rata negara NSB memiliki
indeks persepsi korupsi (IPK) yang kecil (semakin kecil nilai IPK
semakin korup negara tersebut).
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Hambatan yang dihadapi NSB harusnya bukan alasan untuk
terjadinya ketimpangan antara wilayah. Jika dana memang terbatas
maka pemerintah bisa membuat skala prioritas, mana yang harus
didahulukan dan mana yang bisa nomorduakan. Skala prioritas
harus dikaji betul-betul agar bisa bersikap adil pada masyarakat.
Jangan sampai skala prioritas karena factor politis atau pribadi. Jika
faktor politis atau kepentingan pribadi maka akan menimbuilkan
masalah kemiskinan. Pembangunan yang benar itu menimbulkan
kesejahteraan  bukan kemiskinan sehingga kalau ada
pembangunan justru menambah penduduk miskin, maka itu
menjadi warning, bahwa ada yang salah dalam menjalankan
pembangunan ekonomi di negara tersebut.

Meningkatnya kaum urban

Pembangunan ekonomi yang tidak merata akan
menimbulkan masalah sosial. Pembangunan ekonomi yang
difokuskan di kota atau wilayah yang sudah maju saja, maka akan
menimbulkan kecemburuan bagi penduduk yang ada di wilayah
pedesaan atau wilayah yang belum maju. Efek dari kecemburuan
bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti
penurunan keamanan, apatisme masyarakat, dan seterusnya. Jika
pembangunan difokuskan di kota tanpa mempedulikan dampak
negatif bagi daerah pedesaan atau wilayah yang tidak atau kurang
maju, maka akan menyebabkan wilayah kota menjadi wilayah
impian bagi banyak masyarakat, baik masyarakat yang ada di
wilayah tersebut maupun masyarakat yang ada di luar wilayah
tersebut. Dengan demikian akan menyebabkan masyarakat yang
ada di luar wilayah maju, akan berbondong-bondong ke kota untuk
menikmati berbagai fasilitas yang disediakan di wilayah tersebut.
Adanya kaum urban akan semakin memajukan wilayah kota dan
semakin memiskinkan wilayah pedesaan yang ditinggalkan.
Wilayah pedesaan yang ditinggalkan akan semakin kesulitan
mencari pekerja yang mau bekerja di ladang/sawah, dampaknya
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kemiskinan akan semakin meningkat akrena produktifitas semakin
menurun. Kaum urban lebih suka bekerja di pabrik-pabrik dari
pada di sawah/ladang sehingga Sawah/ ladang semakin banyak
ditinggalkan, bila hal itu tidak segera teratasi akan menimbulkan
kekurangan pangan.

Jika banyak masyarakat pedesaan yang beerbondong-
bonding ke kota akan menambah kepadatan penduduk kota yang
sudah padat. Hal itu akan menimbulkan masalah baru bagi kota
yang didatangi, karena belum tentu masyarakat yang datang ke
kota bisa terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Jika itu
terjadi, tentu saja akan menimbulkan masalah lainnya di kota
tersebut.

Meningkatnya pengangguran

Pembangunan ekonomi yang tidak merata/timpang akan
menyebabkan meningkatnya pengangguran. Daerah yang
tidak/belum terjangkau pembangunan ekonominya atau masih
sedikit pembangunan yang dilakukan, menyebabkan angkatan
kerja yang ada sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jika mereka
berpindah ke kota, belum tentu juga lapangan pekerjaan tersedia
untuknya karena biasanya wilayah miskin itu tingkat pendidikan
yang dimiliki juga rendah, produktifitas rendah, pendapatan
rendah sehingga terjadi lingkaran setan kemiskinan (vicious circle
of poverty) yang sulit untuk diputus.

Pengangguran juga bisa terjadi karena pertumbuhan
penduduk yang tinggi yang tidak segera diatasi. Biasanya tingkat
pertumbuhan penduduk di NSB sangat tinggi. Bisa jadi lapangan
pekerjaan yang tersedia cukup banyak tetapi yang dibutuhkan
adalah angkatan kerja yang memiliki kualitas (skil yang tinggi).
Sementara tingkat Pendidikan rata-rata penduduk di NSB adalah
rendah. Lebih celaka lagi, jika pemerintah hanya peduli dengan
membangun industri, sedangkan pembangunan di sektor
pertanian agak diabaikan. Padahal kebanyakan NSB mengandalkan
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sektor pertanian dan sektor pertanian relatif tidak menuntut
pendidikan yang tinggi, yang sebenarnya kalau dibenahi betul bisa
menyerap angkatan kerja yang berpendidikan rendah sehingga
bisa mengurangi pengangguran. Tapi sayangnya pemerintahan
rata-rata negara NSB tidak percaya diri sehingga mereka lebih suka
meniru apa yang dilakukan negara maju, tanpa memikirkan
potensi yang dimiliki, akibatnya pengangguran banyak terjadi di
negara-negara sedang berkembang.

Terjadinya pergeseran mata pencaharian

Orientasi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan
pada sector industri akan menyebabkan pergeseran peran dari
sector pertanian ke sektor industri sehingga sumber pendpatan
nasional terbesarnya bukan lagi berasal dari sektor pertanian
tetapi beralih ke sektor industri. Pergeseran ini secara langsung
akan mengeser mata pencaharian masyarakat dari sebelumnya
banyak bekerja di sektor pertanian kemudian beralih lebih banyak
bekerja di sektor industri baik secara suka rela maupun terpaksa.
Suka rela terjadi bila masyarakat sudah tidak mau lagi bekerja di
sektor pertanian, karena beratnya bekerja di sektor pertanian,
mereka lebih suka menjadi buruh pabrik atau masuk ke industri
lainnya dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya. Keterpaksaan
terjadi jika masyarakat yang sebelumnya menjadi petani atau
buruh tani karena lahan sawah berkurang atau tidak ada lagi lahan
yang bisa digarap untuk bertani, terpaksa beralih ke sektor industri
menjadi buruh industri atau tenaga kasar dari proyek-proyek
pembangunan di kota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4.5 Penutup

Pembangunan ekonomi diharapkan bisa meningkatkan
pendapatan masyarakat dalam jangka panjang sehingga
kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Akan tetapi di sisi
lain, adanya pembangunan ekonomi bisa menyebabkan kerugian
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baik pada negara maupun masyarakat. Untuk mengantisipasi atau
mengurangi kerugian tersebut, maka pemerintah harus hati-hati
dalam membuat kebijakan pembangunan ekonomi. Jangan sampai
adanya pembangunan ekonomi justru menyebabkan kerugian
yang lebih besar dibanding manfaat yang diperoleh negara dan
masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi sangat
besar dalam mengendalikan atau mengatasi dampak negatif
pembangunan ekonomi.

Di samping pemerintah harus hati-hati dalam membuat
kebijkanan, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan
pemerintah juga harus membuat kebijakan agar pembangunan
ekonomi  bisa  berkelanjutan (sustainable  development).
Perencanaan pembangunan harus dibuat dengan matang baik
perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang
dengan melibatkan para pakar di berbagai bidang. Pelaksanaan
pembangunan harus di monitor dan dievaluasi . Hasil monitoring
dan evaluasi bisa dijadikan rujukan untuk memperbaiki
kekurangan yang terjadi sehingga dampak negatif dari
pembangunan ekonomi bisa ditekan. Agar pembangunan berjalan
sebagaimana yang diharapkan, maka perlu penegakan hukum
sehingga orang yang ingin melanggar aturan akan berpikir ulang
untuk melanggar aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.
Dengan demikian, manfaat pembangunan ekonomi diharapkan
lebih besar dari pada kerugiannya sehingga sustainable
development akan berjalan lancar, kesejahteraan masyarakat akan
segera terwujud.
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BAB 5
INDIKATOR PEMBANGUNAN
EKONOMI

Oleh I1zzah Dienillah

5.1 Pendahuluan

Pembangunan suatu negara tidak serta merta berjalan
dengan lancar, apalagi negara berkembang, banyak faktor-faktor
penghambat diantaranya pada masalah sumber daya alam, sumber
daya manusia, modal, kondisi geografis, kebijakan pemerintah yang
harus diimplementasikan dan lain sebagainya. Sebagai penunjang
pembangunan banyak Kkebijakan-kebijakan pemerintah yang
berbeda-beda pada setiap daerah, disesuaikan dengan kekhasan
daerah tersebut (Subandi, 2014)

Suatu negara yang telah melakukan pembangunan tentu
ingin mengetahui pembangunan yang telah dilakukan berhasil atau
tidak, sejauh mana keberhasilan negara tersebut tercapai, ada
dampak positif atau tidak. hal ini perlu adanya alat ukur bagaimana
cara mengetahui proses pembangunan yang sudah dilakukan,
sedang dilakukan dan yang akan dilakukan dapat dikatakan
berhasil? Semuanya akan terlihat berhasil dengan melalui
indikator-indikator pembangunan ekonomi.

Dalam jangka panjang bukan hanya dilihat dari peningkatan
pendapatan per kapita saja, tetapi pertumbuhan ekonomi,
pemerataan distribusi pendapatan (rasio gini), indeks kualitas
hidup secara fisik, indeks pembangunan manusia (IPM), struktur
ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

Indikator-indikator = pembangunan ekonomi  sangat
diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sebuah Negara
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mengalami perkembangan atau kemajuan, hal ini agar
memudahkan dalam pembuatan kebijakan fiskal dan moneter yang
dapat meningkatkan perekonomian negara. Sebagaimana
kebijakan pemerintah Indonesia tentang prioritasi program atau
proyek insfraktuktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN)
dengan tujuan meningkatkan aktivitas ekonomi, menangani
ketimpangan wilayah, serta mendorong pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi nasional di masa sekarang dan mendatang
(www.ekon.go.id, 2022).

Beberapa indikator yang menunjukan bahwa
pembangunan ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan
dan kemajuan yang positif, berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS, 2022) pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,31%
(yoy) di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, adapun penyebab
ketidakpastian ekonomi dunia antara lain terjadinya perang Rusia
vs Ukraina yang mengakibatkan goncangan ekonomi Amerika dan
Uni Eropa.

5.2 Indikator Pembangunan Ekonomi

Indikator pembangunan ekonomi yang telah diterapkan
diberbagai negara yaitu:

5.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator pembangunan ekonomi yaitu tingginya
tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. (Fuady, 2012)
Pertumbuhan ekonomi ini diukur dari tinggi rendahnya
produktivitas masyarakat pada suatu negara dalam kurun waktu
satu tahun. Dalam bahasa ekonomi, produktivitas masyarakat ini
bisa dilihat dari besarnya GNP.

GNP merupakan hasil produksi dari keseluruhan penduduk
pada suatu negara dengan jumlah penduduk yang berbeda pada
setiap negara. Untuk mengetahui GNP dengan menggunakan
rumus:

GNP= GDP + (PFLN-PFDN)
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Sedangkan perbandingan keadaan pertumbuhan ekonomi
di negara satu dengan negara yang lain dapat diketahui dengan
menggunakan pendapatan per kapita (income per capita) dengan
rumus:
GNP

Jumlah Penduduk

Pendapatan Per Kapita =

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 yang
dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar
harga berlaku mencapai Rp 19.588,4 triliun dan PDB per kapita
mencapai Rp. 71 juta atau setara dengan US$4.783,9. Sebuah
keberhasilan pada negara Indonesia saat ini dikarenakan PDB yang
dicapai pada tahun 2022 lebih tinggi 5,31 % dibanding tahun 2021.
(BPS, 2022)

5.2.2 Pemerataan Distribusi Pendapatan (Rasio Gini)

Kekayaan yang dimiliki penduduk suatu negara tidak
merata, ada sebagian penduduk bergelimangan harta sedangkan
banyak lagi yang miskin, serba kekurangan, gizi buruk dan
sebagainya. Ketika seluruh kekayaan suatu negara tersebut dibagi
rata kepada semua penduduk bisa saja diperoleh rata-rata
pendapatan per kapitanya tinggi. Kekayaan segelintir orang dapat
menutupi banyaknya kemiskinan penduduk pada suatu negara
tersebut. Tapi nyatanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin
sangatlah jauh.

Dengan adanya kesenjangan tersebut maka perlu
mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dengan rasio gini
(koefisien gini). Rasio gini merupakan suatu ukuran
ketidakmerataan pendapatan agregat yang angkanya berada pada
kisaran nol (pemerataan sempurna) sampai satu (ketimpangan
semputna). (Todaro, 2000)

Angka 0,50 sampai 0,70 menyatakan bahwa ketimpangan
kesejahteraan suatu negara tersebut sangatlah lebar. Sedangkan
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jika berada diantara 0,20 sampai 0,35 suatu negara tersebut
distribusinya dikatakan merata. (Fuady, 2012)

Tercatat rasio gini Indonesia pada September 2022
mencapai 0,381. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan
penduduk Indonesia yang diukur dengan menggunakan rasio gini
merata. Pada September 2022 ini rasio gini Indonesia mengalami
penurunan, yang awalnya pada bulan Maret 2022 mencapai 0,384.
(BPS, 2022)

5.2.3 Indeks Kualitas Hidup Secara Fisik
Indeks kualitas hidup secara fisik (Physical Quality Of Life
Index (PQLI) ). teori ini memiliki 3 unsur pokok, yaitu:
1. Tingkat harapan hidup seseorang setelah umur 1 tahun
(Life Expentancy at age 1)
2. Rata-rata jumlah kematian bagi setiap 1000 kelahiran
3. Tingkat melek huruf

Teori yang diperkenalkan oleh Morris D dalam masing-masing
indikator merupakan kinerja pembangunan suatu negara
berdasarkann skala pada kisaran 1 sampai 100. Angka 1
menggambarkan kinerja terburuk, dan angka 100 yang terbaik.
Angka 100 pada harapan hidup seseorang diberikan apabila rata-
rata usianya 77 tahun. Angka 100 pada tingkat kematian bayi
diberikan apabila mencapai 9 per 1000 kelahiran bayi, sedangkan
angka 1 diberikan apabila mencapai 299 per 1000 kelahiran bayi.
Tingkat melek huruf pada suatu negara dapat diketahui dengan
mengukur persentase jumlah penduduk dari angka 1 sampai 100.
Indeks gabungan diperoleh yakni dengan cara menjumlahkan
ketiga indikator tersebut dan dibagi 3.
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5.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator pembangunan ekonomi juga dapat dilihat dari
indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks pembangunan
manusia dapat diperoleh dari 3 dimensi, yaitu:

1. Dimensi Pengetahuan menggunakan indikator harapan
lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sehingga semakin
tinggi tingkat rata-rata membaca dan sekolah maka
pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil, untuk
mengetahuinya dapat menggunakan rumus berikut:

I HLS + IRLS
[ pengetahuan = —
RLS — RLS min

IRLS = RLS maks — RLS min
HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

2. Dimensi umur panjang dan hidup sehat menggunakan
indikator umur harapan hidup saat lahir (UHH). Semakin
tinggi harapan hidup penduduk pasda suatu nega maka
pembangunan tersebut berhasil. Untuk mengetahuinya
dengan rumus:

AHH — AHH min
AHH maks — AHH min

3. Dimensi standart hidup layak menggunakan indikator
pengeluaran riil per kapita. Pendapatan riil ini disesuaikan
dengan daya beli atau mata uang pada suatu negara.
Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka
pembangunanan dikatakan berhasil.

[ kesehatan =

Dimensi tersebut antara satu dengan yang lain saling
berkaitan. Apabila semua dimensi tersebut dapat meningkatkan
IPM maka dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan
suatu negara tersebut.
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun
2022 mengalami peningkatan 0,62 yang pada saat ini mencapai
72,91 dibandingkan tahun 2021 mencapai 72, 29. (BPS, 2022) hal
ini dapat disimpulkan bahwasanya pembangunan Indonesia dilihat
dari indek pembangunan manusia (IPM) dapat dikatakan berhasil.

5.2.5 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi merupakan salah satu upaya perubahan
menuju  peningkatan = pembangunan  ekonomi.  Dengan
berkembangnya  pembangunan ekonomi = mengakibatkan
pergeseran dari sektor pertanian yang berubah menjadi sektor
industri, dengan demikian struktur ekonomi akan berubah seiring
dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain semakin tinggi
laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun, mengakibatkan
semakin cepat proses peningkatan pendapatan masyarakat per
kapita, maka semakin cepat pula dalam mendorong terjadinya
perubahan struktur ekonomi.

Perubahan struktur ekonomi dinamakan transformasi
structural. Transformasi strukturan dapat dilihat dari nilai output
yang didapatkan dari setiap sector pada pendapatan nasional
(PDB). Transformasi struktur dapat berpengaruh terhadap
penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. (Lubis et. al, 2021)

Transformasi struktur dapat ditingkatkan melalui 2 cara,
yaitu peningkatan produktivitas sumber daya manusia secara
khusus dalam peningkatan kualitas tenaga kerja disetiap sector
dan transfer tenaga kerja yang dari sector yang produktivitasnya
rendah ke sector yang poduktivitasnya lebih tinggi. (Nipsa Rinaldi,
2022) Kebijakan pemerintah salah satu penentu peningkatan
produktivitas tenaga kerja baik untuk jangka panjang maupun
jangka pendek. (Fitri Amalia, et al, 2022)
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5.2.6 Pembangunan Berkelanjutan

Suatu Negara yang memiliki produktivitas tinggi dan
pemerataan ekonomi yang merata bisa saja nanti akan berubah
menjadi Negara miskin, dan sebaliknya Negara miskin dan
kesenjangan ekonomi yang sangat jauh akan menjadi Negara yang
sejahtera. Hal ini bisa terjadi dikarenakan Negara yang memiliki
produktivitas tinggi tidak memperdulikan efek negatif terhadap
lingkungannya. Sumber daya alam rusak, dan terkuras habis,
sedangkan proses rehabilitasi lingkungan membutuhkan proses
yang lama. Sehingga pada pertumbuhan ekonomi ini perlu
memasukkan nilai kerusakan lingkungan dan sumber daya alam
akibat tindakan ekonomi.

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses
pembangunan sumber daya alam, sumber daya manusia, bisnis
hingga politik yang memiliki prinsip dapat memenuhi kebutuhan
saat ini dan mampu memenuhi kebutuhan generasi yang akan
datang.

Terdapat 3 pilar pembangunan berkelanjutan yaitu
ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada aspek ekonomi berkaitan
dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi
angka kemiskinan, mengolah pola produksi dan konsumsi yang
seimbang. Pilar kedua yaitu sosial yang berkaitan dengan upaya
pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan
masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan lain
sebagainya. Pilar ktetiga yaitu lingkungan diantaranya mengenai
upaya pengurangan dan pencegahan terhadap polusi udara,
konservasi atau reservasi sumber daya alam, dan pengelolaan
limbah. Dengan adanya 3 pilar ekonomi berkelanjutan tujuan akan
tercapai, yaitu keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi yang
tinggi (economic growth), keberlanjutan kesejahteraan sosial
masyarakat yang merata (social progress), keberlanjutan ekologi
yang seimbang (ecological balance). (Susyanto, 2022)
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BAB 6
CIRI CIRI NEGARA SEDANG
BERKEMBANG

Oleh Anita Latuheru

6.1 Pendahuluan

Negara Sedang Berkembang (NSB) merupakan istilah yang
biasanya digunakan dalam pengelompokan suatu negara yang
mempunyai kesejahteraan material tingkat rendag dibandingkan
dengan istilah dalam pengelompokan negara maju. Hingga saat ini
tidak ada defenisi tetap mengenai negara sedang berkembang yang
diakui secara Internasional, sebab tingkat pembangunan suatu
negara berkembang berbeda - beda bervariasi, serta standar hidup
di tiap - tiap negara rata - rata tinggi. Selain itu, negara dengan
kondisi ekonomi maju dari pada negara sedang berkembang, tetapi
tidak memiliki tanda - tanda negara maju, maka pengelompokan
sebagai neraga industri baru.

Seluruh negara yang ada didunia tidak hanya dikelompokan
sebagai negara sedang berkembang atau negara maju berdasarkan
letak geografisnya, namun pengelompokan negara juga
berdasarkan pada tingkat perekonomian.

Dalam bab ini secara umum akan di jelaskan bagaimana
pengelompokan suatu negara dalam hal ini yang akan kita lihat
adalah Negara Sedang Berkembang (NSB), dan karakteristik
negara sedang berkembang, bagaimana keadaan umum dari NSB
dan permasalahan yang dihadapi dalam aspek kegiatan
perekonomian negara sedang berkembang (Lincolin Arsyad, 2005)

Dengan uraian tersebut maka dapat di defenisikan bahwa
ekonomi pembangunan adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang
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menganalisis masalah - masalah yang dihadapi Negara Sedang
Berkembang (NSB) dan mencari sulusi untuk mengatasi
permasalahan yang terjadi agar negara dapat membangun
perekonomian yang lebih cepat (Lincolin Arsyad, 2005).

6.2 Pengelompokan Negara Sedang Berkembang

Pengelompokan Negara-negara dalam kategori negara
maju dan negara sedang berkembang, menurut bank dunia atau
world bank, biasanya di lihat dari tingkat kesejahteraannya dengan
mengunakan indikator pendapatan riil perkapita, biasa dikenal
dalam GNP riil perkapita atau GDP riil perkapita.

Negara Sedang Berkembang biasa disebut sebagi Negara
Dunia Ketiga atau Negara Selatan dan Negara Maju biasa di sebut
dengan Negara Dunia Pertama atau negara di keawsan Eropa
Barat, yang terdiri dari Negara amerika Utara, Austrlia, New
Zealand dan Jepang (Sadono Sukirno, 2007).

Negara Dunia Ketiga atau Negara Sedang Berkembang
sebagian besar terdapat pada Benua Asia, Afrika dan Amerika
Latin, mempunya pembangunan yang masih rendah dam memiliki
pendapatan perkapita kurang dari US $1.000, yang mengambarkan
rendahnya pendapatan bila dibandingkan dengan pendapatan
perkapida di negara maju yang sebagian besar memiliki
pendapatan perkapita sebesar diatas US $10.000 (Sadono Sukirno,
2007).

Pada data Bank Dunia, ada beberapa NSB yang mempunyai
Pendapatan perkapita yang setara di atas US $10.000 sama dengan
negara maju seperti, Korea Selatan, Singapura dan Arab Saudi yang
mempunya pendapatan perkapita yang besar, tetapi negara
tersebut belum di golongkan dalam Kkategoli Negara Maju
dikarenakan adanya ketidak seimbangnya faktor produksi yang
dimiliki oleh negara tersebut degan teknologi yang mereka kuasai
sehingga penggunaan modal dan tenaga kerja secara keseluruhan
belum tercapai (Dewi Fatmasari, 2015).
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Data Bank Dunia mengklasifikasikan 3 kelompok

berdasarkan Gross National Income (GNI) sesuai dengan tingkat
pendapatan perkapita yaitu :

1.

2.

Negara berpenghasilan randah (low income economies)
dengan GNI per kapita dibawah US $765

Negara berpenghasilan menengah (middle income
economies) dengan GNI per kapita antar US $765 sampai US
$ 3,305.

. Negara berpenghasilan menengah tinggi (upper middle

income) dengan GNI per kapita diatas US $3,305 sampai US $
9,385.

Negara berpenghasilan tinggi (high income) dengan GNI per
kapita diatas US $9,385.

Berdasarkan klasifikasi kelompok yang di utarakan di atas

maka tabel kategori negara menurut gross national income, bisa
kita lihat sebagai berikut :

Tabel 6.1. Per Kapita 4 kelompok golongan Negara tahun 2021

GNP Per Kapita US
Negara
(%)
Negara berpenghasilan rendah :
1. Etopia 940
2. Tazania 1.100
3. Kenya 2.080
4. Bangladesh 2.570
5. Veitnam 3.590
Negara berpenghasilan
menengah : 4.030
1. Srikangka 4.180
2. Indonesia 4.500
3. Filipina 7.090
4. Thailand 10.710
5. Malaysia

Ekonomi Pembangunan 69



GNP Per Kapita US
Negara
&)

Negara berpnghasilam tinggih :

1. Korea Selatan 35.110

2. lIsrael 49.290

3. Singapura 64.010

4. Jepang 42.650

5. Amerika Serikat 68.599

Sumber: Bank Dunia (2022)

Dari gambaran diatas dapat kita ketahui gambaran umum
mengenai taraf kemakmuran yang dicapai dari beberapa negara,
yang digolongkan dalam tiga kelompok.

6.3 Karakteristik Neraga Sedang Berkembang

Suatu negara dapat di golongkan dalam kategori negara
maju atau negara sedang berkembang berdasarkan tingkat
kesejahteraan masyarakat dengan mengunakan indikator
pendapatan riil per kapita (Michael P Todaro, 2006).

Melihat dari tingkat kesejahteraan suatu negara dan pada
tabel 6.1 maka dapat kita jabarkan karakteristik negara sedang
berkembang, yang kita lihat negara sedang berkembang salah
satunya seperti Indonesia sebagai berikut :

1. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Tinggi.
Tingkat pertumbuhan penduduk di negara sedang
berkembang ( NSB ) seperti Indonesia biasanya lebih tinggi
dari Negara Maju seperti Singapura, dari data Satisitik tahun
2022 tingkat pertumbuhan penduduk indonesia sebesar
270,2 jiwa sedangkan di negara Singapura jumlah tingkat
pertumbuhan penduduk sebesar 5,64 juta jiwa. Hal ini yang
terjadi di Indonesia karena sebagian besar penduduk
mempunyai mata pencaharian petani diperdesaan. Angka
tingginya pertumbuhan penduduk di sebabkan karena
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tingginya tingkat kelahiran, tingkat kematian dan ketidak
merataan penyebaran penduduk yang mengakibatkan
penghambatan dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan di
negara maju sebaliknya dengan negara sedang berkembang.

. Tingkat Pengangguran Tinggi.

Apabila dibandingkan dengan Negara Maju, tidak bisa
dibandingkan bahwa tingkat pengangguran di negara
sedang berkembang pasti lebih tinggi. Salah satu penyebab
tingginya anggka pengangguran adalah laju pertumbuhan
angkatan kerja yang sangat tinggi melebihi daya tampung
perekonomian nasional. Ketidak seimbangannya lapangan
pekerjaan yang disediakan dengan laju pertumbuhan
penduduk, sehingga mengakibatkan beberapa orang tidak
mendapatkan pekerjaan. Pendidikan yang rendah akankalah
dengan pendidikan yang tinggi dalam hal ini lulusan SMA
akan lebih sedikit mendapatkan pekerjaan dibandingkan
dengan lulusan S1 yang akan mendapatkan pekerjaan. Hal
ini juga dipengaruhi dengan kurangnya tingkat penanaman
modal apda sektor - sektor industri dan jasa.

. Tingkat Produktivitas Rendah

Rendahnya tingkat produktivitas dapat dilihat dari
pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita pekerja yang
kecil. Yang menyebabkan pendapatan per kapita kecil yaitu
rendahnya tingkat kehidupan dan kesempatan Kkerja,
terutama bagi meraka yang mempunyai tingkat pendidikan
yang rendah atau tidak sekolah sama sekali. Sehingga
seringkali negara sedang berkembang di kaitkan dengan
istilah lingkaran setan yang sulit diputus. Dalam arti bahwa
dalam mata rantai pendapatan randah, maka berdampak
pada tabungan dan investasi yang juga rendah. Dari kedua
mata rantai tersebut akan mengakibatkan akumulasi modal
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yang lambat sehingga berujung pada produktivitas yang
rendah yang akang mengakibatkan rendahnya pendapatan
rata - rata.

4. Kualitas Hidup Rendah.

Rendahnya kualitas hidup dapat dilihat dari kemampuan
penduduk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti
makanan, pakaian dan rumah. Rendahnya tingkat
penghasilan masyarakat menyebabkan masyarakat tidak
bisa merasakan kesehatan, pendidikan sehingga orang tua
tidak mampu meyekolahkan anaknya, sehingga banyak
anak yang putus sekolah. Akibat pembangunan yang kurang
merata, pembangunan berpusat dibeberapa wilayah saja
sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat tidak merata.

5. Ketergantungan Pada Sektor Pertanian

Sebagian besar penduduk dalam negara sedang
berkembang, dalam hal ini di Indonesia, kebanyakan hidup
di daerah perdesaan dan mata pencahariannya adalah petani
dengan ketergantungan yang tinggi akan hasil dari sektor
pertaniannya, sebab penduduk belum bisa mengembangkan
sektor lain, dan hanya dapat memanfaatkan sumberdaya
alam secara langsung.

6. Pasar dan Informasi Yang Tidak Sempurna

Pasar yang ada di negara sedang berkembang seperti
Indonesia cenderung tidak menyediakan informasi yang
lengkap, struktur pasar barang dan jasa umumnya
cenderung tidak sempurna. Selain itu sebagian besar
informasi pasar hanya diterima oleh pengusaha yang
mempunyai hubungan dekat dengan birokrasi yang
bersangkutan dan hal seperti itulah yang dapat merugikan
masyarakat.
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7. Ketergantungan yang besar dan rentannya hubungan
Internasional.
Kondisi perekonomian negara sedang berkembang seperti
Indonesia biasanya biasanya cenderung di pengaruhi oleh
kondisi perekonomian negara sekitarnya, terutama negara
maju. Hal ini terjadi karena lemahnya permintaan domestik
yang sangat mengandalkan pasar ekspor. Apalagi barabg-
barang yang di ekspor adalah barang-barang primer. Di
pasar global biasanya negara sedang berkembang seperti
Indonesia menjual tenaga kerja murah dan pasokan bahan
mentah, hasil sumber daya alam yang di jual ke nagara maju,
karena negara maju dapat merubah bahan mentah menjadi
bahan jadi dengan peralatan yang canggih. Bagi negara
sedang berkembang seperti Indonesia yang melakukan kerja
sama atau hubungan dengan negara maju, hubungan ini
akan membuat ketergantungan bagi negara sedang
berkembang.

8. Tingkat Ketergantungan Pada Angkatan Kerja Tinggi.
Perbandingan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori
angkatan kerja dengan penduduk non angkatan kerja di
negara sedang berkembang nilainya berbeda dengan di
negara maju. Dengan demikian di negara maju penduduk
yang berada dalam nonproduktif lebih banyak bergantung
pada yang masuk angkatan kerja.

9. Ketergantungan Tinggi Pada Perekonomia Eksternal Yang
Rentang.
Negara sedang berkembang seperti Indonesia biasanya
memiliki ketergantungan perekonomian luar negeri yang
bersifat rentan akibat hanya mengandalkan ekspor
komoditas primer yang tidak menentu. Kondisi tersebut
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pada akhinya akan melahirkan ketergantungan negara
sedang berkembang terhadap negara -negara maju.

74 Ekonomi Pembangunan



DAFTAR PUSTAKA

Dewi Fatmasari. 2015. EKONOMI PEMBANGUNGAN. Pertama.
Cirebon: CV. Pangger.

Lincolin Arsyad. 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan
EKONOMI DAERAH. Kedua. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Michael P Todaro, S. C. S. 2006. Ekonomi Pembangunan.
Kesembilan. Edited by D. Barnadi, S. Saad, and W. Hardani.
Jakarta: Erlangga.

Sadono Sukirno. 2007. EKONOMI PEMBANGUNAN Proses, Masalah
dan Dasar Kebijakan. Kedua. Jakarta: Prenada Media Group.

Ekonomi Pembangunan 75



76 Ekonomi Pembangunan



BAB 7
FAKTOR-FAKTOR PEMBANGUNAN
EKONOMI

Oleh Khusaini

7.1 Pendahuluan

Pada saat ini yang menjadi tantangan dalam pembangunan
ekonomi adalah kegiatan negara dalam mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan melalui transisi struktur sosial
dan sumber daya manusia (Lemaitre et al, 2018). Pembangunan
ekonomi tidak akan terjadi tanpa adanya perubahan ekonomi dan
sosial. Perubahan tersebut ditunjukkan dengan adanya
peningkatan produktivitas, tatanan sosial yang lebih baik,
kebijakan pemerintah yang pro rakyat miskin, serta menurunnya
masalah sosial yang sangat bergantung pada sumber daya manusia
dan kebijakan ekonomi yang diterapkan. Seorang ahli ekonomi
ekonomi mengukapkan bahwa ciri perubahan dalam laju
pembangunan ekonomi ditandai dengan adanya penurunan
pengangguran, kemiskinan, dan meratanya pendapatan
masyarakat (Seers, 1969).

Sementara itu, Owens (1987) lebih menekankan pada
perubahan sumber daya manusia yang lebih baik sebagai bentuk
pembangunan. Mengingat manusia merupakan obyek sekaligus
subyek dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan ekonomi
ditentukan oleh kondisi ekonomi dan non ekonomi (sosial) di
setiap negara. Apabila kondisi ekonomi dan non ekonomi baik,
maka laju pembangunan ekonomi akan semakin meningkat, atau
sebaliknya. Determinan ekonomi dan non ekonomi tersebut
diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang
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berdampak langsung pada masyarakat, khususnya masyarakat
miskin.

7.2 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu determinan
pembangunan ekonomi yang memiliki dimensi ekonomi dan
benefit terhadap pembangunan. Pada bagian ini akan disajikan
uraian faktor ekonomi sebagai penentu pembangunan ekonomi,
diantaranya penduduk, ketersediaan sumber daya alam dan
pemanfaatanya, kemajuan teknologi, perluasan pasar, struktur
pekerjaan, perencanaan pembangunan, investasi dan akumulasi
modal, perdagangan dan Kkerjasama internasional, serta
infrastruktur.

7.2.1 Penduduk

Penduduk suatu negara menjadi subyek dan obyek
pembangunan ekonomi. Subyek pembangunan dimaknai bahwa
penduduk menjadi pelaku yang mengkolaborasi sumberdaya
berdasarkan kemampuan dan kompetensinya dalam rangka
mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Sedangkan
sebagai obyek pembangunan dapat diartikan bahwa penduduk
menjadi target pembangunan fisik, mental, dan spiritualnya
sehingga tercapai kesejahteraannya. Sementara itu, pertambahan
penduduk yang tinggi juga dapat menjadi potensi dan hambatan
pembangunan.

Negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi
mendeskripsikan permintaan barang dan jasa yang juga tinggi,
melimpahnya angkatan angkatan kerja, atau sebaliknya. Namun,
jumlah penduduk tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan
pendapatan maka permintaan barang dan jasa tidak meningkat.
Demikian juga dengan melimpahnya angkatan kerja yang tidak
disertai dengan produktivitas, keterampilan, dan pendidikan maka
kurang berkontribusi dalam laju pembangunan ekonomi. Namun,
pertambahan jumlah penduduk yang terus bertambah tanpa
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terkendali dapat mengakibatkan kelangkaan pangan (Malthus,
1798) layanan Kesehatan dan Pendidikan yang terhambat (Todaro
& Smith, 2015) akibatnya tujuan peningkatan taraf hidup tidak
tercapai.

Peningkatan taraf hidup masyarakat sulit dicapai apabila
tidak melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Bahkan
terdapat studi yang menemukan bahwa pertumbuhan penduduk
yang tinggi berdampak signifikan pada pembagian lahan,
kelangkaan pangan, menurunnya pendapatan rumah tangga, dan
terhambatnya masalah sosial, ekonomi, dan masalah lainnya (Maja
& Ayano, 2021). Oleh karena itu, Ritson (2020) menyarankan
pentingnya kebijakan untuk menjaga keseimbangan pertambahan
penduduk dan pangan, agar laju pembangunan ekonomi tetap
terjaga.

7.2.2 Sumber Daya Alam dan Pemanfaatannya

Keseluruhan sumber daya yang terdapat pada alam dan
kemanfaatannya untuk kemakmuran makhluk hidup dinamakan
sumber daya alam. Secara ekonomi, sumber daya alam yang
tersedia berkontribusi dalam menentukan pembangunan ekonomi
suatu negara. Negara yang kurang memiliki sumber daya alam,
namun memiliki sumber daya manusia yang produktif dan
terampil akan mampu mengelola sumber daya dengan memiliki
nilai ekonomi yang tinggi (mis. Singapura, Jepang, Korea Selatan
dan lain-lain). Sebaliknya, negara dengan sumber daya alam yang
melimpah, namun produktivitas dan keterampilan sumber daya
manusia rendah maka dapat menghambat pembangunan ekonomi.
Akibatnya negara sedang berkembang atau negeri terbelakang
akan mengalami perlambatan untuk menjadi negara maju.

Terdapat hasil studi yang menguatkan anggapan bahwa
sumber daya alam berdampak pada pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi yakni (Bellos & Knio, 2021; Hayat & Tahir,
2021), bahkan berdampak pada kualitas lingkungan dan perilaku
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korupsi (Majeed et al, 2022; Zallé, 2022). Efek sumber daya juga
dapat berupa efek kontijensi jangka pendek dan jangka Panjang
terhadap pembangunan ekonomi (Nzié & Pepeah, 2022). Namun,
suatu negara dengan institusi yang lemah akan menghambat
pembangunan ekonomi. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya
manusia yang bersih dan jujur agar institusi menjadi kuat sehingga
mampu mengelola sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi
(Zallé, 2019).

7.2.3 Teknologi

Kemajuan teknologi merujuk pada penggunaan teknologi
yang berefek pada nilai ekonomi, aplikasinya mampu
menghasilkan invensi dan inovasi, serta pemanfaatannya berskala
besar. Dengan demikian, kemajuan teknologi dapat secara
signifikan berkontribusi pada laju pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi suatu negara. Samuelson (2004) mengungkapkan bahwa
negara yang melakukan investasi yang tinggi tidak lebih baik
dibandingkan dengan negara dengan invensi yang tinggi. Dalam
teori pertumbuhan dinyatakan bahwa kemajuan teknologi
(kemajuan teknis) menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan
ekonomi yang penting (Bruton, 1967; Solow, 1957).

Negara yang sedang berkembang terkait dengan teknologi
menghadapi pilihan tindakan kemampuan menggunakan dan
memanfaatkan modal, menghemat tenaga kerja, atau tindakan
netral. Kemajuan teknologi dapat dicapai dengan Langkah-langkah
sebagai berikut: meningkatkan inovasi dan invensi, melakukan
investasi penelitian yang massif, serta memperluas pasar dalam
dan luar negeri. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang
menunjukkan bahwa perkembangan teknologi berdampak
signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkualitas (Zhao
etal, 2022), bahkan pembangunan berkelanjutan (Li et al,, 2022).
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7.2.4 Perluasan Pasar

Perluasan atau ekspansi pasar akan mendorong perluasan
skala produksi dan diferensiasinya sehingga menstimulasi
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Aktivitas ekspor yang tinggi
dan impor menjadi ukuran penting dalam mobilitas barang dan
jasa yang dibutuhkan serta indikator luasnya pasar. Mengingat,
alokasi sumber daya yang langka diantara berbagai tujuan
alternatif dapat menciptakan pasar yang efisien (Nafziger, 2006).
Hal ini disebabkan oleh konsumen willingness to pay akan barang
dan jasa, produksi yang dihasilkan perusahaan bertjuaan
memaksimumkan profit, maksimisasi pendapatan melalui
penyewaan sumber daya, tenaga kerja dan modal menentukan
pasar, serta pasar mampu mendistribusikan pendapatan secara
optimal kepada individu.

Liu & Meissner (2019) menunjukkan bahwa setiap negara
memiliki kemungkinan untuk memproduksi dengan elastisitas
pendapatan yang rendah atau tinggi, net ekspor yang tinggi dapat
memacu pertumbuhan ekonomi, pengalaman Negara China dan
India memiliki elastisitas pendapatan yang rendah meskipun
mampu mengekspor barang yang cukup tinggi. Negara tidak cukup
hanya mengekspor barang dan jasa ke satu negara tujuan saja,
namun dibutuhkan integrasi pasar internasional melalui pola
Kerjasama internasional dan regional (Alex et al, 2004).

7.2.5 Struktur Pekerjaan

Fisher (1945) mengungkapkan bahwa investasi dan
pergeseran lapangan pekerjaan untuk aktivitas produksi sektor
primer ke sektor sekunder dan sektor tersier memiliki dampak
positif dalam perkembangan ekonomi. Salah satu ciri negara
terbelakang atau sedang berkembang adalah perekonomiannya
sangat bergantung pada aktivitas produksi sektor primer. Oleh
karena itu, transformasi ekonomi sektor ekonomi tersebut penting
untuk dilakukan secara bertahap agar dapat berdaya saing dan
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mensejajarkan diri dengan negara-negara yang relatif lebih maju.
Misalnya Indonesia, pada tahun 2022, pergeseran aktivitas
produksi sektor pertanian ke sektor manufaktur mampu
memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 1.01% dari
5.31% (Badan Pusat Statistik, 2022).

Disamping itu, pada tahap awal pembangunan terdapat
dominasi transformasi struktural, migrasi tenaga kerja sektor
modern dari sektor tradisional, memperluas jam kerja, mengurangi
pekerja dibawah umur maka dapat meningkatkan produktivitas
per tenaga kerja sehingga berdampak pada pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi (Das et al, 2015). Peningkatan pendapatan
penduduk juga akan meningkat jika tingkat pendidikannya tinggi.
Penduduk yang memiliki Pendidikan tinggi cenderung tidak mau
bekerja di sector pertanian dan lebih memilih di sektor non
pertanian, karena hanya bekerja di ladang, tidak memiliki jaminan
sosial, serta pendapatan rendah (Zhu et al, 2023).

7.2.6 Perencanaan Pembangunan

Penyusunan perencanaan pembangunan juga merupakan
salah satu faktor yang menentukan pembangunan ekonomi. Hal ini
ditunjukkan pada akhir tahun 1980-an, bahwa negara-negara
sedang berkembang telah Menyusun perencanaan pembangunan
lima tahunan yang menawarkan solusi terhadap setiap
permasalahan dan memastikan laju pertumbuhan ekonomi
meningkat (Todaro & Smith, 2015). Perencanaan pembangunan
bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam pengambilan
keputusan ekonomi dan kemudahan koordinasi baik dalam jangka
pendek maupun jangka panjang.

7.2.7 Perdagangan dan Kerjasama Internasional

Keberhasilan pembangunan ekonomi juga ditentukan
aktivitas perdagangan dan kerjasama internasional/regional. Jalur
peningkatan laju pembangunan ekonomi melalui peningkatan
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pendapatan ekspor, aliran masuk dari modal asing, serta
Kerjasama internasional dan regional. Tahir et al (2022)
mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat dalam
jangka panjang disebabkan oleh keterbukaan ekonomi dan
kerjasama internasional. Bentuk kerjasama internasional meliputi
OPEC, ASEAN, EURO, BRICS, OECD dan sebagainya dan Lembaga
internasional yang membantu negara sedang berkembang dan
negara maju diantaranya ILO, IMF, ADB, World Bank, dan
sebagainya.

Sementara itu, (Abendin & Duan, 2021; Dvoulety, 2019)
telah membuktikan bahwa perdagangan internasional menjadi
mesin penggerak pembangunan ekonomi. Di sebagian negara-
negara Afrika mengalami pergeseran pertumbuhan yang
intermiten ke pertumbuhan berkelanjutan disebabkan oleh adanya
integrasi regional antar negara Afrika, namun perdagangan
internasional bukan merupakan solusi dari pertumbuhannya
(Tinta et al,, 2018). Meskipun demikian, perlu adanya negara yang
menjadi penyemibang, untuk mengindari eksploitasi dari negara-
negara maju, seperti yang dilakukan oleh China sebagai
penyeimbang (Zhou, 2023).

7.2.8 Investasi dan Akumulasi Modal

Dalam ekonomi makro, investasi dapat dinyatakan sebagai
penambahan stok kapital negara yang berupa bangunan, perangkat
lunak, peralatan yang bergerak dan tidak bergerak, serta
persediaan dalam kurun waktu tertentu. Semnatar itu, pengeluaran
investasi oleh perusahaan dapat berupa pengeluaran modal fisik
yang produktif, seperti mesin, konstruksi bangunan, perubahan
persediaan guan memproduksi barang dan jasa. Investasi ini
dilakukan dengan memperoleh pengembalian yang
menguntungkan. Sementara itu tinggi rendahnya investasi
ditentukan oleh besarnya suku bunga dan pendapatan (Fujino,
1974; Keynes, 1936).
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Terkait dengan peran investasi dan akumulasi modal
kapital fisik terhadap pertumbuhan ekonomi berdasar pada teori
yang dikemukakan oleh (Harrod, 1939; Solow, 1956, 1957; Swan,
1956). Investasi tersebut dilakukan melalui aktivitas pembangunan
pabrik, pembelian perangkat keras dan lunak, pembangunan
gedung sekolah, pengembangan dan perluasan penelitian terapan,
melatih penyuluh pertanian, dan sebagainya (Nafziger, 2006).
Sedangkan akumulasi modal fisik diperoleh dengan cara
menginvestasikan sebagian pendapatan sekarang guna menambah
barang dan jasa dan pendapatan di masa yang akan datang (Todaro
& Smith, 2015). Temuan studi menunjukkan bahwa penambahan
barang dan jasa (pertumbuhan ekonomi) melalui peningkatan
investasi dalam negeri, investasi luar negeri, dan penemuan
teknologi (Das et al, 2015; Tahir et al, 2022).

7.2.9 Infrastruktur

Faktor ekonomi terakhir sebagai penentu pembangunan
ekonomi adalah ketersediaan infrastruktur dasar di setiap negara.
Infrastruktur dasar tersebut dapat berupa infrastruktur ekonomi,
Pendidikan, Kesehatan, sanitasi, teknologi informasi dan
komunikasi, energi, dan infrastruktur jalan. Penyediaan
infrastruktur dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah agar
mampu berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Aworinde &
Akintoye, 2019), pengentasan kemiskinan dan kualitas hidup
(Akinlabi & Olandunjoye, 2014; Khusaini et al,, 2023). Studi lain
menemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pertanian,
sumber daya air, transportasi dan komunikasi, layanan pendidikan
dan kesehatan, serta lingkungan dalam jangka Panjang menjadi
penggerak pertumbuhan ekonomi (Fasoranti, 2012).
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7.3 Faktor Non Ekonomi

Selain faktor ekonomi, faktor ekonomi yang meliputi modal
sosial, pendidikan, budaya, kesehatan, serta lingkungan juga
menentukan pembangunan ekonomi.
7.3.1 Modal Sosial

Faktor non ekonomi yang pertama adalah modal sosial
yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Modal sosial dapat
melekat pada nilai kepercayaan, jaringan sosial, dan norma yang
ada dalam masyarakat. Tantangan yang cukup berat bagi negara
sedang berkembang adalah melakukan perubahan sosial secara
bertahap. Mengingat bahwa perubahan sosial tersebut dibutuhkan
untuk memperkuat modal sosial guna mendorong perubahan
ekonomi. Telah banyak studi yang telah membuktikan tentang
peran modal sosial dan mendorong pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi diantaranya (Engbers & Rubin, 2018; Lee
etal, 2015; Suryahadi et al, 2020).

7.3.2 Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pendidikan menjadi
tempat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas,
produktif, dan berketerampilan. Para lulusan hasil pendidikan
dapat menjadi salah satu input produksi yang menghasilkan
barang dan jasa memungkinkan menerima pendapatan yang lebih
tinggi dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan dan tentu
terjadi perbedaan kesejahteraan (Todaro & Smith, 2015). Studi
telah menunjukkan bahwa Pendidikan memiliki peran dalam
menurunkan ketimpangan pendapatan (Bhagwati & Hansen, 1973;
Khusaini et al., 2020; Latuconsina et al,, 2020) mengurangi jumlah
penduduk miskin (Todaro & Smith, 2015). Oleh karena itu,
pemerataan Pendidikan sangat diperlukan agar semua penduduk
dapat menikmati layanan pendidikan (Khusaini et al., 2022).
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7.3.3 Budaya

Faktor selanjutnya adalah budaya yang merupakan
pemrograman kolektif pikiran yang membedakan anggota sosial
yang berbeda (Hofstede, 1984). Budaya memiliki peran yang
penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi.
Para ahli ekonomi telah sepakat bahwa kondisi budaya masing-
masing negara telah terbukti signifikan mempengaruhi
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya (Acemoglu,
2012; Dieckmann, 1996; Pratikto, 2012). Hasil studi lain hubungan
budaya yang diproksi dengan agama mempengaruhi
pembangunan ekonomi (Safira et al, 2020).

7.3.4 Kesehatan

Kesehatan adalah salah isu penting dalam perekonomian
baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang.
Karena dengan Kesehatan menyebabkan manusia dapat
menikmati hidup yang lebih lama, lebih produktif, dan lebih sehat
(Bloom et al, 2004). Bahkan Todaro & Smith (2015)
mengungkapkan bahwa salah satu prasyarat keberhasilan
pembangunan ekonomi adalah penduduk yang sehat. Oleh karena
itu, peran pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk
Kesehatan sangat dibutuhkan agar kualitas hidupnya semakin
meningkat (Khusaini et al, 2023). Beberapa studi telah
meyakinkan para pemangku kebijakan yang menemukan bahwa
peningkatan derajat kesehatan penduduk dapat berkontribusi
dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan (Fogel, 2004;
Strauss & Thomas, 1998).

7.3.5 Lingkungan

Isu besar saat ini adalah permasalahan lingkungan karena
lebih dari setengah penduduk negara berkembang bekerjanya
berhadapan langsung dengan dampak yang ditimbulkannya.
Pekerjaan sektor pertanian, peternakan, kehutanan, bahkan
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industri manufaktur akan menghasilkan efek lingkungan.
Lingkungan yang berkualitas akan mempengaruhi pembangunan
ekonomi suatu negara (Todaro & Smith, 2015). Kondisi lingkungan
bisnis yang baik dihasilkan oleh lingkungan alam yang sehat dan
baik. Sementara itu, semakin meluasnya permasalahan lingkungan
juga diakibatkan oleh bertambahnya industri dan pertumbuhan
penduduk (Yadav et al, 2021) dan meningkatnya kebutuhan energi
juga berdampak pada penipisan sumber daya dan polusi udara
(International Monetary Fund, 2020). Jadi untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi sedapat mungkin mengendalikan
lingkungan agar selalu sehat.

7.3.6 Efisiensi Administrasi

Efisiensi administrasi pemerintahan juga memainkan peran
penting bagi pembangunan ekonomi. Perangkat yang bertugas
tentu harus memiliki sikap jujur, adil, kuat, dan efisien guna
mendorong laju pembangunan. Hal sesuai dengan pernyataan yang
diungkapkan oleh (Lewis, 1951) bahwa perlambatan kegiatan
ekonomi dapat direduksi dengan perilaku pemerintah yang jujur
dan terbebas dari korupsi. Pemerintah sebagai penentu kebijakan
selalu menjaga integritas, terbebas dari penyalahgunaan
wewenang untuk bertindak sebagai rent seeker, serta menghindari
transaksi korupsi agar pemerintah menjadi kuat. Disamping itu,
tindakan-tindakan tersebut menjadi beban yang tidak kecil bagi
perubahan sosial dan ekonomi suatu negara (Kunicova & Rose-
Ackerman, 2005).

Terdapat beberapa studi yang telah membuktikan bahwa
dalam jangka panjang, pendapatan perkapita dipengaruhi secara
signifikan oleh pemerintahan yang bersih (Feruni et al, 2020;
Horvat et al, 2021). Studi lain juga menemukan bahwa
pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara signifikan ditentukan
oleh perilaku korupsi pemerintahnya (Alfada, 2019). Namun
demikian, perwujudan pemerintahan yang bersih dari perilaku
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korupsi tidak cukup mengandalkan penegakan hukum yang ada,
keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam melakukan
pengawasan dan pelaporan. Mengingat dampak yang ditimbulkan
oleh perilaku tersebut adalah inefisiensi ekonomi dan sosial.

7.4 Rangkuman

Materi ini ditulis dengan tujuan mendeskripsikan berbagai
faktor yang berkontribusi dalam mendorong keberhasilan
pembangunan ekonomi. Semua faktor penentu pembangunan
ekonomi disajikan bukan hanya berdasar pada intuisi ekonomi
namun telah didukung dengan teori dan hasil penelitian
sebelumnya yang relevan. Agar argumentasi yang dikemukakan
meminimalisir subyektivitas penulis buku dan lebih ilmiah. Masih
terdapat factor lain sebagai penentu pembangunan ekonomi yang
tidak disajikan dalam buku ini, diantaranya faktor penegakan
hukum, stabilitas politik, dan sebagainya.

Karakteristik keberhasilan ekonomi sebuah negara adalah
kondisi penduduk miskin yang minimal, kesenjangan pendapatan
yang rendah, dan jumlah pengangguran juga rendah. Disamping
itu, terpenuhinya kebutuhan dasar manusia juga menggambarkan
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk dapat
mendorong pembangunan ekonomi yang lebih berhasil
dibutuhkan dorongan atau faktor yang bersifat ekonomi dan non
ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari penduduk, ketersediaan
sumber daya alam dan pemanfaatannya, kemajuan teknologi,
perluasan pasar, struktur pekerjaan, perencanaan pembangunan,
investasi dan akumulasi modal, perdagangan dan Kkerjasama
internasional, serta infrastruktur. Sedangkan faktor non ekonomi
diantaranya modal sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, serta
lingkungan yang sehat.
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7.5 Pertanyaan Diskusi

1.

Menurut berbagai pendapat ahli ekonomi pembangunan,
mengapa kesejahteraan selalu menjadi target atau tujuan
keberhasilan pembangunan? Jelaskan juga dimensi
pembangunan ekonomi yang meliputi kemiskinan,
ketimpangan pendapatan, dan pengangguran untuk kasus
di Indonesia?

Sumber daya manusia merupakan obyek sekalgus subyek
pembangunan ekonomi, jelaskan pernyataan ini!

Mengapa sumber daya alam dan teknologi menjadi
kontributor penting dalam pembangunan ekonomi?
Asumsi bahwa faktor budaya juga berdampak pada
pertumbuhan ekonomi suatu negeri dan berikan contoh
kasus sebuah negara?

Mengapa negara sedang berkembang dan negara
terbelakang sulit untuk maju secara cepat padahal jumlah
penduduknya melimpah?
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BAB 8
TAHAPAN PEMBANGUNAN
EKONOMI

Oleh Misbahul Munir

Pada bab ini kita akan membahas mengenai tahapan
pembangunan ekonomi, di antaranya definisi ekonomi
pembangunan, tujuan pembangunan ekonomi, teori-teori dalam
pembangunan ekonomi, indikator-indikator dalam pembangunan
ekonomi, tahapan-tahapan dalam pembangunan ekonomi serta
faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi.

8.1 Definisi Ekonomi Pembangunan

Berbicara mengenai ekonomi, pada umumnya akan
berfokus pada perhitungan, nomial dan uang. Karena banyak
sebagian dari kita memaknai ekonomi secara logika. Kenyataanya,
cakupan dari ekonomi itu sangatlah luas dan tidak hanya tertuju
dalam perhitungan secara kuantitatif semata. Lebih dari itu,
ekonomi berkaitan juga dengan beberapa aktivitas misalnya
pembuatan produk, pemasaran serta pendistribusian produk.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ilmu
ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari suatu aturan-aturan yang
mana didalamnya berkaitan dengan proses pembuatan
(menciptakan barang), distribusi, dan penggunaan barang
(misalnya keuangan, manufaktur, dan perdagangan).

Menurut Paul A. Samuelson, ilmuan yang berasal dari
Amerika menyatakan bahwa ekonomi adalah suatu upaya yang
dilangsungkan seseorang dengan memanfaatkan sumber daya
yang seadanya (minim) untuk menghasilkan beragam produk
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kemudian dipasarkan agar bisa digunakan oleh khalayak ramai
(umum). Sedangkan John Stuart Mill (ilmuan ekonomi dan ahli
filsafat asal Inggris) mendefinisikan ekonomi secara sederhana,
yaitu ekonomi sebagai implementasi keilmuan dimana bentuk
penerapan yang dimaksudkan disini dengan membelanjakan dan
mengunpulkan uang.

Lebih lanjut, Adam Smith seorang ilmuan terkemuka
menyatakan bahwa ekonomi adalah studi sistematis tentang
perilaku manusia yang ditujukan untuk mengalokasikan sumber
daya yang langka. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan
ekonomi adalah segala upaya yang dilakukan seseorang untuk
memaksimalkan sumber daya yang ada hingga pada akhirnya
dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan termasuk masyarakat.

Masih berkaitan dengan ekonomi. Sebenarnya ekonomi
menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam suatu negara,
termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Karena dengan
adanya pengetahuan mengenai ilmu ekonomi, dapat mendukung
negara mencapai setiap goals yang telah ditetapkan sebelumnya
termasuk juga membantu dalam membangun perekonomian suatu
negara.

Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi merupakan
keadaan dimana berubahnya pendapatan perkapita dan
pendapatan nasional yang terjadi dan tidak terputus. Sedangkan
Sukirno menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah
kegiatan memaksimalkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki,
dimana tujuannya adalah menambah pendapatan perkapita suatu
negara.

Pembangunan ekonomi adalah suatu upaya yang dilakukan
dalam rangka membentangkan seluas-luasnya perekonomian yang
ada, hingga pada akhirnya dapat memajukan infrastruktur,
memajukan dunia pendidikan dan teknologi, serta dapat
menumbuh-kembangkan perekonomian suatu negara (Khotami,
2019).
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Pembangunan ekonomi adalah tahap peralihan keadaan
dalam suatu negara, dimana mengarah pada kondisi yang lebih
baik yang dilaksanakan dengan sistematik dengan tujuan
menaikkan derajat hidup masyarakat.

Disadari atau tidak, pembangunan ekonomi bertitik fokus
pada masyarakat. Dikatakan demikian, karena masyarakat menjadi
subjek primer sementara pemerintah sebagai pihak yang
mengarahkan proses pembangunan ekonomi.

Sederhananya, pembangunan ekonomi adalah proses atau
langkah-langkah yang ditempuh menuju gerbang perbaikan
ekonomi negara termasuk wupaya yang dilakukan dalam
meningkatkan taraf kesehajteraan masyarakat.

8.2 Tujuan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan unsur terpenting bagi
setiap negara. Indonesia adalah negara berkembang, maka dari itu
pembangunan ekonomi harus benar-benar direalisasikan
mengingat hal tersebut merupakan pilar utama dalam upaya
proses pembangunan negara.

Kurangnya upaya dalam membangun ekonomi akan
berdampak terhadap keberlangsungan masyarakat yang ada
didalamnya. Tujuan pembangunan ekonomi tidak lain dan tidak
bukan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf
kehidupan masyarakat agar lebih baik lagi.

Penerapan kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia
sendiri selalu berubah, sesuai dengan masa pemerintahannya.
Meskipun demikian, tetap saja tujuan utamanya adalah
menciptakan kedamaian, keadilan, serta kemerataan ekonomi bagi
setiap masyarakat (Mulyani, 2017).
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8.3 Teori-teori dalam Pembangunan Ekonomi

Berbicara mengenai teori dalam pembangunan ekonomi,
tentu banyak sekali teori dari beberapa ilmuan ahli ekonomi.
Walaupun anggapan mereka berbeda, namun memiliki tujuan yang
sama. Yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Berikut ini terdapat dua teori dalam pembangunan ekonomi, yaitu
teori pertumbuhan aliran klasik dan teori pertumbuhan neo klasik.
8.3.1 Teori Pertumbuhan Aliran Klasik

Teori pertumbuhan klasik adalah teori yang dicetuskan oleh
Adam Smith. Teori ini menjadi teori sangat populer, Adam Smith
menyatakan dalam suatu negara, masyarakat bisa memperoleh
kemakmuran melalui aspek pertumbuhan masyarakat melalui
pertumbuhan output (pengeluaran) yang ada.

Meskipun dengan lugas teori tersebut digagas oleh Adam
Smith, tetap saja terdapat ilmuan lain yang kurang setuju dengan
anggapan tersebut, salah satunya David Ricardo. Bantahannya
menjelaskan jika pertumbuhan masyarakat memberikan pengaruh
negatif pada tumbuh-kembangnya ekonomi suatu negara. Karena,
semakin banyak masyarakat yang produktif dan inovatif
meningkatkan upah para pegawai (Hasan & Muhammad, 2018).

8.3.2 Teori Pertumbuhan Aliran Neo Klasik

Teori pertumbuhan neo klasik akrab disebut dengan
pertumbuhan ekonomi Solow-Swan. Karena yang mengemukakan
teori ini dua ilmuan ternama, yaitu Robert Solow dan S.W. Swan.
Namun sebelum kedua ilmuan tersebut mengemukakan teori neo
klasik, ternyata Adam Smith adalah orang yang pertama Kkali
mencetuskan teori neo klasik, bentuk teori ini adalah berisi
penjabaran dari teori klasik.

Terdapat tiga aspek utama yang dipusatkan pada teori neo
klasik, di antaranya modal, tenaga kerja serta tumbuh kembangnya
teknologi. Makna yang ada dalam teori neo klasik yaitu semakin
banyaknya jumlah pegawai dapat meningkatkan pendapatan atau
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penghasilan perkapita. Namun, dengan adanya penambahan
pendapatan perkapita tidak serta-merta mampu membangun dan
menumbuh kembangkan ekonomi suatu negara. Alhasil, perlu juga
diimbangi teknologi modern seperti yang ada saat ini (Rapanna &
Sukarno, 2017).

8.4 Indikator-indikator dalam Pembangunan

Ekonomi

Indikator merupakan alat ukur yang digunakan dalam
mengetahui sejauh mana tujuan akan dicapai. Dalam suatu negara,
meskipun proses pembangunan ekonomi terus berlangsung, tetapi
kita tidak boleh berharap dan beranggapan hal itu terjadi sesuai
dengan apa yang diinginkan. Karena pada kenyataannya, suatu
rencana terkadang tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang
diharapkan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya
pembangunan ekonomi, dapat dilihat dari beberapa indikator, di
antaranya struktur ekonomi dan pendapatan perkapita.
8.4.1 Indikator Struktur Ekonomi

Indikator utama dalam membangun ekonomi suatu negara
adalah bagaimana tatanan ekonomi negara itu sendiri. Pada
indikator ini ditandai dengan terjadinya peralihan pada sektor-
sektor yang ada. Misalnya banyak kita temui masyarakat yang
masih bergelut dalam bidang pertanian, tanpa melirik bidang lain.
Bukan tidak boleh, hanya saja bidang lain, misalnya bidang industri,
mungkin bisa sangat membantu dalam membangun ekonomi suatu
negara. Dimana pada akhirnya akan tercipta pertumbuhan negara
termasuk meningkatkan kemakmuran masyarakat di dalamnya.

8.4.2 Indikator Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah jumlah masing-masing
penghasilan yang diterima masyarakat dalam suatu negara. Tidak
bisa dipungkiri, pendapatan perkapita dapat menggambarkan
keadaan ekonomi suatu negara. Adanya kestabilan negara berarti
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penghasilan perkapita pun meningkat. Dengan meningkatnya
penghasilan perkapita menjadikan masyarakat lebih sejahtera dan
jauh dari ketimpangan ekonomi dan menurunkan tingkat
kemiskinan.

8.5 Tahapan-tahapan dalam pembangunan

Ekonomi

Pembangunan ekonomi menjadi titik utama suatu negara
dalam menyejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, tentu terdapat
beberapa tahapan yang menjadi parhatian utama dalam
memaksimalkan pembangunan ekonomi.

Rostow, ilmuan asal Amerika Serikat menyatakan, terdapat
lima tahapan dalam membangun ekonomi suatu negara, di
antaranya tahap masyarakat tradisional, tahap masyarakat
prasyarat lepas landas, tahap masyarakat lepas landas, tahap
masyarakat menuju kedewasaan atau kematangan dan yang
terakhir tahap masyarakat konsumsi berlebihan (tinggi).

8.5.1 Tahap Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional adalah sekumpulan orang yang
memegang teguh nila-nilai kebudayaan. Selain itu, masyarakat
tradisional dapat dikatakan dengan masyarakat yang tidak
tersentuh dunia luar. Mereka tidak mengetahui wilayah luar,
jauhnya akses dari keramaian, dan tidak mengerti bidang yang
berkaitan dengan teknologi modern seperti sehingga
mengakibatkan minimnya pemanfaatan produksi.

Tahap pembangunan ekonomi masyarakat tradisional ini
terjadi jika tingkat produksi perkapita dan tingkat produktivitas
masyarakat minim. Sehingga mengakibatkan Sumber Daya
Manusia (SDM) tidak dapat memaksimalkan potensi yang ada
dalam diri. Ini terbukti dari banyaknya atau hampir seluruh dari
masyarakat bekerja sebagai petani atau buruh tani (Mulyani,
2017).
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8.5.2 Masyarakat Prasyarat Lepas Landas

Pada tahapan ini, masyarakat sudah berpikir untuk
beranjak meninggalkan tahapan hidup yang tradisional. Artinya,
mereka tidak lagi menggunakan nilai-nilai kebudayaan nenek
moyang (adat-istiadat) yang ada sebelumnya. Mereka lebih
cenderung memiliki pemikiran yang terbuka, termasuk dalam
menerima perubahan nyata, menyerap informasi yang ada
terkhusus dalam aspek produksi.

Dari sinilah, akan terciptanya suatu perubahan baik pada
struktur sosial maupun kegiatan dalam sektor pertanian menjadi
perniagaan. Tahapan ini menjadi tanda jika pertumbuhan ekonomi
suatu negara sudah sedikit menggembirakan dari tahap
sebelumnya sehingga dapat merangkak menuju tahap selanjutnya.

8.5.3 Masyarakat Lepas Landas

Tahapan masyarakat lepas landas, mengindikasikan bahwa
perekonomian negara berangsur membaik. Tahap ini
meningkatkan sirkulasi politik maupun ekonomi yang ada dari
sebelumnya. Lepas landas menjadi tahapan awal dari
berkembangnya sektor perindustrian, adanya aktivitas investasi
walapun belum begitu besar, sehingga mampu melahirkan
kekuatan dasar bagi pertumbuhan suatu negara.

8.5.4 Masyarakat Menuju Kedewasaan atau Kematangan

Tahap ini merupakan tahap dimana masyarakat sudah
beranjak memanfaatkan media teknologi, sehingga beberapa aspek
produksi dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien. Tahap
cenderung dominan pada sektor perindustrian, peralihan dari
tahap sebelumnya yaitu sektor pertanian. Dari sini, lahirlah orang-
orang yang memiliki kecakapan tinggi di bidang industri.
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Perekonomian yang matang tentu memiliki ciri tersendiri
dalam mengelola suatu negara. Termasuk menyelesaikan
persoalan ekonomi negaranya tanpa adanya andil pihak lain.

8.5.5 Masyarakat Konsumsi Berlebihan (Tinggi)

Tahapan ini adalah tahap akhir dalam pembangunan
ekonomi suatu negara. Tahap konsumsi tinggi mengindikasikan
bahwa masyarakat telah mencapai titik kesejahteraan ekonomi.
Dimana mereka cederung berpikir untuk mendistribusikan
pendapatan yang dimiliki.

Pendapatan masing-masing masyarakat ini berkaitan
dengan pendapatan perkapita suatu negara. Tingginya pendapatan
tersebut menyebabkan masyarakat berkeinginan untuk memiliki
barang-barang mewah. Dari barang mewah yang dibeli ini akan
menambah penghasilan pajak suatu negara, sehingga pada tahap
ini bisa dikatakan masyarakat dan negara berada pada derajat
kemakmurannya. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana dua
pihak tersebut mempertahankan kemakmuran yang ada.

8.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Pembangunan Ekonomi

Dalam menumbuh-kembangkan perekonomian suatu
negara tentu terdapat beberapa faktor penting yang
mempengaruhinya, di antaranya adalah sumber daya alam, sumber
daya manusia, akumulasi modal serta ilmu pengetahuan dan
teknologi.

8.6.1 Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dihasilkan
negara dari kekayaan yang sifatnya alamiah. Misal, di daerah
tertentu memiliki tanah subur sehingga dapat memperoleh hasil
panen yang berkualitas tinggi, sumber mata air jernih dari
pegunungan, hingga hasil dari laut dan menjadi kekuatan tersendiri
bagi negara.
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Sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah
memberikan dampak positif bagi negara. Karena sumber daya
alam yang dimiliki sangat membantu dalam mendukung
pembangunan ekonomi. Sumber daya alam juga menjadi tumpuan
yang diharapkan negara dalam menumbuh-kembangkan
perekonomiannya.

Tetapi perlu digarisbawahi, sumber daya alam saja masih
kurang untuk menunjang pembangunan ekonomi suatu negara.
Oleh karena itu, perlu adanya sumber daya lain yang mampu
memaksimalkan sumber daya alam yang dimiliki. Misalnya,
sumber daya manusia (SDM).

8.6.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia termasuk faktor terpenting dalam
membangun ekonomi suatu negara. Sayang bukan, jika Kkita
memiliki jumlah sumber daya alam yang melimpah namun
terbengkalai begitu saja lantaran tidak memiliki SDM yang pandai
mengeolah. Oleh karena itu, negara perlu memiliki orang-orang
yang produktif dan inovatif untuk mengelola dan mengolah
sumber daya alam yang ada.

Sumber daya manusia ini dapat menjadi pengendali dalam
mengatur setiap hasil bumi yang dimiliki. Manusia menjadi elemen
terpenting dalam organisasi yang bergerak dibidang industrial.
Tanpa disadari, memang besar peran SDM terhadap sumber daya
alam yang dimiliki. Tidak heran jika SDM menjadi faktor yang
membantu pembangunan suatu negara termasuk keberlangsungan
ekonomi yang ada di dalamnya.

8.6.3 Akumulasi Modal

Faktor yang dapat mempengarhuhi pembangunan ekonomi
selain sumber daya alam dan sumber daya manusia, adalah modal.
Modal adalah sesuatu yang dapat menunjang kedua sumber daya
yang disebut sebelumnya. Modal yang dimaksudkan disini,
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bentuknya banyak, mungkin beberapa contohnya bisa berupa
bahan baku, bangunan dan alat transportasi. Bangunan (gedung)
menjadi tempat untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, serta
alat transportasi digunakan untuk menunjang dalam kegiatan
operasional.

Modal sangat bermanfaat bagi manusia untuk membantu
mengolah apa yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan mutu
atau kualitas produk yang dihasilkan nantinya. Dengan demikian,
benar adanya jika modal dapat membantu membangun dan
menumbuh kembangkan perekonomian suatu negara.

8.6.4 llmu Pengetahuan dan Teknologi

Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu
pengetahuan dan teknologi. Kurang rasanya, jika kita hanya
memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal,
tetapi kita tidak memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi.
Semakin hari semakin terasa, pesatnya perkembangan dunia. Jika
kita tidak mampu beradaptasi akan kalah dalam persaingan global.
Maka dari itu, kita dituntut untuk mengetahui dan menerapkan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang pembangunan
ekonomi suatu negara.

Dimasa sebelumnya, masih banyak pabrik atau perusahaan
memperkerjakan SDM untuk mengolah produk yang dimilikinya
secara manual. Cara kerja seperti itu sebaiknya perlu
dipertimbangkan ulang dalam konteks hari ini. Karena, untuk saat
ini, ada cara yang lebih efektif membantu menyelesaikan pekerjaan
tersebut. Misalnya menggunakan alat atau mesin yang bisa
langsung memproses produk yang dihasilkan dengan jumlah yang
jauh lebih banyak, cepat, efektif dan efisien. Dalam hal ini, peran
manusia hanyalah sebagai pengendali dan penyeimbang dalam
menunjang kegiatan perusahaan.
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BAB 9
PERKEMBANGAN PERAN NEGARA
DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh Agung Nusantara

9.1 Negara dan Kesejahteraan

Perdebatan mengenai peran negara dalam pembangunan
bukan lagi mengenai perlu atau tidaknya namun telah bergeser ke
arah kedalaman negara dalam Kketerlibatannya dalam proses
pembangunan. Senator Amerika Serikat, John Huntsman, ]r.
menyatakan:

” I was criticized at some level within the Republican Party by
those who say government should not be in the economic
development business at all. My response is that the only country I
know that doesn't have an economic development plan is Papa New
Guinea.” (Hendricks, 2016)

Artinya, seberapapun derajad keterlibatan negara dalam
pembangunan, peran negara tetaplah penting dalam
mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan atau prosperity.
Kesejahteraan, yang menjadi acuan negara dan masyarakat
merupakan kesuksesan pembangunan dalam berbagai aspek,
misalnya aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Secara umum kesejahteraan dapat diartikan sebagai
keadaan individu, masyarakat maupun komunitas yang merasa
puas dan bahagia dalam hidup mereka, dan memiliki akses
keberbagai sumber daya, serta kesempatan untuk meningkatkan
kualitas hidup. Luasnya cakupan kesejahteraan tidak mungkin
menafikkan peranan negara dalam pembangunan.
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Di dunia ini, ada peran negara yang mampu mengantarkan
masyarakatnya menuju pada negara sejahtera. Negara yang paling
sejahtera didunia adalah Norwegia, disusul Swiss dan Finlandia.
Peran ketiga negara dalam pembangunan tidaklah dominan namun
perannya penting dalam menghasilkan regulasi-regulasi yang
mengantarkan masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan yang
tinggi.

Dengan latar belakang sosial-budaya yang jauh berbeda,
China juga mampu menunjukkan keberhasilan pembangunan yang
menakjubkan. Sejak 1970an, pertumbuhan ekonomi rata-rata
China mencapai kurang lebih 10%. China secara menakjubkan
mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang akut hanya dalam
jangka waktu 10-15 tahun. Peran negara memang sangat dominan
dalam mendorong perekonomian China menuju perekonomian
terbuka.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada negara
yang memiliki pengalaman sukses dalam memperbaiki
kesejahteraan. Baik dengan latar belakang masyarakat yang
demokratis maupun masyarakat yang terpimpin sebagaimana
China. Praktek-praktek negara yang sukses dalam mengambil
peran pembangunan, dengan memperhatikan kondisi obyektif
masyarakatnya, merupakan praktek yang bisa ditiru oleh negara
lain yang sedang membangun. Khususnya untuk negara yang
masuk dalam kategori negara sedang berkembang. Negara yang
terlambat memasuki era pembangunan karena sejarah kolonial.

9.2 Spontaneous Development

Pemikiran mengenai spontaneous development, pada
dasarnya mengacu pada Kkonsep spontaneous order yang
dikemukakan oleh Hayek (Hayek, 1948, pp. 6-8). Pemikiran Hayek
sebenarnya lebih mengarah pada konsep individualisme Josiah
Tucker, Adam Smith, Adam Ferguson dan Edmund Burke. Mereka
mengembangkan pemikiran individualism yang berbeda dengan
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kelompok utilitarian Jeremy Bentham yang menjadi dasar
pemikiran ekonom klasik. Hayek menyatakan, mengutip pendapat
Adam Ferguson (Hayek, 1948, p. 7):

“nations stumble upon establishments, which are indeed the
result of human action but not the result of human design”

Hayek meyakini bahwa kebebasan masyarakat, yang
dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, dan mereka selalu
berupaya untuk mengejar manfaat yang optimum, maka akan
muncul apa yang disebut dengan spontaneous order. Spontaneous
order, sekalipun tidak didefinisikan secara jelas oleh Hayek, akan
bekerja dalam bentuk kerjasama masyarakat untuk mencapai
tujuan alokasi sumber daya yang optimal.

Spontaneous order, atau tatanan spontan, adalah konsep
yang dikemukakan oleh Friedrich Hayek dalam teorinya tentang
ekonomi dan masyarakat. Konsep ini menyatakan bahwa tatanan
sosial yang kompleks dapat muncul secara alami dari interaksi
individu yang bebas dalam sebuah sistem yang tidak terencana.

Menurut Hayek, spontanitas tatanan sosial ini merupakan
hasil dari pengetahuan tersebar dan tidak terpusat yang dimiliki
oleh setiap individu. Hayek juga menekankan bahwa dalam sebuah
sistem spontan, tidak ada satu entitas atau individu yang memiliki
kontrol penuh atas proses dan hasilnya.

Konsep ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama,
spontanitas memungkinkan terciptanya fleksibilitas dan
adaptabilitas yang dibutuhkan dalam sebuah masyarakat yang
terus berubah. Karena masyarakat mengetahui apa yang mereka
kuasai dan yang tidak mereka kuasai. Kedua, spontanitas
memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas dalam sebuah
tatanan sosial melalui seleksi alami.

Namun, Hayek juga mengakui bahwa spontanitas tatanan
sosial ini dapat menghasilkan ketidakpastian, kebingungan, dan
ketidakadilan jika tidak diimbangi oleh regulasi dan tata kelola
yang tepat. Oleh karena itu, Hayek menyarankan agar tatanan
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spontan ini diberi batasan-batasan dan pengaturan yang

diperlukan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi

masyarakat.

Secara keseluruhan, konsep spontaneous order dari Hayek
dapat memberikan sudut pandang yang menarik dalam memahami
dinamika sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Namun, penting
untuk memahami bahwa konsep ini harus diimbangi dengan
regulasi dan pengaturan yang tepat agar dapat memberikan
manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Beberapa ciri-ciri dari pendekatan spontaneous
development antara lain:

1. Muncul secara alami: Pendekatan spontaneous development
muncul secara alami dari interaksi dan inisiatif masyarakat
lokal, tanpa intervensi pemerintah atau kepentingan luar
yang memaksakan pembangunan.

2. Partisipasi aktif masyarakat: Dalam pendekatan ini,
masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan arah
pembangunan yang diinginkan, termasuk dalam memilih
dan mengembangkan teknologi yang sesuai dengan
kebutuhan mereka.

3. Pemanfaatan sumber daya lokal: Pembangunan didasarkan
pada pemanfaatan sumber daya lokal, baik dalam bentuk
sumber daya alam maupun manusia, sehingga dapat
meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan
pembangunan.

4. Fleksibilitas: Pendekatan spontaneous development bersifat
fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial dan
ekonomi yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat terus
berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya.

5. Mendorong kreativitas dan inovasi: Dalam pendekatan ini,
masyarakat diberikan kebebasan dan kesempatan untuk
mengembangkan ide dan inovasi yang dapat meningkatkan
kesejahteraan mereka sendiri dan masyarakat sekitarnya.
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6. Berkelanjutan: Pendekatan spontaneous development
menempatkan keberlanjutan pembangunan sebagai tujuan
utama, dengan memperhatikan aspek ekologi dan sosial
dalam pembangunan.

Beberapa contoh dari pendekatan spontaneous
development antara lain gerakan ekonomi rakyat, seperti koperasi
dan usaha mikro, serta gerakan permaculture dan pertanian
organik yang dikembangkan oleh masyarakat lokal. Referensi
terkait dengan pendekatan ini antara lain buku "Small is Beautiful"
karya E.F. Schumacher dan buku "The End of Poverty" karya Jeffrey
Sachs

Berikut adalah kelemahan pendekatan spontaneous
development:

1. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembangkan
sistem pendekatan ini.

2. Tidak semua masyarakat memiliki kapasitas untuk
melakukan pengembangan yang mandiri.

3. Memerlukan koordinasi dan pengelolaan yang baik untuk
menghindari konflik antara berbagai kepentingan dan
tujuan yang berbeda-beda.

4. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dapat
menjadi kendala dalam pengembangan pendekatan ini.

5. Pengaruh pihak-pihak luar dapat mengganggu atau
memanfaatkan proses ini untuk kepentingan mereka sendiri.

Namun, kekuatan pendekatan spontaneous development
yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan, serta pengembangan kapasitas lokal, mendorong
kreativitas dan inovasi, dan berkelanjutan, menjadikannya salah
satu pendekatan yang cukup menjanjikan dalam mencapai
pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan ini
perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara baik dan
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terukur, dengan mempertimbangkan keberagaman kondisi sosial,
ekonomi, dan budaya di masyarakat.

Berikut adalah beberapa tahapan yang mungkin terjadi

dalam proses spontaneous development:

1.

Identifikasi kebutuhan masyarakat: Proses spontaneous
development dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan
masyarakat yang perlu dipenuhi untuk meningkatkan
kesejahteraan mereka. Kebutuhan ini bisa bermacam-
macam, seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, air
bersih, atau pekerjaan.

. Munculnya inisiatif masyarakat: Setelah kebutuhan

teridentifikasi, masyarakat lokal kemudian mencari cara
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Inisiatif bisa muncul
dari individu atau kelompok masyarakat yang merasa
bertanggung jawab untuk memperbaiki kondisi mereka
sendiri.

. Pengembangan potensi lokal: Masyarakat lokal kemudian

mengembangkan potensi lokal yang dimiliki, seperti sumber
daya alam, keahlian, dan keterampilan untuk memenuhi
kebutuhan mereka. Mereka mungkin mengembangkan
teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal, atau
meningkatkan kualitas produk yang sudah ada.

Kolaborasi dan kemitraan: Dalam proses pengembangan ini,
masyarakat lokal dapat bekerja sama dengan kelompok atau
individu lain, seperti organisasi masyarakat, lembaga non-
pemerintah, atau bisnis sosial. Kolaborasi ini dapat
memperkuat upaya masyarakat lokal dalam memenuhi
kebutuhan mereka.

. Pemberdayaan masyarakat: Dalam proses spontaneous

development, masyarakat lokal menjadi lebih mandiri dalam
mengelola sumber daya dan memperbaiki kondisi mereka
sendiri. Proses ini dapat memperkuat peran masyarakat
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lokal dalam proses pembangunan, serta meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Proses spontaneous development bisa berlangsung dalam
waktu yang lama dan membutuhkan dukungan dan kerjasama dari
berbagai pihak. Penting untuk memperhatikan konteks lokal dan
mempertimbangkan keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya
dalam proses pengembangan

9.3 Induced Development

Konsep "induced development" merupakan salah satu teori
dalam bidang pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh
Amartya Sen. Konsep ini menyatakan bahwa pembangunan tidak
hanya terjadi secara alami atau spontan, namun juga dapat
diinduksi atau didorong melalui berbagai kebijakan dan intervensi
yang tepat.

Menurut konsep induced development, ada beberapa faktor
yang dapat memicu atau mendorong terjadinya pembangunan.
Faktor-faktor tersebut antara lain adalah akses terhadap sumber
daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang memadai,
dukungan teknologi dan inovasi, kebijakan yang mendukung
pemerataan dan Kkeadilan sosial, serta partisipasi aktif dari
masyarakat.

Dalam konsep ini, pembangunan tidak hanya dilihat dari
aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Hal ini penting
untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari
pembangunan yang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi
tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan
lingkungan.

Meskipun konsep induced development memiliki
keunggulan dalam memberikan perhatian pada aspek sosial dan
lingkungan dalam pembangunan, namun juga ada kritik terhadap
konsep ini. Beberapa kritik menyatakan bahwa kebijakan dan
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intervensi yang diinduksi dapat mempengaruhi pasar dan

mengganggu proses alami pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada

juga kritik yang menyatakan bahwa konsep ini tidak memberikan
perhatian yang cukup pada aspek institusional dan politik dalam
pembangunan.

Secara keseluruhan, konsep induced development dapat
memberikan sudut pandang yang menarik dalam memahami
dinamika pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, perlu
dilakukan kajian lebih lanjut untuk menemukan cara-cara yang
tepat untuk mengimplementasikan konsep ini dalam konteks
masing-masing negara dan masyarakat.

Induced development adalah proses pengembangan yang
didorong oleh pemerintah atau entitas luar lainnya, dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan politik suatu
negara atau wilayah. Berikut adalah ciri-ciri dan kekuatan serta
kelemahan dari pendekatan induced development:

Ciri-ciri induced development:

1. Pemerintah dan kepentingan luar lainnya memiliki peran
penting dalam memulai dan mendorong proses
pengembangan.

2. Fokus pada pembangunan infrastruktur dan industri yang
dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi.

3. Proses pengembangan diarahkan dan diatur oleh
pemerintah, dengan tujuan mencapai tujuan tertentu yang
telah ditetapkan.

4. Meningkatkan partisipasi pemerintah dalam pengambilan
keputusan dan perencanaan pembangunan.

Pendekatan induced development memiliki beberapa
keunggulan, yaitu:
1. Mendorong investasi dalam pembangunan infrastruktur dan
industri, sehingga meningkatkan lapangan kerja dan
pertumbuhan ekonomi.
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2. Pemerintah dapat mempercepat proses pengembangan
dengan menetapkan tujuan dan arah yang jelas.

3. Pengembangan yang diinduksi dapat meningkatkan akses ke
layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan
transportasi.

Di samping kekuatan pendekatan induced development,
juga memiliki kelemahan, yaitu:

1. Pemerintah mungkin lebih fokus pada pertumbuhan
ekonomi daripada pengembangan sosial dan lingkungan,
sehingga dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan
kerusakan lingkungan.

2. Ketergantungan pada investasi asing dan kepentingan luar
dapat membatasi kemampuan suatu negara untuk
mengendalikan arah dan tujuan pembangunan.

3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan dan perencanaan pembangunan dapat
mengurangi keberlanjutan dan kualitas hasil pembangunan.

Dalam prakteknya, pendekatan induced development dapat
diintegrasikan dengan pendekatan lain seperti participatory
development dan sustainable development untuk meminimalkan
kelemahan dan memaksimalkan kekuatan dari masing-masing
pendekatan

Sebuah isu yang menatrik mengenai induced development
adalah terjadinya Induced displacement. Fenomena induced
displacement terjadi ketika pemerintah atau entitas luar lainnya
memaksa orang atau komunitas untuk meninggalkan tempat
tinggal mereka sebagai akibat dari kebijakan pembangunan.

Induced displacement dapat terjadi ketika pemerintah
merencanakan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya,
bendungan, atau gedung-gedung tinggi, yang membutuhkan
pengambilan tanah atau lahan yang digunakan oleh penduduk
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setempat. Dalam beberapa kasus, penduduk setempat tidak diberi
pilihan untuk memilih apakah mereka ingin meninggalkan tanah
mereka atau tetap tinggal di sana, dan seringkali mereka tidak
mendapatkan kompensasi yang memadai.

Induced displacement dapat memiliki dampak sosial,
ekonomi, dan psikologis yang signifikan pada penduduk yang
terkena dampak. Mereka mungkin kehilangan akses ke sumber
daya penting seperti air, makanan, dan tempat tinggal, serta
mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan dan memenuhi
kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, pengusiran yang diinduksi
dapat memecah belah komunitas dan merusak ikatan sosial yang
telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan entitas
luar lainnya untuk memperhitungkan dampak pengembangan
yang diinduksi pada masyarakat setempat dan mencari cara untuk
meminimalkan pengusiran yang diinduksi dan memastikan bahwa
penduduk setempat diberi suara dalam proses pengambilan
keputusan.

Di awal pembangunan ekonominya, Jepang menerapkan
pendekatan induced development. Setelah Perang Dunia 1], Jepang
mengalami kerusakan yang sangat parah, termasuk infrastruktur
yang hancur dan kekurangan sumber daya alam. Untuk
mempercepat pemulihan ekonominya, pemerintah Jepang
mengadopsi strategi ekonomi yang dipacu, yaitu dengan
mendorong pertumbuhan sektor-sektor industri tertentu dengan
memberikan dukungan dan fasilitas.

Salah satu contoh strategi ini adalah dengan memberikan
dukungan finansial dan teknologi untuk industri otomotif, seperti
Toyota, Nissan, dan Honda. Pemerintah Jepang juga memberikan
insentif bagi perusahaan untuk melakukan ekspor, sehingga
industri otomotif dapat berkembang pesat dan memimpin ekspor
Jepang. Pemerintah juga memberikan dukungan dan insentif untuk

120 Ekonomi Pembangunan



sektor teknologi informasi dan komunikasi, seperti Sony dan
Panasonic.

Dengan demikian, Jepang menerapkan pendekatan induced
development untuk mempercepat pemulihan ekonominya dan
mengembangkan sektor-sektor industri yang dipandang strategis.
Pendekatan ini berhasil mempercepat pertumbuhan ekonomi
Jepang dan menjadikannya sebagai negara industri maju dalam
waktu yang relatif singkat.

9.4 Command Development

Konsep "forced development" mengacu pada upaya untuk
mendorong atau memaksakan pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan sosial melalui kebijakan yang terkesan otoriter atau
represif. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan harus
dipaksakan atau didorong secara paksa, terlepas dari keinginan
atau partisipasi aktif dari masyarakat.

Namun, konsep forced development sering dikritik karena
memiliki banyak dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan.
Beberapa dampak negatif dari forced development antara lain:

1. Pelanggaran hak asasi manusia: Upaya untuk memaksakan
pembangunan dapat memaksa masyarakat untuk
mengorbankan hak asasi mereka, seperti hak atas tanah, air,
dan kebebasan berbicara.

2. Perusakan lingkungan: Kebijakan forced development dapat
merusak lingkungan dan sumber daya alam, yang dapat
berdampak buruk pada kesehatan manusia dan
kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya.

3. Peningkatan kesenjangan sosial: Kebijakan forced
development sering kali hanya menguntungkan segelintir
elit dan tidak memberikan manfaat yang adil bagi
masyarakat secara keseluruhan, sehingga memperburuk
kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi.
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4. Mengabaikan kepentingan jangka panjang: Kebijakan forced
development sering kali hanya berfokus pada pencapaian
tujuan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak
jangka panjang dari kebijakan tersebut.

5. Menekan partisipasi masyarakat: Kebijakan forced
development sering kali menekan partisipasi masyarakat
dalam proses pembangunan, sehingga tidak memperhatikan
aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Secara keseluruhan, konsep forced development tidak
dianjurkan sebagai pendekatan yang tepat dalam pembangunan
ekonomi dan sosial. Sebaliknya, pendekatan pembangunan yang
lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial seharusnya
diadopsi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan
berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Meskipun
kedua konsep tersebut seringkali digunakan secara bergantian,
namun command development dan forced development memiliki
perbedaan yang cukup signifikan.

Command development adalah sebuah model pembangunan
yang didorong oleh intervensi pemerintah secara langsung untuk
mengarahkan dan mengontrol pembangunan ekonomi dan sosial.
Dalam model ini, pemerintah berperan sebagai pusat pengambil
keputusan, dan masyarakat hanya sebagai obyek yang harus
menerima keputusan tersebut. Model ini banyak diterapkan pada
masa-masa awal pembangunan ekonomi negara-negara sosialis.
Sedangkan forced development lebih mengacu pada pendekatan
pembangunan yang dipaksakan oleh kepentingan global,
multinasional, atau negara-negara maju, yang mengabaikan
kepentingan masyarakat lokal. Pendekatan ini seringkali memaksa
masyarakat lokal untuk menerima kebijakan dan proyek yang
tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, dan dapat menyebabkan
konflik sosial dan kerusakan lingkungan.
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9.5 Beberapa Praktek Penerapan Kebijakan

Pembangunan

Dalam prakteknya, pembedaan antara spontaneous order,
forced development order, dan command development order
mungkin tidak selalu dapat dipisahkan secara tegas. Hal ini karena
banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana suatu sistem
ekonomi beroperasi dan berkembang, termasuk konteks politik,
sosial, dan ekonomi.

Sebagai contoh, di beberapa negara, meskipun terdapat
kebijakan yang mendorong spontanitas dalam ekonomi, seperti
deregulasi dan kebijakan pro-pasar, namun pemerintah masih
memainkan peran aktif dalam mengendalikan beberapa sektor
tertentu, seperti industri strategis atau sektor keuangan. Di negara
lain, pemerintah mungkin memainkan peran lebih aktif dalam
mengendalikan seluruh ekonomi dan menentukan prioritas
pembangunan.

Oleh karena itu, pengelompokan berbagai model
pembangunan seperti spontaneous order, forced development order,
dan command development order dapat memberikan kerangka
kerja untuk memahami perbedaan pendekatan pemerintah dalam
mengembangkan ekonomi. Namun, dalam prakteknya, ada banyak
kebijakan yang dapat termasuk dalam lebih dari satu kategori dan
memerlukan analisis yang lebih mendalam dan konteks yang
spesifik untuk dipahami secara tepat.

Penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki
tantangan dan kondisi unik dalam mengembangkan ekonomi, dan
tidak ada satu model pembangunan yang cocok untuk semua
negara. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan
konteks yang spesifik dan menemukan keseimbangan yang tepat
antara campur tangan pemerintah dan kebebasan pasar dalam
mengembangkan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Salah satu contoh program pemberdayaan masyarakat
seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Kecil (KUK), dan
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Kredit Usaha Mikro (KUM). Program-program tersebut
memberikan akses keuangan kepada masyarakat kecil dan
menengah untuk membantu mereka memperkuat bisnis mereka
dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pada awalnya, program
tersebut memang hasil dorongan pemerintah (forced development),
namun ketika perkembangannya mengarah pada perbaikan akses
masyarakat kecil terhadap modal, maka program tersebut akan
berjalan dengan sendirinya di masyarakat tanpa dorongan dari
pemerintah. Selain itu, Indonesia juga telah mengurangi birokrasi
dan membuka peluang investasi melalui kebijakan yang ramah
bisnis.

Di era digital, ketiga pendekatan pembangunan tersebut
tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks ekonomi digital.
Namun, penggunaannya dapat bervariasi tergantung pada tujuan
pembangunan ekonomi dan kondisi spesifik suatu negara.

Pendekatan spontaneous order dalam ekonomi digital dapat
merujuk pada pengembangan inovasi dan kreativitas yang
dihasilkan oleh pasar digital yang terbuka dan kompetitif. Dalam
lingkungan digital, spontanitas dan inovasi dapat muncul dengan
cepat melalui pengembangan teknologi baru, model bisnis baru,
dan platform baru. Oleh karena itu, pemerintah dapat mendorong
pembangunan ekonomi digital dengan kebijakan yang mendukung
inovasi dan pengembangan pasar digital yang terbuka dan
bersaing.

Pendekatan forced order dalam ekonomi digital dapat
merujuk pada strategi pemerintah untuk mempromosikan
pengembangan sektor tertentu atau teknologi tertentu, seperti
kebijakan pengembangan startup, digitalisasi, dan e-commerce.
Pemerintah dapat memainkan peran aktif dalam menentukan arah
pengembangan ekonomi digital dengan mengalokasikan sumber
daya dan mengendalikan sektor kunci, serta memastikan bahwa
pengembangan teknologi dan sektor tertentu didukung oleh
kebijakan yang tepat.
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Pendekatan command order dalam ekonomi digital dapat
merujuk pada strategi pemerintah untuk mengendalikan dan
mengatur seluruh ekonomi digital. Di negara-negara yang
menganut pendekatan ini, pemerintah memiliki kendali penuh
terhadap pengembangan dan operasi sektor digital, termasuk
melalui pengaturan akses internet dan konten yang dapat diakses.

Namun, penting untuk diingat bahwa ekonomi digital
memiliki dinamika yang berbeda dengan ekonomi konvensional,
dan penggunaan ketiga pendekatan ini harus disesuaikan dengan
kondisi spesifik dan dinamika ekonomi digital. Pemerintah perlu
mempertimbangkan cara yang tepat untuk mempromosikan
inovasi, mengatur sektor kunci, dan menentukan arah
pengembangan ekonomi digital untuk mencapai tujuan
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di era
digital ini.
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BAB 10
TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh Luluk Fadliyanti

10.1 Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu perubahan ke arah yang
lebih baik yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan
masyarakat. Pembangunan pada mulanya menggunakan arti
pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh
suatu masyarakat akan dinilai dapat berhasil melaksanakan
pembangunan  jika pertumbuhan ekonomi masyarakatnya
meningkat dan dan mengalami perubahan (Lestari et al, 2021).
Pada dasarnya pembangunan mempunyai hubungan dengan
pertumbuhan, pembangunan dapat menciptakan pertumbuhan,
begitu juga pertumbuhan diakibatkan oleh adanya pembangunan
(Digdowiseiso, 2020).

Teori pembangunan ekonomi pada dasarkan digunakan
dalam menjelaskan fenomena dari tingkat keberhasilan dan
kegagalan negara-negara yang sedang berkembang. Teori ekonomi
pembangunan yang berkembang dituntut agar dapat menjelaskan
berbagai macam fenomena ekonomi dan sosial yang terjadi. Model-
model ekonomi pembangunan berupaya untuk menjelaskan
keseluruhan proses pembangunan ekonomi (Hasan and
Muhammad, 2018).

10.2 Mazhab Historisme

Pola pemikiran aliran Historisme berdasarkan sudut
pandang sejarah terhadap suatu masalah dan fenomena-fenomena
ekonomi. Landasan pemikiran mazhab ini berdasarkan kondisi
sosial-ekonomi masyarakat Jerman pada abad ke-19. Mazhab ini
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mencoba melihat pentingnya suatu kebijakan yang bertujuan
untuk perbaikan kondisi masyarakat secara umum, yang dianggap
dapat memberikan dampak positif pada sikap nasionalisme dan
loyalitas kepada negara, serta perbaikan pada kondisi masyarakat
yang akhirnya dapat menaikkan tingkat efisiensi dan produktivitas
tenaga kerja (Arsyad, 2015).

10.2.1 Ahli Ekonomi Mazhab Historisme

Friedrich List merupakan salah satu tokoh pada masa pra-
klasik dimana dipandang sebagai perintis pemikiran ekonomi di
sekolah Historismus. Pemikiran List dituangkan secara rinci dalam
bukunya yang berjudul Das Nationale System der Politischen
Oonomie (1841). Pokok pemikirannya bahwa sistem liberalisme
laissez-faire tidak memberikan jaminan alokasi sumber daya yang
maksimal. Dimana pembangunan ekonomi bergantung pada peran
pemerintah, dunia usaha, dan lingkungan budaya. Pembangunan
ekonomi akan dapat terjadi ketika terdapat kebebasan dalam
masyarakat baik dalam kegiatan politik maupun dalam kehidupan
sosial. List juga menekankan bahwa suatu negara harus dapat
melindungi kepentingan kaum yang lemah dalam masyarakat
(Arsyad, 2015).

Dan perkembangan masyarakat dapat dilihat dari segi
historis. Terdapat Ada 5 (lima) tahap perkembangan ekonomi yang
mendasari cara produksi masyarakat, antara lain:

1. Tahap berburu atau barbarian, merupakan ciri Kkhas
masyarakat primitif, yang dalam tahapan ini masyarakat
hanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari alam.

2. Tahap beternak atau pastoral, pada tahapan ini terdapat
kegiatan peternakan, tetapi tidak menetap atau masih
berpindah-pindah.

3. Tahap agraris, tahapan ini masyarakat sudah mulai
menetap dan bercocok tanam

4. Penggabungan tahapan usaha tani dan industri manufaktur
dan perdagangan, pada tahapan ini pola-pola industri
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manufaktur serta perdagangan masih dalam bentuk
sederhana.

5. Perpaduan antara tahap bertani dengan tahap industri
manufaktur dan perdagangan, pada tahapan ini pola
industri manufaktur dan perdagangan telah mencapai
tahap maju (Boianovsky, 2013).

List mengemukakan bahwa sistem perdagangan bebas (free
trade) yang dikemukakan oleh kaum Klasik hanya cocok bagi
negara-negara yang perkembangan ekonomi masyarakatnya
diposisi tahap kelima, yang mana pola industri manufaktur dan
perdagangan sudah ada kelanjutannya.

Ahli ekonomi selanjutnya adalah Bruno Hilderbrand yang
menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi dicerminkan dan didasari
pada sejarah. Tetapi pembahasan mengenai sejarah ekonomi tidak
dijabarkan secara lengkap beserta kerangka analisis yang kohesif,
yang pada akhirnya sebagian besar dari karyanya hanya bersifat
deskriptif mengenai permaslahan-permaslahan ekonomi.

Kritikan terhadap list, Hilderbrand mengemukakan bahwa
pembangunan ekonomi bukan berdasarkan pada metode produksi
atau konsumsinya, melainkan didasari oleh metode distribusi.

Bruno Hildebrand mempunyai pandangan lain mengenai
pertumbuhan ekonomi.Pendapatnya mengenai pertumbuhan
ekonomi diawali dari alat yang digunakan oleh masyarakat untuk
melakukan tukar-menukar, antara lain:

1. Masa pertukaran barang dengan barang/barter

2. Masa pertukaran dengan menggunakan uang untuk jual-
beli

3. Masa pertukaran dengan kredit (Istianto, Kumenaung and
Lapian, 2021)
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Dan kemudian dikembangkan oleh pendapat ahli ekonomi
Karl Bucher yang menulis sintesa dari pendapat list dan
hilderbrand. Bucher menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi
suatu negara akan melalui 3 (tiga) tahapan antara lain:
1. Perekonomian subsisten, pada tahapan ini produksi hanya
untuk keperluan sendiri
2. Perekonomian kota, pada tahapan ini perdagangan sudah
meluas
3. Perekonomian nasional, pada tahapan ini peran pedagang
menjadi semakin penting (Arsyad, 2015).

10.3 Teori Klasik

Dalam pembangunan ekonomi berbagai ahli ekonomi
mempunyai pemikiran masing-masing di dalam menjelaskan
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Teori klasik mengenai
pembangunan ekonomi memberikan penekanan pada mekanisme
pasar dalam pengaturan ekonomi serta pembatasan peran pada
pemerintah dan lebih memberikan peluang yang lebih besar pada
swasta. Oleh karena itu teori klasik lebih menegaskan pentingnya
pembentukan modal atau investasi yang dilakukan oleh pihak
swasta (SBM, 2022).

Tahapan-tahapan pada teori klasik dalam tatanan ekonomi
masyarakat, adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pasar bebas adalah inti dari suatu
perekonomian.

2. Kegiatan perekonomian dilakukan dengan mekanisme
pasar akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

3. Nilai dan harga barang, upah, sewa tanah serta laba
ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar.
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10.3.1 Ahli Ekonomi Teori Klasik

Adam Smith merupakan tokoh ekonomi Kklasik yang
merupakan bapak ekonomi, dengan buku yang terkenal yaitu The
Wealth of Nations. Pemikirannya secara umum yaitu mengenai
tatanan dan keselarasan alam serta mekanisme alam sebagai suatu
anugrah dari sang pencipta. Terdapat “invisible hand” atau “tangan
ajaib” yang dapat bekerja dengan sendiri untuk mengalokasikan
setiap sumber daya agar perekonomian selalu dalam keadaan
seimbang atau lebih dikenal dengan mekanisme pasar. Menurut
Adam Smith, adanya kebijakan pasar dan pengurangan campur
tangan pemerintah dinilai dapat memberikan solusi. Namun pada
kenyataannya mekanisme pasar tidak dapat berjalan dengan
sempurna jika memiliki hambatan pasar. Adam Smith
mengemukakan bahwa sumber daya alam yang tersedia adalah
suatu dasar bagi kegiatan produksi masyarakat, dimana kuantitas
sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimal bagi
pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia mempunyai peran
yang pasif dalam proses pertumbuhan output, dimana masyarakat
akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja. Terdapat
3 (tiga) alasan Adam Smith dalam spesialisasi dan pembagian kerja
dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, antara lain: (1)
Spesialisasi dan pembagian kerja yang baik akan mendorong
tenaga kerja untuk lebih dapat berkonsentrasi pada usaha melalui
proses pengerjaan yang menjadi keterampilan sehingga
produktivitas meningkat atau dapat disebut dengan “learning by
doing”, (2) Spesialisasi dan pembagian kerja yang baik dapat
mengurangi waktu yang terbuang dalam proses perpindahan dari
satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, sehingga produktivitasnya
dapat meningkat, serta (3) Spesialisasi dan pembagian kerja yang
meningkat dapat merangsang penemuan teknologi yang baru dan
mampu mendorong tingkat produktivitas pada setiap satuan
input. Selain itu, Akumulasi modal juga mempunyai peran penting
dalam pembangunan ekonomi. Dimana akumulasi modal yang
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dapat disebut dengan modal pembangunan mempengaruhi tingkat
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

David Ricardo merupakan salah satu pemikir atau ahli
ekonomi klasik selanjutnya yang juga mempunyai pengaruh dalam
memberikan pemikiran-pemikiran mengenai pembangunan
ekonomi. Teori keunggulan komparatif merupakan pemikiran
David Ricardo yang mempunyai pengaruh besar terhadap
perkembangan ilmu ekonomi pada saat ini. Menurut David Ricardo
bahwa perdagangan dapat terjadi pada tingkat nasional maupun
internasional tergantung pada keunggulan komparatif yang efektif
dan efisien dibandingkan dengan keunggulan absolut atau mutlak.
Hal tersebut disebabkan karena setiap negara akan lebih memilih
menjual barang dan jasa lebih efisien dalam melakukan suatu
produksi. Oleh sebab itu suatu negara kan melakukan spesialisasi
untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan baik dalam
negeri maupun luar negeri. Selain itu menurut David Ricardo,
setiap negara harus memusatkan kegiatan ekonomi pada sektor
industri agar dapat bersaing dan lebih kompetitif dalam
perdagangan luar negeri (Atmanti, 2017).

Robert Malthus merupakan salah satu tokoh aliran klasik
lainnya yang merupakan orang pertama yang dapat
mengembangkan teori kependudukan yang komprehensif dan
konsisten yang berkaitan dengan kondisi ekonomi. Bukunya yang
terkenal berjudul “Essay on the Principle of Population” yang terbit
pada tahun 1798 (Subair, 2015). Teori ini mengenai tingginya
tingkat penduduk terjadi disebabkan karena adanya kelangkaan
atau scarcity yang mengakibatkan ketidak seimbangan antara
jumlah barang barang yang tersedia dengan jumlah barang yang
diminta, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya tingkat
kebutuhan yang lebih tinggi dari jumlah barang atau jasa yang
tersedia. Hal tersebut akan berdampak pada kelangkaan
kebutuhan hidup seperti pangan, ketika terjadi pertumbuhan
penduduk. Yang pada akhirnya menimbulkan kelangkaan bahan
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pangan karena tidak mencukupi kebutuhan seluruh penduduk
(AlFauziah, 2021). Secara matematika, penjabaran dari teori
Malthus dapat dijelaskan dengan angka, rumus Malthus
menunjukkan suatu pertumbuhan jumlah penduduk sebagai deret
ukur, yaitu: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Sedangkan
persediaan makanan sebagai deret hitung: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan
seterusnya. Artinya adalah ketika jumlahnya bertambah dua kali
lipat dalam setiap 25 tahun (kecuali jika dicentang), maka
pertumbuhan pada geometris mempunyai nilai (1, 2, 4, 8, 16, 32,
dll), sedangkan meningkatnya produksi pangan pada aritmatika
mempunyai nilai (1, 2, 3, 4, 5, 6, dll), dimana penduduk akan
melewati batas dari jumlah makanan (Subair, 2015). Menurut
Malthus bahwa semakin banyak jumlah penduduk suatu negara
maka semakin besar untuk hidup sejahtera. Peningkatan jumlah
penduduk yang secara terus-menerus merupakan suatu unsur
yang diperlukan untuk meningkatkan jumlah permintaan di pasar.
Tetapi jika kenaikan jumlah penduduk saja yang tidak diimbangi
dengan kemajuan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang
lainnya tentunya tidak dapat menaikkan jumlah pendapatan dan
jumlah permintaan.

10.4 Teori Keynesian

Roy.F.Harrod dan Evsey. D. Domar merupakan 2 (dua) ahli
ekonomi setelah Keynes. Teori-teori dari dua tokoh ekonom ini
dikembangkan secara terpisah, Harrod menulis teoorinya pada
Economic Journal yang berjudul ‘An Essay on Dynamic Theory’ pada
tahun 1939, sedangkan pada tahun 1947 Domar menulis teorinya
pada American Economic Review yang berjudul ‘Expansion and
Employment’. Tetapi karena inti dari kedua teori ini sama, maka
digabungkan menjadi satu dengan sebutan teori Harrod-Domar
(Arsyad, 2015).
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10.4.1 Ahli Ekonomi Keynesian

Teori Harrod-Domar pertama kali terpublikasi pada
American Economic Review tahun 1947 yang berjudul Expansion
and Employment. Teori ini adalah pengembangan teori makro
ekonomi oleh Keynes yang mempunyai anggapan bahwa analisis
Keynes kurang mampu mengungkapkan permasalahan ekonomi
jangka panjang. Oleh sebab itu Harrod-Domar mencoba
menganalisis persyaratan apakah yang diperlukan agar
perekonomian dapat segera tumbuh serta berkembang dalam
jangka panjang. Teori ini berusaha menunjukkan persyaratan yang
dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh serta berkembang
dengan kokoh (steady growth). Dalam teori Harrod-Domar
akumulasi modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam
menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal

diperoleh melalui proses akumulasi tabungan (Yunianto, 2021).

Asumsi-asumsi dari Harrod-Domar, sebagai berikut:

1. Perekonomian dalam keadaan lapangan kerja penuh (full
employment) dan faktor produksi yang ada digunakan
secara penuh.

2. Perekonomian terbagi menjadi 2 (dua) sektor, yaitu sektor
rumah tangga dan sektor perusahaan

3. Tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya
pendapatan nasional

4. Kecenderungan untuk menabung besarnya tetap

Fungsi produksi dari Teori Harrod-Domar membentuk
L, hal tersebut disebabkan karena jumlah output yang
dihasilkan oleh kombinasi dari jumlah modal. Untuk
menghasilkan output sejumlah Q1 maka dibutuhkan L1
dan K1. Dan Kketika produsen mengubah kombinasi modal
maka akan mengubah output.
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Gambar 10.1. Kurva Fungsi Produksi Harrod-Domar
Sumber: Ekonomi Pembangunan (Arsyad, 2015)

inti dari teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar ini
menjelaskan mengenai kebutuhan suatu negara akan investasi.
Suatu negara dapat saja menyisihkan sebagian dari pendapatan
nasionalnya, tetapi untuk meningkatkan pertumbuhkan
ekonomi dibutuhkan investasi sebagai tambahan atas modal.

10.5 Teori Neo Klasik

Teori Neo-klasik menjelaskan mengenai bagaimana
faktor-faktor pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat
tumbuh dan stabil dengan memaksimalkan 3 (tiga) komponen
yang penting, yaitu modal, tenaga kerja dan teknologi. Suatu
negara dapat mengalokasikan sebagian dari pendapatan
nasional untuk menambah barang modal yang rusak. Tetapi
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan
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investasi sebagai salah satu upaya untuk menambah
cadangan bersih maupun stok modal. Setiap tambahan
cadangan bersih terhadap stok modal dalam bentuk sebuah
investasi yang baru, maka akan menghasilkan kenaikan jumlah
output nasional atau GNP (Gross National Product).
10.5.1 Ahli Ekonomi Neo-Klasik

Robert M. Solow dan T.W. Swan yang merupakan salah satu
ahli ekonomi pada masa Neo-Klasik. Berkembangnya teori ini
didasari oleh -analisis sebelumnya yang membahas mengenai
pertumbuhan ekonomi pada masa klasik. Model ini dikenal dengan
sebutan teori Solow-Swan, yang menggunakan variabel-variabel
seperti pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, teknologi, dan
besaran output yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Adapun
perbedaan utamanya dengan model Harrod-Domar yaitu model ini
memasukkan variabel kemajuan teknologi. Model Solow-Swan ini
menggunakan fungsi produksi sebagai model yang memungkinkan
terdapat substitusi antara Modal (K) dan tenaga kerja (L). Sehingga
dalam model Solow-Swan, persyaratan agar terjadi pertumbuhan
ekonomi yang baik menjadi kurang restriktif, hal tersebut
disebabkan karena substitusi tenaga kerja dan modal. Hal tersebut
artinya bahwa terdapat fleksibilitas pada rasio modal output dan
rasio modal tenaga kerja (Yunianto, 2021). Berikut gambar kurva
fungsi produksi neo klasik:
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Gambar 10.2. Kurva Fungsi Produksi Neo Klasik
Sumber: Ekonomi Pembangunan (Arsyad, 2015)

Kurva di atas menunjukkan bahwa fungsi produksi yang
ditunjukan oleh I; dan [,. Dimana tingkat output yang
dihasilkan dalam fungsi ini dapat dihasilkan dengan berbagai
kombinasi modal dan tenaga kerja. Selain itu, jumlah output
dapat mengalami suatu perubahan dalam kondisi jumlah
modal tetap. Contohnya, jika jumlah modal tetap sebesar K3,
maka jumlah output dapat ditingkatkan menjadi I, jika tenaga
kerja yang digunakan ditambah yaitu, L; menjadi L, (Arsyad
1999).

Model ini merupakan pengembangan formulasi
Harrord- Domar dalam menambahkan variabel yang kedua,
yaitu tenaga kerja serta memperkenalkan variabel ketiga,
yaitu tingkat teknologi ke dalam persamaan pertumbuhan.
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Perbedaan dari model Harrord Domar yang mempunyai asumsi
constant return to scale dengan model pertumbuhan neo-klasik
Solow yang menggunakan konsep diminishing returns dari
input modal dan tenaga kerja, jika keduanya di analisis secara
terpisah. Namun Kketika keduanya dianalisis secara
bersamaan, maka akan sama dengan analisis yang dilakukan
oleh Solow. Dimana kemajuan teknologi dianggap sebagai
faktor residu yang dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi
dalam jangka panjang serta tinggi rendahnya pertumbuhan
ekonomi tersebut oleh Solow maupun para ahli ekonomi
lainnya. Dengan asumsi bersifat eksogen atau tidak dipengaruhi
oleh faktor-faktor lain (Todaro, 2006). Suatu perekonomian
akan tetap mengalami peningkatan dalam kondisi tenaga kerja
penuh (full employment) dan modal akan digunakan sepanjang
waktu. Dapat dikatakan bahwa  perkembangan ekonomi
akan ditentukan oleh pertambahan jumlah penduduk,
akumulasi modal dan kemajuan teknologi.

10.6 Teori Pertumbuhan Endogen

Ketika teori neo-klasikal dianggap belum mampu
menjelaskan konsep dari pertumbuhan ekonomi dengan baik, hal
tersebut disebabkan oleh salah satu variabel utama yang dapat
menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat perkembangan
teknologi yang dianggap sebagai variabel eksogen. Teori ini
mencoba memasukkan proses teknologi secara endogenous agar
hasil output perusahaan ataupun industri yang diperoleh lebih baik
(Juhro and Trisnanto, 2018). Teori pertumbuhan Endogen
merupakan perbaikan dari teori Neo-klasik yang mempunyai
pandangan bahwa perkembangan teknologi sebagai faktor
pendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat
disebabkan dari sumber modal lainnya. Dalam artian, modal dapat
di definisikan secara luas bukan hanya modal fisik tetapi juga
modal non-fisik, misalnya pendidikan.
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Teori pertumbuhan Endogen merupakan salah satu teori yang
mempunyai isu baru dalam perkembangan teori pertumbuhan
ekonomi dalam kelompok neo klasik yang muncul pada akhir
tahun 1980an. Berawal dari muncul dalam salah satu jurnal yang
ditulis oleh Paul Romer dan Robert Lucas yang mengkritik model
pertumbuhan Solow melalui penjelasannya tentang kunci utama
pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Wijayanto, 2017).

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi dapat
disebabkan oleh sumber modal lain. Modal yang dimaksud
dapat diartikan lebih luas, tidak sebatas modal fisik akan
tetapi mencakup modal non-fisik seperti pendidikan. Faktor-
faktor dalam proses produksi menghasilkan pertumbuhan
ekonomi, misalnya pada skala ekonomi yang tinggi ataupun
perubahan teknologi yang dianggap sebagai faktor dari luar,
misalnya peningkatan jumlah populasi. Pada teori pertumbuhan
endogen dimana tingkat dari pertumbuhan ekonomi tergantung
pada satu variabel, yaitu tingkat pengembalian modal. Variabel
lainnya seperti inflasi, penurunan tingkat pengembalian, yang
nantinya dapat mengurangi jumlah akumulasi modal dan dapat
pula mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi yang merupakan
salah satu variabel penyumbang perbedaan utama antara model
pertumbuhan endogen dengan ekonomi neo-klasik
(Simanungkalit, 2020).
10.6.1 Ahli Ekonomi Teori Pertumbuhan Endogen

Salah satu pelopor dari model pertumbuhan endogen, yaitu
Paul M. Romer. Dengan model perkembangan teknologi yang
bergantung pada jumlah total investasi terhadap knowledge.
Jumlah total investasi terhadap knowlegde ditentukan dari
keputusan individu masing-masing setiap perusahaan. Investasi
terhadap knowledge ini dapat dilakukan melalui pengembangan
pada sektor R&D (Research and Development)(Juhro and Trisnanto,
2018). Suatu perusahaan dapat dikatakan lebih maju
dibandingkan dengan perusahaan lain, maka dibutuhkan
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stock knowledge yang lebih tinggi dengan perusahaan lain.
Dengan cara demikian, maka modal knowlegde dapat
mempengaruhi tingkat output dari perusahaan.

Teori Pertumbuhan Endogen memberikan kesimpulan
mengenai investasi terhadap modal fisik dan human capital yang
mempunyai peran pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka
panjang selanjutnya memberikan dorongan peran yang aktif
terhadap kebijakan publik untuk mendorong pembangunan
ekonomi melalui investasi yang telah dilakukan baik secara
langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan human
capital. Adapun peran dari pemerintah terhadap pertumbuhan
ekonomi dapat dijelaskan pengaruhnya pada perubahan konsumsi
dan pengeluaran untuk investasi publik serta penerimaan pajak
(Todaro, 2006).

Kelemahan dari teori Pertumbuhan Endogen ini masih
tetap bergantung pada asumsi-asumsi neo-klasik yang sering tidak
sesuai dengan perkembangan ekonomi. Contohnya, diasumsikan
bahwa hanya ada satu sektor produksi atau semua sektor bersifat
simetris. Hal tersebut tidak memungkinkan untuk realokasi tenaga
kerja dan modal yang menghasilkan pertumbuhan penting di
antara sektor-sektor

yang berubah selama proses perubahan struktural. Selain
itu pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang sering
terhambat oleh ketidakefisienan yang timbul akibat dari
infrastruktur yang buruk, struktur kelembagaan yang tidak
memadai, dan pasar modal dan barang yang tidak sempurna. Teori
pertumbuhan endogen dianggap mengabaikan faktor-faktor yang
sangat berpengaruh tersebut dalam penerapannya untuk studi
pembangunan ekonomi sangat terbatas terutama pada saat
membandingkan antar negara yang terlibat. Contohnya teori ini
gagal menjelaskan rendahnya tingkat pemanfaatan kapasitas
pabrik pada negara-negara berpenghasilan rendah yang
mempunyai modal langka. Selain itu, terdapat struktur insentif
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yang buruk yang bertanggung jawab atas lambatnya pertumbuhan
PNB (Produk Nasional Bruto) seperti rendahnya tingkat tabungan
dan akumulasi modal. Alokasi umum terjadi pada ekonomi yang
mengalami transisi dari pasar tradisional ke pasar komersial
menjadi tidak efisien. Teori ini telah mengabaikan dampak
pertumbuhan jangka pendek dan menengah, hal tersebut
disebabkan karena teori ini menekankan pada faktor penentu
pertumbuhan jangka panjang (Todaro, 2014).

10.7 Teori Schumpeter

Teori Schumpeter yang terkenal yang diterbitkan awalnya
menggunakan bahasa jerman dan kemudian diterbitkan kembali
dalam bahasa Inggris dengan judul ‘The Theory of Economic
Development’” pada tahun 1934. Setelah itu Schumpeter
menjelaskan teorinya ke dalam buku yang berjudul ‘Business Cycle’
pada tahun 1939 mengenai berjalannya proses pembangunan
serta faktor utama penentu pembangunan (Arsyad, 2015).
Schumpeter menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi terjadi
karena adanya suatu perubahan terutama pada sektor industri dan
sektor perdagangan (Hasan and Muhammad, 2018). Teori ini
membedakan definisi dari pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan ekonomi, walaupun tujuannya sama yaitu untuk
peningkatan  output masyarakat. Menurutnya, pembangunan
ekonomi akan maju jika setiap orang didorong untuk menghargai
dan menciptakan sesuatu yang baru dengan kata lain dibutuhkan
inovasi dan kreativitas, lingkungan yang paling cocok yaitu bagi
masyarakat yang menganut paham laissez-faire dan tidak untuk
masyarakat sosialis yang lebih kearah mematikan kreativitas
masyarakatnya (Arsyad, 2015).
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BAB 11
PEMBANGUNAN EKONOMI
BERKELANJUTAN

Oleh Kurnia Dwi Sari Utami

11.1 Definisi dan Konsep

Apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi
berkelanjutan? Munculnya konsep pembangunan ekonomi
berkelanjutan dibangun dari dua konsep yaitu berkelanjutan dan
pembangunan. Menurut Rivai & Anugrah, (2011) definisi
sederhana berkelanjutan adalah kepedulian terhadap pemenuhan
kebutuhan hidup generasi saat ini tanpa mengurangi kebutuhan
generasi akan datang. Awal konsep pembagunan berkelanjutan
dikenal hingga sekarang, lahir dari sebuah kritik terhadap fokus
utama dari pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi
yang tinggi namun dalam prosesnya banyak timbul dampak buruk
seperti degradasi kapasitas produksi dan kualitas lingkungan
karena eksploitasi yang terlalu masif. Pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan perlu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan
dari generasi mendatang dengan tidak melakukan pengurangan
kualitas sumberdaya yang tersedia.

Paradigma tentang pembangunan berkelanjutan sangat
multidimensi dan multiinterpretasi. Namun demikian, secara
umum pembangunan berkelanjutan mencangkup tiga aspek utama
yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan
berkelanjutan dari aspek sosial adalah terdapat kesetaraan dalam
memperolah pelayanan sosial seperti kesehatan, gender,
pendidikan dan pemenuhan aspirasi politik. Selanjutnya
pembangunan berkelanjutan menurut aspek ekonomi menganggap
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bahwa pembangunan secara terus-menerus harus menghasilkan
output baik output berupa barang maupun jasa agar pemerintahan
dapat terus berjalan serta dalam proses tersebut menjaga
keseimbangan antar sektoral yakni sektor industri dan sektor
pertanian. Dan terakhir berkelanjutan pada aspek lingkungan
diartikan sebagai lingkungan yang perlu dipelihara agar sumber
daya tetap stabil dengan mempertahankan keanekaragaman
hayati, stabilitas ruang udara dan fungsi ekosistem yang ada serta
tidak melakukan eksploitasi yang merusak lingkungan.

Dalam pengertian Cabezas et al, (2003) bahwa
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dipahami bertujuan
dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa mengorbankan
aspek sosial dan lingkungan yang merupakan landasan utama dari
keberlanjutan pembangunan ekonomi. Asas pemerataan tidak
hanya diperoleh generasi saat ini, tetapi juga dapat dirasakan oleh
generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pengelolaan
lingkungan dan sumber daya alam harus dilakukan dengan
bijaksana agar generasi yang akan datang memperoleh
kesempatan yang sama dalam memanfaatkannya. Pembangunan
berkelanjutan dalam aspek ekonomi dilandasi tujuan optimasi
ekonomi yang disertai oleh efisiensi alokasi sumber daya saat
melaksanakan kegiatan pembangunan. Pada praktiknya ditemukan
banyak permasalahan terutama dalam penerapan pembangungan
berkelanjutan dari aspek sosial dan lingkungan. Saat ini para
praktisi belum memperolah formulasi yang tepat bagi tujuan
pembangunan ekonomi yang dilaksanakan agar tercapai optimasi
ekonomi dan alokasi sumber daya dilakukan dengan efisien
sehingga tidak mengorbankan kondisi lingkungan yang telah
dilakukan pembangunan. Aspek ekonomi berusaha
memaksimalkan kesejahteraan manusia bersamaan dengan
kendala pengelolaan sumber daya dan tehnologi sumber daya
alam. Sumber daya alam sebagai modal dasar perlu dikonservasi,
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dimana konservasi yang dilakukan akan mendukung
pembangunan ekonomi jangka panjang.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan sehingga ketiga
aspek ini perlu diterapkan secara berimbang. Sistem sosial stabil
dan lingkungan yang sehat menjadi sumber bagi keberlangsungan
aktivitas ekonomi, sedangkan kesejahteraan ekonomi menjadi
unsur terpenting bagi tercapainya stabilitas sosial dan
terpeliharanya sumber daya serta lingkungan. Hampir sebagian
besar masyarakat setuju untuk menjaga keberlangsungan dan
keberlanjutan dari sumber daya maupun linkungan dengan baik.
Akan tetapi, kualitas lingkungan dan sumber daya kita semakin
menurun karena beberapa faktor seperti semakin terjadinya
peningkatan konsentrasi penduduk, muncul tehnologi baru, dan
meningkatnya kesejahteraan ekonomi. Tujuan-tujuan
keberlanjutan pada aspek lingkungan sangat penting. Namun
persoalannya adalah mengkoordinir agar tujuan-tujuan aspek
lingkungan tersebut sejalan dengan tujuan sosial dan tujuan
ekonomi karena hingga saat ini belum ada kesepakatan bersama
terkait permasalahan ini.

Bagi Hak et al, (2018) pembangunan berkelanjutan adalah
pembangunan yang tetap mempertahankan terjadinya
pembangunan itu dimasa mendatang dan tidak terbatas.
Pembangunan berkelanjutan juga dimaknai sebagai perbaikan
kualitas hidup yang disertai dengan penyesuaian terhadap kondisi
daya dukung lingkungan atau dikenal dengan continuing without
lessening yaitu meneruskan aktivitas tanpa adanya pengurangan
atau penurunan sumber daya.

11.2 Strategi Pembangunan Ekonomi

Berkelanjutan
Komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan yang
dikenal sebagai komisi Bruntland menyadari bahwa pembangunan
selama ini menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan sehingga
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diperlukan perlindungan dan pengelolaan secara bijak karena

dianggap sebagai modal dasar suatu pembangunan. Pembangunan

ekonomi berkelanjutan dimaknai solidaritas antar generasi sangat

penting dimana sering terabaikan dalam pembangunan. Terdapat

dua hal utama yang mendasari pembangunan tersebut, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan dasar dan pembangunan yang
memimak masyarakat miskin

2. Lingkungan sebagai faktor pembatas karena
karakteristiknya, tehnologi yang ada dan organisasi sosial
yang ada

Pada awal penerapan paradigma pembangunan ekonomi
berkelanjutan terdapat pertentangan antara negara maju dan
negara berkembang. Sebagian besar negara berkembang
memahami bahwa diperlukan upaya yang sangat besar untuk
menyamakan diri dengan negara-negara maju, akan tetapi
kehadiran konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi
permasalahan dalam mencapai upaya tersebut, yakni:

1. Rasa ketidakadilan yang muncul dengan dibatasinya
penggunaan sumber daya alam dalam pembangunan

2. Saat sedang mengupayakan kenaikan pertumbuhan
ekonomi, dipaksa untuk mengupayakan perlindungan
terhadap kondisi lingkungan yang sulit untuk dilakukan.
Sebagai contoh, pada saat Indonesia mencapai pertumbuhan
ekonomi melebihi 6 persen, apakah Indonesia telah
mengupayakan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 26
persen.

Banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan
pembangunan ekonomi berkelanjutan, diantaranya kontroversi
antarnegara maju dan berkembang serta merubah perilaku
manusia saat berinteraksi dengan lingkungan agar tidak terjadi
eksploitasi berlebihan. Adapun tantangan-tantangan besar yang
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dihadapi saat ini dalam penerapan pembangunan ekonomi
berkelanjutan salah satunya adalah penentuan nilai aset
lingkungan secara utuh.

Penentuan akurat dampak lingkungan yang akan dihadapi
saat dilakukan pembangunan sangat penting karena dapat
mengukur secara pasti besaran nilai aset lingkungan tersebut
sehingga apabila suatu pembangunan memberikan dampak negatif
maka biaya pemulihan dan pengelolaan lingkungan yang
terdegradasi tersebut dapat diperhitungkan diawal pengambilan
keputusan  pembangunan dilakukan. Untuk melakukan
pengukuran terhadap aset lingkungan telah digunakan beberapa
tehnik pengukuran, namun pada kenyataaannya penilaian aset
lingkungan secara utuh sangat sulit dilakukan karena memerlukan
valuasi menyeluruh.

Tantangan besar lainnya adalah penentuan secara akurat
ambang batas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
yang tidak mengganggu ekosistem didalamnya. Saat ini,
pengetahuan mengenai keterkaitan antara aktivitas manusia
dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan masih parsial
dimana manusia belum dapat merespons dengan tepat terkait
adanya perubahan lingkungan akibat kegiatan pembangunan yang
sangat kompleks meskipun hal tersebut sangat dibutuhkan saat
pengambilan keputusan.

Terdapat banyak inovasi yang dikembangkan dalam
mengukur perkiraan dampak negatif suatu pembangunan. Sebagai
contoh awal penggunaan CFC (chlorofluoracarbon) tidak
memperkirakan dampak bagi lapisan ozon. Salain itu, program
revolusi hijau oleh pemerintah yang tidak memperkirakan dampak
negatif dari penggunaan pestisida dan pupuk buatan secara masif.
Pemanfaatn sumber daya alam sudah dilakukan sejak dulu, namun
demikian beleum semua karakterisktik sumber daya alam dapat
diketahui seberapa besar pengukuran sevara pasti daya regenerasi
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dan daya pulih pada setiap sumber daya alam yang digunakan
dalam proses pembangunan.

Lingkungan masih  dipenuhi ketidakpastian dan
mempunyai ambang batasnya, akan tetapi bukan berarti
peningkatan  kesejahteraan = ekonomi  masyarakat harus
diminimalkan. Telah banyak kajian lingkungan berbasis ilmu
pengetahuan dan tehnologi dilakukan untuk mengurangi derajat
ketidakpastian tersebut sehingga terkait menentukan besar
ambang batas lingkungan dapat diketahui dengan adanya kajian
terus-menerus. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang
dapat dilakukan untuk menentukan besar ambang batasnya.

Pertama, marancang kebijakan dan kelembagaan yang
tepat dalam menetapkan skala prioritas agar pembangunan
ekonomi dapat dijalankan secara berkelanjutan. Usaha-usaha
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan
dilakukan dengan tetap melindungi kondisi lingkungan dan
sumber daya alam yang semakin terdegradasi karena
pembangunan yang kurang tepat sehingga diperlukan reorientasi
arah pembangunan.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah, darimana harus
memulainya?, kebijakan seperti apa yang dibutuhkan agar
pelaksanaan pembagunan tidak menimbulkan dampak degradasi
lingkungan?, serta kelembagaan seperti apa yang dapat mengelola
pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan? Ketiga
pertanyaan ini bisa terjawab dengan mengaitkan konsep
pembagunan berkelanjutan Sala et al, (2012) dan merancang
strategi yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi sekarang.
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Kedua, menyelesaikan permasalahan finansial karena pada
negara-negara berkembang ditemui kesulitan dalam menentukan
prioritas perbaikan kualitas lingkungan hidup. Sebagai contoh
penanganan masalah pencemaran air dan udara, manakah yang
harus diprioritaskan dengan memperhatikan kondisi finansial
negara? Bebebapa kasus dinegara maju yang memprioritaskan
pemulihan kondisi sungai yang tercemar, akan tetapi perhitungan
ekonomi menunjukkan bahwa perbaikan kualitas udara akan lebih
bermanfaat dalam jangka panjang.

Ketiga, menciptakan suatu kondisi masyarakat yang
berkelanjutan, dimana kunci kesuksesan dari suatu pembangunan
adalah peran aktif dari masyarakat. Eksploitasi lingkungan
menimbulkan dampak-dampak negatif terutama yang merasakan
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dampak terbesar yaitu masyarakat miskin. Karena pada
masyarakat menengah kebawah, mereka tidak memiliki
perlindungan diri apabila terjadi kerusakan lingkungan. Upaya
melindungi lingkungan harus diarahkan untuk kepentingan
masyarakat menengah kebawah, khususnya masyarakat miskin.
Sangat disadari bahwa kesuksesan pembagunan pada lingkungan
hidup bergantung pada seberapa besar manfaat yang dirasakan
oleh masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan perlu diarahkan agar
lebih memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat dan mengurangi
otoritas pemerintah.

Terdapat empat hal yang perlu diterapkan masyarakat agar
tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat tercapai yaitu
pertama, promosi pendidikan, pelatihan dan dukungan publik
untuk lingkungan. Kedua, melindungi dan mempromosikan
kesehatan manusia yang berfokus pada akses masyarakat terhadap
fasilitas medis terutama di daerah pedesaan, pengendalian
penyakit menular, risiko pencemaran limbah, dan risiko ekologis.
Ketiga, mengurangi tingkat kemiskinan melalui akses masyarakat
miskin terhadap mata pencaharian yang berkelanjutan,
mendorong pembangunan kualitas sumber daya manusia dan
kebijakan investasi yang mendorong peningkatan mutu sumber
daya manusia. Selanjutnya, meniadakan pembangunan yang
mengancam demografis dimana hanya berfokus pada
pertumbuhan populasi terutama di negara-negara berkembang.

Mempertahankan unsur-unsur umum, rasional dan
berguna dari tiga konsepsi tentang perlindungan sumber daya
alam dapat mengarah pada satu konsep umum yakni rekonsiliasi
manusia dengan alam dan dengan dirinya sendiri. Konsep ini
menjelaskan bahwa harus menjaga dan mengelola kondisi sumber
daya alam dalam aktivitas ekonomi, keseimbangan ekologi,
kesehatan bumi dan kemajuan sosial. Dengan demikian, hal
tersebut melibatkan perubahan sikap yang mengarah pada
pencegahan kerusakan kondisi lingkungan dalam hal keselarasan
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antara produksi output dan lingkungan. Analisis komponen-
komponen pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa potensi
dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan berubah sangat
lambat, sedangkan pembangunan sosial ekonomi berubah dengan
sangat cepat.

11.3 Indeks Pembangunan EKonomi

Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu
indikator keberhasilan suatu proses pembangunan. Proses
pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya
meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan
atau memperluas lapangan kerja yang pada akhirnya akan
mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan
pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Akan tetapi, dalam
praktiknya saat pertumbuhan ekonomi suatu negara tinggi
ternyata menimbulkan dampak terhadap peningkatan jumlah
lahan kritis. Lahan kritis adalah lahan yang mengalami degradasi
lingkungan sehingga tidak dapat berfungsi lagi sebagai penahan air,
pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro, dan retensi
karbon (Statistics & Indonesia, 2012).

Menurut Fauzi & Oktavianus, (2014) Kegiatan ekonomi yang
semakin pesat dan bertambahnya jumlah penduduk akan
berkontribusi pada peningkatan penggunaan sumber daya alam
dan peningkatan limbah lebih besar yang berpengaruh pada daya
dukung lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa
meningkatnya kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi
suatu negara yang bertujuan menyejahterakan masyrakat harus
dibayar dengan mahalnya ongkos perbaikan sosial dan lingkungan.

Menurut Cristian et al, (2015) pertumbuhan ekonomi yang
pesat dengan perolehan manfaat yang sebesar-besarnya terutama
pada negara-negara berkembang, menimbulkan beban yang berat
terhadap lingkungan. Dari perspektif pembangunan ekonomi
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berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus meminimalkan
dampak negatif bagi lingkungan. Pembangunan harus dipahami
sebagai suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan
besar dalam struktur sosial, kondisi masyarakat, dan kelembagaan
nasional yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan
ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan.

Pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, salah satu
tehnik untuk mengukur capaian pembangunan ekonomi
berkelanjutan adalah dengan menggunakan analisis multikriteria
yang memfasilitasi agar tujuan pembangunan dapat selaras,
dimana dapat memberikan alternatif keputusan untuk mencapai
tujuan yang sifatnya multidimensi. Nilai ekonomi pada
pemanfaatan sumber daya alam dapat diukur dalam bentuk
moneter, sedangkan dampak negatif yang timbul dari pemanfaatan
sumber daya alam yang ditinjau dari segi sosial dan lingkungan
lebih kompleks untuk dinilai dalam bentuk moneter.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur
pembangunan ekonomi berkelanjutan pada tahap awal yaitu
diidentifikasi terlebih dahulu tiga pilar pembangunan yang
berkelanjutan diantaranya capaian pembangunan dari aspek
ekonomj, sosial, dan lingkungan. Pada penelitian (PPN & Bappenas,
2020) dijelaskan bahwa indikator ekonomi menggunakan PDRB
per Kkapita, distribusi pendapatan dan persentase investasi
terhadap PDRB. Selanjutnya indikator sosial yang digunakan
meliputi kematian balita, jumlah anak yang mencapai wajib belajar
9 tahun yang saat ini wajib belajar menjadi 12 tahun, dan jumlah
pengangguran. Pada indikator lingkungan mencangkup kadar
karbon dioksida, oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai zat-zat
organik pencemar (COD), dan penutupan lahan (land cover).

Konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan perlu
mengintegrasikan ketiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan
lingkungan dimana indikator yang tepat masih terus
dikembangkan. Disamping itu, agar membantu negara-negara
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dalam pengambilan keputusan yang fokus terhadap pembangunan
ekonomi berkelanjutan, dalam hal ini komisi pembangunan
berkelanjutan PBB menyusun indikator yang dijadikan tujuan
capaian pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dikenal
sebagai SDGs. SDGs berlaku secara universal sehingga bukan hanya
negara-negara berkembang tetepi juga negara maju memiliki
beban moral untuk mencapai target SDGs.

Dalam penyusunan indikator, terkait dengan pengembangan
konsep SDGs (Suistanable Development Goals) pembangunan
ekonomi berkelanjutan seharusnya dapat menjamin keberlanjutan
baik lingkungan hidup maupun sumber daya alam terutama yang
berkaitan dengan isu terkini yaitu ketahanan pangan, ketahanan
energi, dan ketahanan air. Pembangunan ekonomi berkelanjutan
didasarkan pada optimasi ekonomi dan efisiensi aloasi sumber
daya alam yang menjadi acuan kebijakan dan pelaksanaan setiap
kegiatan proyek pembangun.
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BAB 12
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN
GLOBALISASI

Oleh Baginda Parsaulian

12.1 Konsep Globalisasi

Selama tiga puluh lima tahun terakhir, transformasi yang
sangat serius telah terjadi pada ekonomi dunia. Beberapa aspek
dari transformasi ini terjadi seiring dengan meningkatnya peran
pasar yang menyebabkan peran masyarakat secara fisik semakin
berkurang, transaksi ekonomi antar negara meningkat pesat dan
juga menyebabkan transaksi keuangan nasional serta internasional
berkembang pesat. Singkatnya, prospek transformasi ini dibentuk
oleh kebangkitan neoliberalisme, globalisasi dan finansialisasi
(Epstein, 2005).

Smith, Ricardo dan Malthus telah menyatakan bahwa pada
saat perkembangan Kkapitalis meluas dengan cepat maka
pertumbuhan ekonomi akan menjadi pusat dalam proses tersebut.
Dampak bertahap dari globalisasi tersebut berasal dari Barat
kemudian menjalar ke seluruh dunia menjadi bagian dari proses
perubahan yang lebih luas dalam Ekonomi Dunia. Modal Eropa
meningkatkan dominasinya atas perdagangan dunia melalui
kebijakan = komersial  ekspansionis  (Wallerstein, 1979).
Pertumbuhan ekonomi mendorong perdagangan, kebutuhan untuk
mengekspor dan perubahan teknologi lainnya merupakan bagian
dari alasan penurunan peran feodalisme diseluruh dunia. Transisi
dari feodalisme ke kapitalisme ini dimulai di Barat dan berdampak
ke seluruh dunia.
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Selama akhir 1980-an dan 1990-an, neoliberalisme dan
istilah asosiasinya “globalisasi” menjadi kata yang ramai di banyak
debat akademis. Terutama di antara mereka yang menggunakan
konsep tersebut untuk menggambarkan tombak kapitalisme
global, pasar, peran negara yang menurun dan globalisasi
masyarakat sipil. (Harvey, 2005; Saad-Filho dan Johnston, 2005).

Model Keynesian menjadi kebijakan yang diterima baik
oleh pemerintah maupun korporasi di dunia oleh karena negara
mampu merangsang ekonomi global yang saat itu digerakkan oleh
krisis kemudian dirusak oleh dua perang dan resesi besar di akhir
tahun 1920-an. Model Keynesian mengalami ujian besar pada
pertengahan 1970-an dengan krisis ekonomi dunia. Pada masa
tersebut, intervensi negara mulai disajikan sebagai masalah. Lebih
lanjut, ekonom monetaris Milton Freedman menuduh campur
tangan pemerintah di pasar bebas sebagai penyebab krisis
ekonomi. Dia berpendapat bahwa pemerintah tidak dapat
mengontrol jumlah uang beredar. Ekonom lainnya seperti Von
Hayek dan Robert Lucas sangat gencar menentang intervensi
negara, karena tidak efisien, tidak mampu dan menghasilkan
pemborosan (Garrison, 1992). Mereka semua mengklaim bahwa
ekonomi dapat menyelesaikan masalahnya dan mencapai
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui pasar bebas dan
perdagangan  bebas.  Ketidakmampuan  negara  untuk
menyelesaikan krisis ekonomi memungkinkan neoliberalisme
secara bertahap berhasil mengisi kesenjangan ideologis.

Konsep globalisasi pertama kali dicetuskan dalam sebuah
artikel tentang distribusi dan penggunaan sumber daya oleh
ekonom Inggris W. Foter pada tahun 1833, kemudian disebutkan
juga pada tanggal 4 April 1959 di majalah “The Economist”.
Efektivitas globalisasi kontemporer didasarkan pada studi
penelitian Garett Hardin tentang alokasi dan pemanfaatan sumber
daya yang ditulis pada tahun 1968 (Karabigak, 2002). Globalisasi,
yang secara historis merupakan fenomena yang lebih baru, telah
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disertai dengan serangkaian perubahan dan transformasi sejak
tahun 1980-an. Disintegrasi Uni Soviet, berakhirnya Perang Dingin,
kemajuan teknologi dalam komunikasi dan pemrosesan data serta
tuntutan dan peraturan yang dibawa oleh pihak kapitalis yang
menguasai ekonomi karena akumulasi modal yang meningkat
semuanya telah mempercepat globalisasi. Perekonomian dunia
mengalami fase restrukturisasi sepanjang tahun 1980-an, seiring
dengan proses globalisasi, negara-negara maju telah mulai
menerapkan kebijakan yang akan meliberalisasi pasar keuangan
untuk menciptakan area investasi yang lebih menguntungkan,
sementara negara-negara berkembang telah melakukan hal yang
sama untuk menyimpan dana yang mereka butuhkan untuk
membiayai pertumbuhan mereka.

Konsep globalisasi diklasifikasikan dalam tiga judul:
globalisasi ekonomi, globalisasi sosial dan globalisasi politik.
Globalisasi ekonomi yang menjadi ruang lingkup studi ini mengacu
pada integrasi ekonomi dunia sebagai akibat dari penyebaran
teknologi yang cepat, arus modal internasional dan peningkatan
perdagangan barang dan jasa lintas batas (Shangquan, 2000).
Dengan kata lain, globalisasi ekonomi adalah pencapaian integrasi
negara-negara berkat penurunan tembok pabean, tarif, kuota, dan
batasan modal yang memisahkan ekonomi satu sama lain dan
membuat barang, jasa, tenaga kerja, dan modal bergerak lebih
cepat dan lebih mudah antar negara. (Adigiizel, 2013). Ada tiga
faktor penentu dalam peningkatan pesat globalisasi ekonomi.
Unsur-unsur ini dapat disebutkan sebagai perubahan dalam
struktur produksi dengan internasionalisasi produksi, perluasan
perdagangan barang dan jasa internasional dan peningkatan
pergerakan modal internasional (Mrak, 2000).

Globalisasi digambarkan bersama dengan proses yang
bergerak maju dua arah dalam spektrum lokal-universal,
menunjukkan konsepsi yang sangat dinamis dan bervariasi, jauh
dari struktur statis. Globalisasi terus menyebar ke berbagai wilayah

Ekonomi Pembangunan 159



di dunia seiring berjalannya waktu dan terus menyesuaikan
strukturnya saat ini dengan memasukkan inisiatif dan gerakan
baru ke dalam ruang lingkupnya (Bayar, 2008). Meskipun tidak
mudah untuk menegaskan definisi yang jelas tentang globalisasi,
namun dapat dinyatakan sebagai kemajuan interaksi dan saling
ketergantungan antara masyarakat dan pemerintah di berbagai
wilayah dunia dalam proses saling integrasi ekonomi lintas batas
dan integrasi nasional ekonomi ke pasar dunia sebagai akibat dari
mobilitas progresif barang, jasa dan modal.

Sebagai sebuah konsep, globalisasi menunjukkan integrasi
transnasional bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya dengan
beberapa nilai umum yang melampaui batas lokal dan nasional
(Adigtizel, 2013). Terlihat bahwa mobilitas manusia, barang, modal,
informasi dan teknologi antar perbatasan semakin meningkat
seiring dengan proses globalisasi. Ada perbedaan pendapat tentang
kapan globalisasi pertama kali dimulai.Alasan utamanya adalah
fakta bahwa fenomena globalisasi memiliki struktur multilateral
yang digunakan di berbagai bidang seperti sosial, budaya, politik,
ekonomi dan pemerintahan. Beberapa pendekatan dan beberapa
peristiwa diambil sebagai dasar dari awal proses globalisasi.
Sementara beberapa berpendapat bahwa globalisasi telah ada
sejak awal sejarah, beberapa berpendapat bahwa globalisasi adalah
usia yang sama dengan modernisasi dan kapitalisme. Beberapa
pandangan membela bahwa globalisasi telah bersatu dalam
konteks ide-ide yang berkaitan dengan pembubaran masyarakat
industri dan tatanan kapitalis.

Optimisme tentang manfaat globalisasi ini tidak dimiliki
oleh semua akademisi, karena globalisasi menghasilkan
pertumbuhan yang buruk dan polarisasi kekayaan: apa yang
disebut Collier sebagai 'Bottom one Billion' (2008). Akibatnya, ada
kritik besar terhadap Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional
pada paruh kedua tahun 1990-an, terutama dengan Kkrisis
keuangan dan ekonomi Asia. Tanggapan dari lembaga-lembaga ini
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sangat kuat. Mereka terus percaya bahwa liberalisasi, deregulasi,
dan privatisasi merupakan cara terbaik untuk pertumbuhan dan
pembangunan.

Fenomena globalisasi tidak hanya mengandung satu
dimensi dan seluruh dunia juga tidak terpengaruh dengan cara
yang sama. Konsep globalisasi terdiri dari tiga elemen yang saling
berhubungan; seperti perluasan pasar, perubahan struktur
pemerintahan dan kelembagaan, serta munculnya tren sosial dan
politik baru. Hal ini bukanlah pendekatan teoretis yang saling
menggantikan, tetapi masing-masing mewakili aspek globalisasi
yang berbeda. Globalisasi pada dasarnya terkait dengan isu-isu
seperti perusahaan atau investasi multinasional, perdagangan
internasional, regionalisme, keuangan global, pengambilan
keputusan nasional, organisasi non-pemerintah global dan
lembaga internasional serta memiliki kerangka kerja pemerintah
dan masyarakat yang saling bergantung. (Toprak, 2001).

12.2 Pengukuran Dampak Globalisasi

Mengenai bagaimana globalisasi mempengaruhi suatu
negara, perlu dipahami tidak hanya dampaknya tetapi juga untuk
mengelolanya (Samimi, 2011). Selain itu, berbagai indeks mulai
dikembangkan untuk menjelaskan masalah yang sering
dibicarakan oleh para pendukung dan penentangnya, dampak
positif dan negatifnya dan diperjelas dengan membandingkan
indikator ekonomi makro.

Data Bank Dunia tentang Indikator Pembangunan Dunia
juga dapat dilihat sebagai tanda globalisasi: PDB per kapita di dunia
meningkat dengan rata-rata jarang tahunan sebesar 2% selama
periode 1980-2005; Jika dilihat dari segi wilayah, tampaknya ada
pertumbuhan pesat di Asia Timur dan Selatan, pertumbuhan
lambat di Amerika Latin, dan stagnasi di Afrika. Meskipun telah
terjadi penurunan angka kematian bayi yang signifikan di berbagai
wilayah, diketahui bahwa rata-rata dunia turun dari 6,45%
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menjadi 3,75%. Telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam
harapan hidup di semua wilayah kecuali untuk ekonomi transisi
dan Afrika. Diketahui juga bahwa lama pendidikan telah meningkat
di hampir setiap wilayah dan rata-rata dunia telah meningkat
menjadi 6 tahun dari 4,4 tahun antara tahun 1980-1999. Dalam hal
demokrasi, kecuali China dan Timur Tengah, dunia telah
mengambil langkah penting menuju demokratisasi (Yay, 2009;
Shleifer, 2009). Globalisasi menyebabkan berbagai dampak (Held
etal. 1999, Yeldan (2002), Balay, 2004) sebagai berikut :

a. Dampak Positif

1.
2.
3.

4,
5

Globalisasi menghilangkan batas waktu dan tempat serta
peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam skala global.
Keadilan, kebebasan, kesetaraan menjadi milik bersama
dalam skala global

Globalisasi berdampak positif di bidang kesehatan, dan
ditemukan obat untuk beberapa penyakit kronis
Pergerakan bebas tenaga kerja antar Negara

Globalisasi mengadopsi Kebijakan pendidikan internasional

b. Dampak nagatif

1.

Dengan tren globalisasi muncul negara-negara yang
mengaku sebagai kekuatan global dan negara-bangsa yang
harus berintegrasi dengan negara-negara itu serta terpapar
pada pengaruh budaya, sosial dan ekonomi.

Globalisasi merupakan keuntungan bagi negara-negara
yang telah melakukan industrialisasi lebih awal, sedangkan
merupakan kerugian bagi negara-negara yang terlambat
menyelesaikan industrialisasinya.

Globalisasi memampatkan negara-negara antara tradisi dan
nilai-nilai global

Dimensi ekonomi, sosial dan politik dari globalisasi dan

hubungan perdagangan luar negeri dianalisis membuktikan bahwa
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pengaruh terbesar dari globalisasi adalah pada dimensi ekonomi.
Di negara-negara berkembang, sebagian besar barang konsumsi
dasar, investasi, dan barang setengah jadi diperoleh dengan cara
impor. Oleh karena itu, integrasi negara-negara tersebut ke dalam
ekonomi global menciptakan interaksi yang signifikan dalam
struktur  produksi dan konsumsi nasional. Ekonomi
mengintegrasikan negara-negara dengan ekonomi dunia dan
tingkat globalisasi diukur dengan membagi perdagangan luar
negeri mereka dengan GNP (produk domestik bruto) mereka
(Dorman, 2000). Peningkatan perdagangan global dapat
didasarkan pada berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut adalah
sebagai berikut; potongan tarif bea cukai, pengurangan atau
pencabutan kuota, penurunan biaya transportasi dan komunikasi,
strategi pemasaran global, adanya organisasi untuk meningkatkan
perdagangan regional (Adigtizel, 2013). Semua faktor ini dan data
jangka panjang menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri
memiliki andil besar dalam perekonomian nasional.

Indeks KOF digunakan untuk mengukur globalisasi. Indeks
KOF pertama diperkenalkan oleh Dreher pada tahun 2002 dan
diperbaharui serta dirinci tahun 2008 oleh Dreher, Gaston dan
Martens. Indeks KOF meliputi dimensi ekonomi, sosial dan politik.
Rasio KOF untuk ekonomi adalah (36%), sosial (37 %) dan politik
(26%) . Rasio KOF untuk ekonomi mengandung 50% aliran aktual
dan 50% batasan bahwa aliran aktual mencakup 21%
perdagangan, 28% investasi asing, 24% dari investasi portofolio
dan 27% dari pendapatan yang dibayarkan kepada warga negara
asing. Batasan juga mencakup 24% hambatan impor tersembunyi,
tarif rata-rata 27%, pajak perdagangan internasional 26%,
pembatasan akun modal 23%. KOF sosial mencakup 34%
informasi tentang orang tersebut dan 35% data terkait dengan
aliran informasi dan 31% data tentang kedekatan budaya
informasi tentang orang tersebut, termasuk 25% lalu lintas
telepon, 3% transfer sebagai persentase dari (GDP), 26%
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pariwisata internasional, 21% penduduk asing (% dari total
penduduk) dan 24% surat internasional (per kapita). Data terkait
kecacatan informasi juga mencakup 33% pengguna Internet (per
1.000 orang), 36% TV (per 1.000 orang) dan 31 persen
perdagangan surat kabar (% dari PDB). Informasi tentang
kedekatan budaya mencakup 45% restoran McDonald's (per
kapita), 45% toko lkea (per kapita) dan 10% perdagangan buku
(persen dari PDB). KOF politik mencakup 25% kedutaan di dalam
negeri, 28% keanggotaan dalam organisasi internasional, 22%
firma dalam misi Dewan Keamanan PBB, dan 26% perjanjian
internasional.  Secara  keseluruhan, globalisasi ekonomi
memperkecil jarak peredaran barang, modal dan jasa serta
informasi. Globalisasi politik menunjukkan diseminasi kebijakan
pemerintah. Globalisasi sosial mewakili penyebaran ide, informasi,
gambar dan orang. Semua indikator globalisasi ditempatkan dalam
kisaran antara nol hingga seratus (nilai yang lebih tinggi
menunjukkan globalisasi yang lebih besar).

12.3 Globalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Istilah  "Globalisasi" dan "Pertumbuhan Ekonomi"
merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Globalisasi dapat
terdiri dari integrasi ekonomi, integrasi politik dan integrasi sosial.
Setiap faktor globalisasi mungkin menjelaskan berbagai dimensi
penting yang tergabung dalam ketiga sub-bagian tersebut. Yang
terpenting, globalisasi dapat dimaknai sebagai integrasi pasar
barang dan jasa, integrasi pasar modal, pertukaran budaya,
kesepakatan migrasi dan/atau berbagai unsur-unsur yang berbeda
tersebut. Menurut teori, pertumbuhan dan globalisasi memiliki
hubungan dukungan yang identik di mana pertumbuhan ekonomi
suatu negara yang lebih tinggi mendorong jumlah arus masuk dan
keluar perdagangan yang lebih besar.

Perdagangan sebagai “mesin pertumbuhan” globalisasi
menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi  (Robertson,1940).
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Perdagangan merupakan alat untuk ikut dalam globaliasasi
(Kravis, 1970) dimana perdagangan mendorong transaksi barang
dan jasa secara bebas antar negara. Dampak globalisasi pada
pertumbuhan ekonomi berbeda antar Negara. Data World Bank
tahun 2002 membuktikan hal itu tersebut dimana India dan China
memiliki tingkat pertumbuhan PDB sekitar 6% untuk India dan
10% untuk Cina, karena kedua negara aktif dalam membuat
ekonomi mereka ramah bagi perdagangan asing dan investasi
antara periode waktu 1980-2000. Penting untuk ditekankan
bahwa tren modern globalisasi telah terjadi umumnya didorong
oleh dua komponen: pertama, menghasilkan perubahan teknologi
penurunan yang terlihat dalam biaya transportasi dan informasi
dan komunikasi di antara negara-negara dan kedua, keputusan
kebijakan dipraktekkan lebih kuat struktur integrasi lokal dan
internasional. Namun, efek globalisasi masih menjadi bahan diskusi
yang luas dan intens (Fischer, 2003). itu menghasilkan pecundang
dan pemenang, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar
perbatasan. Jelas Globalisasi bukan hanya sebuah pendekatan
untuk mendorong pertumbuhan di seluruh dunia, tetapi
merupakan cara untuk mengurangi diskriminasi ekonomi dan
ketidaksetaraan juga (Bhagwati, 2004; Srinivasan & Bhagwati,
1999). Mungkin memang begitu karena globalisasi dan itu terdiri
dari beberapa besaran yang berbeda. itu mencakup setidaknya tiga
aspek yaitu ekonomi, sosial dan politik (Dreher, 2006).

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan
transportasi, komunikasi dan hubungan teknologi antar negara,
mobilitas keuangan dan faktor produksi antar negara juga
meningkat. Peningkatan ini menyebabkan globalisasi semakin
cepat. Globalisasi biasanya disebut sebagai proses integrasi barang
dan pasar modal dalam perdagangan dunia. Oleh Kkarena itu,
globalisasi yang dipicu oleh kemajuan dalam komunikasi dan
teknologi dapat didefinisikan sebagai integrasi proses pasar dunia
dan peradaban. Globalisasi menyediakan proses membangun
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jaringan koneksi antar aktor di jarak intra- atau multi-benua,
dimediasi melalui berbagai arus termasuk orang, informasi dan ide,
modal, dan barang. Globalisasi, oleh karena itu, adalah proses yang
melampaui batas-batas negara, menggabungkan ekonomi nasional,
budaya, teknologi dan pemerintahan, dan menghasilkan hubungan
saling ketergantungan yang kompleks (Gygli et al,, 2018).

Konsep bahwa dunia telah diubah menjadi komunitas
universal sangat luas diterima di seluruh dunia. Globalisasi dapat
diungkapkan dalam beberapa aspek misalnya, (Curry, 2000)
globalisasi berarti mengikuti tren global terutama untuk
mempromosikan teknologi, interaksi ekonomi, politik dan budaya
antara negara, orang, masyarakat, bisnis dan pemerintah. Tren
globalisasi terjadi umumnya didorong oleh perubahan teknologi
yang mengakibatkan lalu lintas pertukaran informasi dan
komunikasi antar negara yang semakin mudah dan cepat namun
efek globalisasi masih menjadi bahan diskusi yang luas dan intens
(Fischer, 2003). Globalisasi menghasilkan pihak yang mendapat
keuntungan dan juga menghasilkan pihak yang dirugikan
pemenang. Globalisasi secara teoritis bukan hanya sebuah
pendekatan untuk mendorong pertumbuhan di seluruh dunia
tetapi merupakan cara untuk mengurangi diskriminasi ekonomi
dan ketidaksetaraan juga (Bhagwati, 2004; Srinivasan & Bhagwati,
1999) disebabkan globalisasi mencakup setidaknya tiga aspek
yaitu ekonomi, sosial dan politik (Dreher, 2006).

Telah dilakukan beberapa penelitian yang membahas
hubungan antara globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Dreher
(2005) menyelidiki hubungan antara globalisasi dan pertumbuhan
ekonomi menggunakan data dari 123 negara dari 1970 sampai
2000. Temuan menunjukkan bahwa globalisasi mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi secara positif. Pelajaran ini menunjukkan
bahwa semakin banyak negara beralih ke globalisasi, semakin
banyak pertumbuhan yang terjadi dalam perekonomiannya. Lebih-
lebih lagi, Studi Husain (2000) menunjukkan bahwa globalisasi
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mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui
berbagai saluran. Saluran ini adalah perdagangan internasional,
integrasi keuangan, aliran tenaga Kkerja internasional dan
perubahan teknis. Studi menunjukkan bahwa saluran bahwa
globalisasi dapat mempromosikan kontribusi untuk ekonomi
pertumbuhan. Namun, Chang dan Lee (2010) memeriksa
hubungan antara indeks globalisasi umum termasuk
komponennya yaitu ekonomi, sosial dan indeks globalisasi politik,
dan ekonomi pertumbuhan 23 negara OECD. Temuan
menunjukkan bahwa ada hubungan yang lemah antara varian dan
kausalitas dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang, ada
hubungan satu arah antara umum, ekonomi, dan sosial globalisasi
dan pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa keterbukaan yang
lebih dalam ekonomi suatu negara mengarah ke pertumbuhan
ekonomi.

Selain itu, Kleinert (2012) menemukan keterbukaan
mendorong kegiatan ekonomi skala besar serta realokasi tenaga
kerja antara ekonomi yang berpartisipasi. Hal ini membutuhkan
penciptaan lapangan kerja baru. Syekh dan Syah (2008)
menyelidiki dampak globalisasi dimana hasilnya memperjelas
bahwa globalisasi berdampak pada kinerja makro ekonomi suatu
negara secara positif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini
berarti bahwa pemerintah dapat menggunakan globalisasi sebagai
kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Paradigma
globalisasi sebagai energi pertumbuhan ekonomi memiliki dua
komponen mendasar. Terutama, diklaim bahwa globalisasi lebih
mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kedua
globalisasi memberikan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi.
Dollar (2001) menjelaskan hubungan antara pertumbuhan dan
globalisasi diyakini sebagai hubungan liberalisasi perdagangan dan
investasi asing langsung yang mengarah ke modernisasi yang cepat
dan karena itu menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat.
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Globalisasi bukanlah fenomena penyebab terburuk dan
krisis tetapi globalisasi membawa banyak parameter berbeda
dengan faktor risiko bagi negara. Parameter ini yang memiliki
relevansi khusus wuntuk negara-negara terbelakang dan
berkembang sehingga dapat memberikan konsekuensi jika tidak
dianalisis dengan benar. Meskipun globalisasi menawarkan
beberapa peluang bagi negara-negara terbelakang dan
berkembang, globalisasi menguntungkan negara-negara yang lebih
maju. Globalisasi dengan dampak yang begitu luas diperkirakan
akan memberikan peluang baru dan risiko (atau bahaya) baru
kepada negara-negara seperti yang ditunjukkan oleh konsep
paradoks globalisasi.

Dengan kata lain, fenomena globalisasi mengarah pada
paradoks dengan memunculkan dua dinamika yang berbeda, yang
satu mendukung globalisasi dan yang lain menentangnya.
Pertumbuhan ekonomi, kebangkitan perdagangan luar negeri,
penyediaan persaingan dan akhirnya penguatan lebih lanjut dari
perusahaan multinasional adalah pandangan demi kepentingan
terbaik globalisasi. Sebaliknya, menurut Giddens, globalisasi adalah
proses yang dapat bersifat merusak sekaligus konstruktif. Karena
alasan ini, negara-negara terbelakang dapat terkena dampak
buruknya dari waktu ke waktu. Ini dapat menyebabkan ekonomi
memonopoli atau mungkin membuatnya tidak berdaya. Globalisasi
ekonomi harus digambarkan secara sederhana sebagai tidak baik
atau buruk. Globalisasi merupakan fenomena yang sangat
kompleks untuk penggambaran yang sederhana. Tidak ada
ekonomi selain ekonomi pasar global yang sedang berkembang
yang pernah berhasil sampai saat ini. Belum ada satu negara pun
yang mampu bertahan di luar ekonomi global.

Secara umum kelemahan yang paling umum dari globalisasi
adalah bahwa hal itu memperlebar kesenjangan antara kaya dan
miskin; dimana orang kaya semakin kaya dan miskin menjadi lebih
miskin. Hal ini dikarenakan globalisasi mengambil pekerjaan dari
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satu negara dan menyediakannya ke negara lain, maka
meninggalkan banyak orang tanpa kesempatan yang layak mereka
dapatkan. Globalisasi menghubungkan perekonomian antar
negara. Oleh karena itu, setiap keruntuhan pada perekonomian
suatu negara akan menyebabkan keruntuhan pada perekonomian
negara lain yang berhubungan. Globalisasi pada satu sisi
memecahkan semua hambatan antar Negara, tetapi disisi lain
sangat rentan yang berarti bahwa perekonomian dunia saling
mempengaruhi. Jika ada Kkerugian terjadi pada suatu Negara
makanegara lain akan mengalaminya terpengaruh. Ini memiliki
dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi suatu negara dapat mengalami penurunan oleh karena
negara lain menderita masalah-masalah ekonomi. Contoh yang
jelas adalah global krisis keuangan antara 2007 dan 2008. Amerika
Serikat sebagai negara yang menderita krisis ekonomi kemudian
menjalar ke negara di seluruh dunia. Dunia akhirnya mengalami
resesi.
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BAB 13
PERAN PEMERINTAH TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh Tri Widayati

13.1 Pendahuluan

Setiap negara akan melakukan pembangunan ekonomi
yang tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakatya. Ada dua hal yang menjadi
indikator telah tercapainya taraf hidup masyarakat yang lebih
baik atau lebih tinggi, yaitu masyarakat yang adil (equity) dan
makmur (growth). Jadi setiap masyarakat tentu menghendaki
tercapainya dua hal tersebut, yaitu growth dan
equity(Suparmoko, 2002)

Tercapainya dua hal tersebut secara bersamaan
bukanlah hal yang mudah, karena pencapaian tujuan
pertumbuhan dan kemakmuran misalnya tidak dapat secara
bersamaan tercipta keadilan, begitu pula sebaliknya. Kedua
tujuan ini seringkali dianggap sebagai suatu “trade off”, yaitu
dimana jika tujuan pertumbuhan atau kemakmuran yang akan
dicapai, maka yang harus dikorbankan adalah keadian, begitu
pula sebaliknya.

Dalam sistem perekonomian baik kapitalis ataupun
sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan yang
penting. Peranan pemerintah sangat besar dalam sistem
perekonomian sosialis, dan sangat terbatas pada sistem
perekonomian kapitalis murni, seperti yang dikemukakan oleh
Adam  Smith(Mangkoesoebroto, 2014). Adam  Smith
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mengemukakan bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga

fungsi, yaitu :

1. Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan

2. Menyelenggarakan peradilan

3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh
swasta, seperti halnya dengan jalan, bendungan. jembatan
dan sebagainya.

Peran pemerintah dalam perekonomian modern,

mempunyai empat fungsi utama yaitu :(Kuncoro, 2004)

1.  Alokatif, adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan
sumber daya ekonomi agar pemanfaatannya optimal dan
mendukung efisiensi produksi.

2.  Distributif, yaitu peran pemerintah dalam
mendistribusikan sumber daya dan hasil-hasil ekonomi.

3.  Stabilisatif, adalah peran pemerintah dalam menstabilkan
perekonomian

4.  Dinamisatif, yaitu peran pemerintah dalam
menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar cepat
tumbuh dan berkembang.

13.2 Peran Alokatif

Dalam suatu wilayah, barang yang beredar di masyarakat
tidak semuanya dapat diproduksi oleh pihak swasta. Barang yang
tidak dapat diseikan oleh swasta ini disebut dengan Barang Publik.
Barang Publik ini asalah barang yang tidak dapat disediakan dalam
transaksi jual dan beli. Sementara, barang swasta adalah barag
yang dapat disediakan dalam sistem pasar, yaitu melalui transaksi
jual dan beli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui
sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan pasar
(market failure). Sistem Pasar tidak dapat menyediakan barang dan
jasa tertentu karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak
hanya dirasakan secara pribadi namun dinikmati oleh orang lain.
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Contoh dari barang/ jasa yang tidak dapat disediakan melalui
sistem pasar adalah jalan, jembatan dan pembersihan udara

Penyediaan barang dan jasa yag digunakan dan diperlukan
oleh masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah merupakan
peran alokatif yang sama dengan peran produsen. Barang-barang
yang manfaatnya dirasakan oleh semua orang, sekali barang ini
tersedia, tidak ada seorangpun yang bersedia membayar biaya
penyediaan barang tersebut. Hal ini dikarenakan setiap orang tahu
bahwa apa yang mereka bayar hanya merupakan sebagian kecil
dari total biaya. Sehingga dapat dikatakan fungsi alokatif
pemerintah dalam perekonomian adalah mengusahakan agar
alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.
Contoh nyata dari pemberlakuan peran alokasi atau produsen
adalah menyediakan fasilitas penerangan, sarana prasarana jalan,
jembatan, dan lain-lain.

Keputusan untuk mengalokasikan sumber-sumber
ekonomi untuk mengalokasikan barang swasta atau public
berbeda dari pertimbangan apakah barang-barang tersebut akan
dihasilkan oleh pemerintah atau oleh swasta. Dalam sistem
perekonomian sosialis, sebagian besar barang swasta yang ada
dihasilkan oleh pmerintah, sedangkan dalam sistem perekonomian
kapitalis, sebagian besar barang-barang publik disediakan oleh
pihak swasta.

Dalam sistem perekonomian di Indonesia yang bersifat
Demokratis, masyarakat melalui wakil rakyat, yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat harus menetapkan alokasi sumber-sumber
ekonomi yang dialokasikan untuk menghasilkan barang public atau
barang swasta

Pada Diagram 13.1 di bawah, dapat dilihat bahwa pada titik
L, semua ekonomi digunakan untuk barang swasta, dimana alokasi
sumber ekonomi sebesar 100 % digunakan oleh sektor swasta.
Titik K menunjukkan semua sumber ekonomi digunakan untuk
barang publik, alokasi sumber ekonomi sebesar 100 % digunakan
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untuk sektor publik. Titik A dianggap sebagai titik yang optimal.
Dimana titik A adalah titik yang dikehendaki oleh masyarakat
(melalui wakil rakyat di DPR) dimana alokasi sumber ekonomi
yang optimum adalah 75 % dari GNP dihasilkan oleh sektor swasta
yang menghasilkan barang-barang swasta dan 25 % dari GNP
adalah barang=barang publik.

Pada titik B, 75 % dari GNP adalah merupakan produksi
barang publik, dan 25 % adalah barang swasta, maka sumber
ekonomi tidak mencapai alokasi yang optimum, sehingga realokasi
sumber-sumber ekonomi dari titik B ke titik A akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Pada diagram, titik yang menunjukkan alokasi barang dan
jasa oleh pemerintah dan swasta yang paling efisien.

Barang Pemerintah
A

100 %

75

25

25 75 100 % Barang Swasta

Gambar 13.1. Alokasi Barang Swasta dan Barang Publik
( Sumber : Mangkoesoebrata, 2014)
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13.3 Peran Distributif

Pemerintah mempunyai peranan yang lain yaitu sebagai
alat distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan tergantung dari
pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran
faktor produksi, sistem warisan dan kemempuan memperoleh
pendapatan. Kemampuan memperoleh pendapatan tergantung
dari pendidikan, bakat dan sebagainya sedangkan warisan
tergantung dari hokum yang berlaku. Pemilikan faktor produksi
tergantung dari permintaan akan faktor produksi dan jumlah yang
ditawarkan oleh pemilik faktor produksi.

Peran distribusi adalah peran pemerintah untuk mengurus
pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Pemerataan
dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami
kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan
masyarakat.

Distribusi pendapatan bergantung pada kepemilikan faktor-
faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh
pendapatan..

Pemerintah dapat mengubah distribusi pendapatan secara
langsung melalui perpajakan progresif. Perpajakan progresif
menunjukkan beban pajak yang relatif lebih besar bagi orang kaya
dan beban pajak yang relatif lebih kecil bagi orang miskin, disertai
dengan subsidi bagi orang miskin. Pemerintah juga dapat
mempengaruhi distribusi pendapatan secara tidak langsung
melalui kebijakan pengeluaran pemerintah, seperti perumahan
murah untuk kelompok pendapatan tertentu, subsidi pupuk untuk
petani, dan lain-lain.

Peran pemerintah sebagai distributor, pemerintah
mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemerataan
pelayanan barang dan jasa. Disamping pemerintah harus membuat
kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi
dilaksanakan secara efisien, pemerintah juga wajib membuat
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kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam
masyarakat, misalnya melalui kebijakan:

Perpajakan:

Subsidi:

Pengentasan kemiskinan;

Transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin;
Bantuan Pendidikan;

Bantuan kesehatan, dan lain-lain.

o a0 o

Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur
melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang.
Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM
berkualitas dan berdaya saing.

Sementara, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
2021, diharapkan tujuan pemerataan pembangunan dapat
tercapai dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk
percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi
nasional.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin
ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:(i)
penurunan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan
pendapatan masyarakat; serta (iii) meminimalkan wilayah
kantong kemiskinan

Bantuan Pendidikan yang sampai saat ini dilakukan di
Indonesia adalah
a) Program Indonesia Pintar (PIP) yang berupa bantuan

berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar
dari pemerintah kepada peserta didik yang berasal dari
keluarga miskin tau rentan miskin untuk membiayai
pendidikan.

178 Ekonomi Pembangunan



b) Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah, yaitu
bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan
Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang memiliki
potensi akademik baik, namun memiliki keterbatasan
ekonomi.

¢) Tunjangan Guru ini sebenarnya pengganti dari tunjangan
sertifikasi yang resmi dihapus oleh pemerintah.

Selain program-program di atas, peran pemerintah terkait
fungsinya sebagai distributor di Indonesia, diwujudkan
dalam program-program yang lain.

13.4 Peran Stabilisasi
Peran stabilisasi adalah fungsi pemerintah untuk
menciptakan kestabilan di bidang ekonomi. Peran stabilisasi
disebut juga peran regulasi. Sebagai pelaku ekonomi rumah tangga
pemerintah, maka pemerintah di suatu negara berperan penting
dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan perekonomian yang
bermuara pada perumusan kebijakan ekonomi di negara tersebut.
Contoh peran stabilisasi adalah:
a. Menetapkan kebijakan fiskal terkait belanja negara yang
meliputi pendapatan dan pengeluaran negara.
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan pajak, transfer dan pengeluaran
pemerintah.(Widodo, 2006) Kebijakan fiskal berkaitan
denga keuangan pemerintah dimana pajak merupakan
sumber penerimaan sedangkan transfer dan pengeluaran
pemerintah merupakan sisi pengeluarannya. Kebijakan
fiskal ini mempunyai tujuan tertentu, seperti menunjang
kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan
pembangunan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.
Sederhananya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah demi menjaga pemasukan dan
pengeluaran agar tetap stabil dan terciptanya ekonomi
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yang terus tumbuh. Melalui kebijakan fiskal pemerintah
dapat melakukan penyesuaian terhadap penerimaan dan
pengeluaran negara demi mencapai kestabilan ekonomi
dan pembangunan. Biasanya pemerintah dalam
menerapkan kebijakan fiskal akan mengubah besaran
pajak yang merupakan salah satu instrumen kebijakan
fiskal dan berperan sebagai sumber pendapatan negara
guna membiayai pembangunan. Jadi, pembangunan jalan,
terminal, stasiun, halte, dan lainnya, semua pembangunan
itu bersumber dari pendapatan pajak pemerintah.
Kebijakan fiskal mempunyai 2 (dua) instrument yaitu
pengeluaran pemerintah dan pajak.

b. Menetapkan kebijakan moneter yaitu mengatur jumlah
uang yang beredar sebagai upaya pengendalian inflasi.
Menetapkan Kkebijakan ekonomi internasional terkait
perdagangan dan kerja sama ekonomi antarnegara.
Kebijakan moneter berfokus kepada meningkatkan atau
mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan
ekonoomi, sedangkan kebijakan fiskal menggunakan
anggaran pemerintah dan pajak untuk menstimulasi
ekonomi. Menggunakan teori ekonomi modern, dewasa ini
pemerintah, dengan dibantu oleh ekonom, telah memiliki
cara untuk menggunakan kebijakan ekonomi moneter dan
fiskal demi mengurangi lama dan tingkat keparahan resesi.
Kebijakan moneter ini akan berpengaruh pada aktivitas
investasi dan pengeluaran lain yang sensitive pada
perubahan suku bunga. Dengan menggunakan piranti
kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tersebut,
pemerintah dalam batas tertentu dapat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi, tingkat output nasional, lapangan
pekerjaan, tingkat pengangguran dan inflasi(Widodo,
2006)
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Kebijakan Fiskal Kebijakan Moneter

Kebijakan Sektor Riil

Gambar 13.2. Kebijakan Makro Ekonomi

13.5 Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Stabilitas perekonomian Negara dapat terjaga dengan
adanya peran pemerintah lewat kebijakan fiskal dan moneter.
Kedua kebijakan ini sama pentingnya dalam rangka menjaga
stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya
kedua kebijakan ini dapat dilakukan bersamaan atau salah satu
saja kebijakan yang harus dilakukan, tergantung pada kebutuhan
dan permasalahan yang dihadapi Negara.

Kedua kebijakan ini mempunyai perbedaan,dimana
perbedaan pertama adalah dari pengambilan keputusannya.
Kebijakan Fiskal diputuskan dan dikelola oleh Kementerian
Keuangan, sementara Kebijakan moneter keputusannya mutlak
berada di tangan Bank Indonesia. Perbedaan kedua bisa dilihat dari
tujuan kebijakan fiskal dan moneter. Pada kebijakan moneter
dikeluarkan untuk menjaga jumlah uang yang beredar di
masyarakat. Sedangkan tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk
menjaga pengeluaran dan penerimaan negara agar terciptanya
kestabilan.
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13.6 Peran Dinamisatif

Pemerintah mempunyai peran dalam mempercepat
pertumbuhan ekonomi dengan berbagai peraturan maupun
kebijakan. Kebijakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi,
mengurangi ketimpangan antar wilayah serta mendorong
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan untuk
sekarang dan masa depan. Salah satu kebijakan utama yang
menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi berbasis
pengembangan wilayah, khususnya transformasi infrastruktur
adalah prioritisasi program/proyek infrastruktur yakni melalui
Proyek Strategis Nasional (PSN).

13.7 Kegagalan Pemerintah
Selain kegagalan pasar, terdapat juga istilah kegagalan
pemerintah. Terdapat beberapa faktor yang menjadi sumber

timbulnya kegagalan pemerintah(Mangkoesoebroto, 2014)

1. Dampak yang tidak dapat diperkirakan lebih dahulu
terkadang muncul karena adanya campur tangan
pemerintah, misalnya kebijakan pemerintah yang
mengatur tata niaga cengkeh yang diharapkan dapat
meningkatkan  pendapatan  petani  cengkeh,ternya
menimbulkan dampak turunnya permintaan tembakau,
yang menyebabkan turunnya pendapatan petani tembakau

2. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan campur tangan
tidak murahh, sehingga harus mempertimbangkan manfaat
dan biaya.

3. Banyaknya kegagalan dalam pelaksanaan program
pemerintah

4. Adanya pelaku pemegang kebijakan pemerintah yang
mempunyai kepentingan pribadi

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya
campur tangan pemerintah menyebabkan terjadinya peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
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